
BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

a,

b.

1.

BUPATI TEBO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu Pedoman

Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang

Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah masih dalam

proses penlusunan, maka untuk tertib pengelolaan

barang milik daerah perlu disusun Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182

Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200O tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun i999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
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Menetapkan

2. Undanr-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemeri:rtrihan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesi:r Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ltcpublik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana

telah rlitrbah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas L iriirng-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang

Pemerir.lrrhan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indone siir Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

3. Peratr.r rrrr Pemerintah Nomor 27 Talnun 20 14 tentang

Pengck,lr,rn Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara llepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambalurr-r Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5s3s);

4 . Peratri: 1 i r Pemerintah Nomor 84 Tahun 20 14 tentang

Penjua i. u i Barang Milik Negara/ Daerah Berupa

Kendaririrr-r Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik

Indoncsiii Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara llcpublik Indonesia Nomor 5610);

5. Peratui.rn Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentanl Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Acara Daerah Republik Indonesia Tahun 20 16

Nomor 54 7) .

MEMUTUSKAN:

PERATURAN I]UPATI TENTANG PtrDOMAN PENGtrLOLAAN

BARANG M]I-IIi DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Per:Lt Lrr':rn bupati ini, yang dimaksud dengan:

i. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang rllemegang kekuasaan pemerintahan negara

Repul,ri,i.: Indonesia vang dibantu oleh Wakil Presiden dan
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mentcri :icbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Ncgerra Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urllsan
pemerintarhan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republil< lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undar-rg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelcnggara pemerintahan daerah Kabupaten Tebo.

4. Kepala Direrah adalah Bupati Tebo.

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

adalah Kepala Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah liarbupaten Tebo.

7. Sekretarris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten

Tebo.

8. Pengekrla Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengekrla Barang adalah Sekretaris daerah.

9. Pengelol:r Barang Milik Daerah Kabupaten Tebo yang

selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat

yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan

koordinasi pengelolaan barang miiik daerah.

10. Orgnis:rsi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

11. Pejabat l'cnatausahaan Barang adalah kepala OPD yang

mempurrvai fungsi pengelolaan barang milik daerah

selaku pcjabat pengelola keuangan daerah.

12. Penggr-rrrr barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggr.l: ir:ln barang milik daerah.



13. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu

atau beberapa program.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya

disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala

unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oieh Pengguna

Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik
daerah p:rda Pengguna Barang.

18. Pengr-rr irs Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengur irs Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan

Fungsronal Umum yang diserahi tugas mengurus barang.

19. Pengurus Barang Pengelola adaiah pejabat yang diserahi

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan

menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat

Penatausahaan Barang.

20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional

Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,

mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah

pada Pengguna Barang.

21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus

barang yang membantu dalam penyiapan administrasi

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada

Pengelola Barang.

22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus

barang yang membantu dalam penyiapan administrasi

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada

Penggur-ra Barang.

-4-



-5-

23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas

menerirna, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan

dan mernpertanggung jawabkan barang milik daerah

pada Kuasa Pengguna Barang.

24 . Penllat ardalah pihak yang melakukan penilaian secara

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan

suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa

barang milik daerah pada saat tertentu.

26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan

Penilai Pcmerintah Daerah.

27 . Pengelc:ltran Barang Milik Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

peminda l-r tanganan, pemusnahan, penghapusan,

penaterlrsahaan dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

28. Perenczrnaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan

rincian kebutuhan barang milik daerah untuk

menghullungkan pengadaan barang yang telah lalu

dengar-r keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar

dalam melakukan tindakan yang akan datang.

29. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang

selanjutrl.'a disingkat RKBMD, adalah dokumen

perenca l ri.ran kebutuhan barang milik daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

30. Penggur-raan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Penggtrna Barang dalam mengelola dan menatausahakan

barang nrilik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi

OPD vang bersangkutan.

31. Pemanlrratan adalah pendayagunaan barang milik daerah

yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi ()PD dan/atau optimalisasi barang milik daerah

dengan tidak mengubah status kepemilikan.
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32. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh

pihak l:rin daiam jangka waktu tertentu dan menerima

imbalzrn uang tunai.

33. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau

antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu

tanpa lr)enerima imbalan dan setelah jangka waktu

tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.

34. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP

adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah atau sumber

pembia-"-aan lainnya.

35. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS

adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

oleh piI-rak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka

waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya

diserahk:Ln kembali tanah beserta bangunan dan/atau

sarana bcrikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka

waktu.

36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG

adalah pcmanfaatan barang milik daerah berupa tanah

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh

pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang

disepak:rt i.

37. Kerja S:rma Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya

disingkait KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan

badan r-rsaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanglr r r .

38. Penanggung Jarvab Proyek Kerjasama yang selanjutnya

disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
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Daerah , atau badan usaha milik negara/ badan usaha

milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara

infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan

barang milik daerah.

40. Penjualar-r adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian

dalam bentuk uang.

4 1 . Tukar Me nukar adalah pengalihan kepemilikan barang

milik claerah yang dilakukan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah,

atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,

dengan menerima penggantian utama dalam bentuk

barang. paling sedikit dengan nilai seimbang.

42. Htbah adalah pengalihan kepemilikan barang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar

pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada

pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan

kepemilikan barang milik daerah yang semula

merup:rkan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara,

badan r-rsaha milik daerah, atau badan hukum lainnya

yang dimiliki negara.

44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan lisik

dan/atar-r kegunaan barang milik daerah.

45. Penghnpusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.
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46. Penatausnhaan adalah rangkaian kegiatan yarrg meliputi

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

barang milik daerah.

48. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang

merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.

49. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat

data seluruh barang milik daerah.

50. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat

data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-

masing Pengguna Barang.

51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang

memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh

masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal

atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta

menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai

negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

53. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/

Lembtrga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingl<up Peraturan bupati adalah:

a. pejabat pengelola barang milik daerah;

b. perencar-raan kebutuhan dan penganggaran;

c. pengada:rn;

d. penggunaan;

e. pemanfaatan;

f. pengamanan dan pemeliharaan;

g.penilaian;
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h. peminclahItlnganan;

i. pemusnahan;

j. penghapusan;

k. penatausrihaan;

l. pembinirruj. pengawasan dan pengendalian;

m. pengeloliran barang milik daerah pada OPD yang

menggr-rnakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah:

n. barang nrilik daerah berupa rumah negara; dan

o. ganti rtr,-, ,lan sanksi.

p. Ketentuiur lain-lain.

Pasal 3

Barang milil< claerah meliputi:

a. barang nLilik daerah 1,ang dibeli atau diperoleh atas beban

APBD; a Lau

b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya

yang sah.

Pasal 4

(1) Barang rnrlik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan

pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai

pembay'aran atas tagihan kepada pemerintah daerah.

(2) Barang nrrlik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 tidak clapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

Pasal 5

(1) Barangt nrilik daerah yang dibeli atau diperoleh atas

bebar-r ,,\PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a, dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) Barang n-rilik daerah yang berasal dari perolehan lainnya

yang s:rh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

dilengliril;i dokumen perolehan.

(3) Barang nrilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) d:i n ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak

beru,ur.j ,-rii.
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Pasal 6

Barang milik claerah yang berasal dari perolehan lainnya yang

sah, meliput i:

a. barang , rLLrg diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang

sejenis;

b. barang ).ang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjia n / kontrak;

c. barang \'r i 1rg diperoleh dari tukar-menukar berdasarkan

ketentut r n peraturan perundang-undangan;

d. barang r:rr-rg diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan

perundang undangan;

e. barang -r:rng diperoleh berdasarkan putusan pengadilan

yang teli,ir mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

f. barang r rrng diperoleh kembali dari hasil divestasi atas

penyerterzur modal pemerintah daerah.

Pasal 7

Barang vang diperoleh dari hibah/sumbangan ateru sejenis

sebagaimanii dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi

hibah/ sumbtrngan atau yang sejenis dari

negara/ ken:,'r r terian / provinsi/ kabupaten/ kota/ lembaga

internasionirl organisasi lainnva sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 8

Barang \ iLlrg diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian7 l<orrtrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b ant.lr.1 lain berasal dari:

a. kontrak ka r-r,a;

b. kontrak l;r Lrli hasil;

c. kontrak l<t'r' jasama;

d. perjanjian ,lcngan negara lain/lembaga internasional; dan

e. kerja sanra pemerintah daerah dengan badan usaha dalam

penyediaan infrastruktur.
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BAB III

PtrJABAI' PtrNGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Iickuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

(l) Bupati .rrlalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang

milik clircrah.

(2\ Pemegrrng kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

sebagirinrana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan

bertar rr,,qL i ng jarn'ab:

a. mcr( rapkan kebr.1akan pengelolaan barang milik

dat rirh;

b. menctapkan penggunaan, pemanfaatan, atau

perr rirrdahtanganan barang milik daerah;

c. mt'r , i r,rpkan kebijakan pengamanan dan

penrt liharaan barang milik daerah;

d. menctapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barrrng milik daerah;

e. m( ri!r.rjukan usul pemindahtanganan barang milik

ducirlr yang memerlukan persetujuan DPRD;

f. mt rrr ttujui usul pemindahtanganan, pemusnahan,

derr i penghapusan barang milik daerah sesuai batas

k(.\\ , rangannya l

g mt'rrr t'tujui usul pemanlaatan barang milik daerah

sclrrin tanah dan/atau bangunan; dan

h. mcrr\ ctujui usul pemanfaatan barang milik daerah

dal:rrn bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
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Bagian Kedua

Penge lola Barang

Pasal 10

Sekretaris claerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan

bertanggunl .jawab:

a. menelirr dan menyetujui rencana kebutuhan barang

mllrk cl ,, r-i'rh;

b. meneliL i dan menl etujui rencana kebutuhan

pemelihtrraan/peraw.atan barang milik daerah;

c. menga.1u1<an usul pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang irilik dacrah yang memerlukan persetujuan

Bupati:

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. mengzrtLir pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daeralr ,:rng telah disetujui olch Bupati atau DPRD;

f. melakril+rn koordinasi dalam pelaksanaan invenlarisasi

barang nulik daerah; dan

g. melakrr lian pengawasan dan pengendalian atas

pengelr, lrian barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 11

(1) Kepalrr (;PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang

milik clr rllah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

(2) Pejab:Ll 1)enatausahaan Barang sebagaimana dimaksud

pada aYar (1) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati.

(3) PejabaL Pcnatausahaan Barang sebagaimana dimaksud

pada ir.. r,t (l), mempunyai u,ewenang dan tanggungjawab:

a. mcnrllantu meneliti dan memberikan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan

barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

b. mcrririrntu meneliti dan memberikan pertimbangan

pe r-sL i Ll jLran dalam penyusunan rencana kebutuhan
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perrcliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada

Per-rgelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang

atas pengajuan usul pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang

memt:rlukan persetujuan Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang

untuk mengatur pelaksanaan penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang

milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang

atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan

koorclinasi inventarisasi barang milik daerah;

g. mclal<ukan pencatatan barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari

Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada

Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah

sebngaimana dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan

pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

dan

j. menvLrsun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

Kepala ()l']D selaku Pengguna Barang.

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)

(2\
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(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berwen:rng dan bertanggung jawab:

a. menqir.jukan rencana kebutuhan dan penganggaran

btu'riris milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya;

b. mcngrr.jukan permohonan penetapan status

pcnseunaan barang yang diperoleh dari beban APBD

dan pcrolehan lainnya yang sah;

c. mellkLrkan pcncatatan dan inventarisasi barang

millri r1:rerah vang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada

dalanr penguasaannya untuk kepentingan

pen\ ( lenggaraan tugas dan fungsi OPD yang

diprrrrl;innva;

e. mrllgrmankan dan memelihara barang milik daerah

yanq llerada dalam penguasaannya;

f. mer.rqrrjukan usul pemanfaatan dan

pen rin<lahtanganan barang milik daerah berupa

L.1ni,l) dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

pers( rLl.juan DPRD dan barang milik daerah selain

tanirh dan/atau bangunan;

g. menvL'rahkan barang milik daerah berupa tanah

darr irluu bangunan lang tidak digunakan untuk

kepL'rlingan penyelenggaraan tugas dan lungsi OPD

y.rrrg clipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan

pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

h. mcnqrL.jukan usul pemusnahan dan penghapusan

bai, ir rq milik claerah;

i. melrrlir-rkan pembinaan, pengawasan, dan

penqcndalian atas penggunaan barang milik daerah

yang ada dalam penguasaannya; dan

j. mcni irsun dan menl,ampaikan laporan barang

pcriggLrna semesteran dan laporan barang pengguna

tahiLnirn yang berada dalam penguasaannya kepada

Pc-ngrlola Barang.
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Pasal 13

(1) Penggur,rr Barang dapat melimpahkan sebagian

kewenrrngan dan tanggung jawab kepada Kuasa

Penggunu Barang.

(2) Pelimpriir:rn sebagian \\rewenang dan tanggur-rgjawab

kepacl,, l\Llasa Penggrrna Barang sebagaimana dimaksud

parla .. . i 1) clitrtapkrin olch Bupati atas usul Pengguna

Bara rrr'

(3) Penetri; r., ir kuasa pelrgguna barang sebagaimana

dimaksrrii pada avat (1) berdasarkan pertimbangan

jumliiir l)rrr';tng r ang clikelola, beban ker.1a, Iokasi,

komp, ..i. tlani/:rt:rL.r rent.lng kerrdali dan pertrmbangan

objektr...innvu.

Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 14

(1) Penggrrn,r Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan

Penggurra Barang.

(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksrrcl pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul

Pengglinii Barang.

(3) Pejabai l)cnatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksurl pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi

fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna

Barang

(4) Pejabat l)enatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung

jawab:

a. meririapkan rencana kebutuhan dan penganggaran

bzrrrrrq milik daerah pada Pengguna Barang;

b. mcnl iiti usulan permohonan penetapan status

perlggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD

dan perolehan lainnya yang sah;

c. mcncliti pencatatan dan inventarisasi barang milik

daelirlr yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang

dan iilau Pengurus Barang Pembantu;
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d. mcr.rvusun pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain

tanah dan/atau bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak

din-r:rntaatkan oleh pihak lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan

barang milik daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan

yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau
Pengurus Barang Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan

Berra ng (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah

Pc'ntaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan

barang milik daerah clari gudang penyimpanan;

i. mcrrriiti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan

(KlR) setiap semester dan setiap tahun;
j. melakr-rkan verifikasi sebagai dasar memberikan

pt'r':,r'iujuan atas perubahan kondisi fisik barang

milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang

disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna

dar-r / atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam

Pengurus Barang Pengelola

Pasal 15

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas

usul Pejabat Penatausahaan Barang.

(21 Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi
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pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat

Penatarlsahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:

a. mernbantu meneliti dan menyiapkan bahan

pertimbangan persetujuan dalam penyusunan

rencana kebutuhan barang milik daerah kepada

Pejabat Penatausahaan Barang;

b. men'rbantu meneliti dan menyiapkan bahan

perlinrbangan persetujuan dalam penlusunan

rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang

milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

c. menviapkan dokumen pengajuan usulan

pernanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pernanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna

Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat

Pellalausahaan Barang dalam pengaturan

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. menviapkan bahan pencatatan barang milik daerah

berr.rpa tanah dan/atau bangunan yang telah

diseral-rkan dari Pengguna Barang yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan

pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

f. menlimpan dokumen asli kepemilikan barang milik

dacrah;

g. menvimpan salinan dokumen Laporan Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

h. mclakukan rekonsiliasi dalam rangka peny'Llsunan

laporan barang milik daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang

Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan
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Bar:rng Pengelola sebagai bahan peny'usunan Laporan

barang milik daerah.

(4) Pengurus Barang Penge lola secara administratif dan

secara llngsional bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasn\'.i kepada Pengelola Barang melalui Pejabat

Penatausahaan Barang.

(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi

Penguruts Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu

Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat

Penatauszrhaan Barang.

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa

atau bcrtindak sebagai penjamin atas kegiatan/

pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya

dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh

Pengurus Barang Pengguna

Pasal 16

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas

usul Pengguna Barang.

(2\ Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan

dan penganggaran barang milik daerah;

b. menf iapkan usulan permohonan penetapan status

penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari

beb:rn APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang

milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang

berucla pada Pengguna Barang;

e. mcn-r,iapkan dokumen pengajuan usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
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mamerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
dacr:Lh selain tanah dan/atau bangunan;

f. menf iapkan dokumen penyerahan barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan lungsi Pengguna Barang dan sedang tidak

dirnanfaatkan pihak lain;

g. men1.'iapkan dokumen pengajuan usulan

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

h. menvusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menliapkan Surat Permintaan Barang (SPB)

berdasarkan nota permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

k. mcn_i'e rahkan barang berdasarkan Surat Perintah

Penlaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam

berita acara penyerahan barang;

1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran

dan tahunan;

m. meml)eri label barang milik daerah:

n. mengtrjukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan

kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan

pengecekan hsik barang;

o. melakukan slock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan

menl,impan asli/ fotokopi/ salinan dokumen

pen il tausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi daiam rangka penyusunan

laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang

milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang

diszLnr paikan kepada Pengeloia Barang melalui

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang.
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(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada

Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola

Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Dalam ha1 melaksanakan tugas dan fungsi administrasi

Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu

PengunLs Barang Pengguna yang ditetapkan oleh

Penggun:r Barang.

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa

atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/

pekerjaan / penjualan tersebut yang anggarannya

dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan

Pengurus Barang Pembantu

Pasal 17

(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas

usul Kr.r:rsa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,

lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan

pertimb:rngan objektif lainnya.

(3) Pengurtr s Barang Pembantu sebagaimana dimaksud

pada a1'art (1) berwenang dan bertanggungjawab:

a. menf iapkan dokumen rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah;

b. mcr rviapkan usulan permohonan penetapan status

perllllunaan barang milik daerah yang diperoleh dari

beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang

milik daerah;
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d. mcmbantu mengamankan barang milik daerah yang

berada pada Kuasa Pengguna Barang;

e. men]'iapkan dokumen pengajuan usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
dacrah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. menf iapkan dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan lungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak

dimanfaatkan pihak lain;

g. menl.iapkan dokumen pengajuan usulan

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

h. menvursun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menviapkan Surat Permintaan Barang (SPB)

berdasarkan nota permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada

Kuasa Pengguna Barang;

k. menverahkan barang berdasarkan Surat Perintah

Penl'aluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam

beriLa acara penyerahan barang;

1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran

dan tahunan;

m. mernberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik

barang milik daerah pengecekan fisik barang;

o. melakukan slock opnome barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan

menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen

pelliltausahaan;
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q. melitli ukan rekonsiliasr dalam rangka penyusunan

lapor:rn barang Kuasa Pengguna Barang dan

laporan barang milik daerah; dan

r. men il)uat laporan mutasi barang setiap bulan yang

dis.,rrrpaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat

Per)atausahaan Pengguna Barang dan Pengurus

Balrrrrg Pengguna.

(4) Pengur".is Barang Pembantu baik secara langsung

mauprL 1 r tidak langsung dilarang melakukan kegiatan

perdag:rngan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa

atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiata n / pekerjaan / penjualan tersebut yang

anggaliL:mva dibebankan pada APBD.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Ke satu

Prinsip Umum

Pasal l8
( 1) Perenc..r naan kebutuhan barang milik daerah disusun

dengar: memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas

dan llu,3si OPD serta ketcrsediaan barang milik daerah

yang arclt t.

(2) Keterscciiaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada a\i1t (1) merupakan barang milik daerah yang ada

pada I)i rrqelola Barang danT'atau Pengguna Barang.

(3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada a\ at ( 1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan

kebutuhan riil barang milik daerah pada OPD sehingga

dapat tii.lrrdikan dasar dalam peny,usunan RKBMD.
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Pasal 19

(1) Peren<:rir:ran kebutuhan barang milik daerah

dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja)

OPD cl: t L'tapkan.

(2) Perent rrrrtran Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1)

meruprLl<an salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan

penyecli.ran anggaran untuk kebutuhan baru lneu-'

initiatrLr) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

renc:ltr. L l<erja dan anggaran.

Pasal 20

(1) Perenc:inaan kebutuhan barang milik daerah mengacu

pada Rt ncana Kerja OPD.

(21 Perenc:rnaan kebutuhan barang milik daerah

sebagairrana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali

untuk penghapusan, berpedoman pada:

a. stan cl:r r barang;

b. star(iirr kebutuhan; dan/atau

c. star,(lilr harga.

(3) Standal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf tr adalah spesilikasi barang yang ditetapkan

sebagilr :rcuan penghitungan pengadaan barang milik

daeral'r rlalam perencanaan kebutuhan.

(4) Standar- kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hurul b adalah s.itlran jumlah bai-ang \ irng

dibr:llrlriian sebagai irt:ui.rn perhitLlngan pcngadaan dan

p('nq- r.lir l)arain!. rniirk rlat'rah dalarn pr:rrri!llnaail

kc'lru' r birriinq n'rrlik clacrrrh pada OPD.

(5) Stand tr l harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai

acuar'r pengadaan barang milik daerah dalam

peren( r i !rtran kebutuhan.

(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga

sebagairnana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5) ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 2 1

(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan

peruncla ng-undangan.

(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a
dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan OPD

teknis terkait.

Pasal- 22

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

mengusulkar-r RKBMD pengadaan barang milik daerah

mempedomuni standar barang dan standar kebutuhan.

Pasal 23

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di

lingkungan OPD yang dipimpinnya.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola

Barang.

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan

RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama

Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang

pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola

Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;

b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;

c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;

d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;

f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan

h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.
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(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat

Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.

(6) Pejabat Pcnatausahaan Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran

Pemerinlah Daerah.

(7\ Hasil pc nelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupzrkan dasar penyusunan RKBMD.

Pasal 24

RKBMD !'zrng telah ditetapkan oleh Pengelola Barang

digunakan t>leh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan

Rencana Ker.l:r dan Anggaran OPD.

Pasal 25

(1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat

diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang terhadap:

a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak

berzrt;

b. barang milik daerah yang sedang dalam status

penggunaan sementara;

c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk

dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau

d. barzrng milik daerah yang sedang menjadi objek

penrri nfaatan.

(2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna

Barang vang menggunakan sementara barang milik

daerah.

(3) RKBMD iremeliharaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksurd pada ayat ( 1) huruf d tidak termasuk

pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka

waktu kr,rrang dari 6 (enam) bulan.
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Bagian Kedua

i.ingkup Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah

Pasal 26

(1) Perencrrnaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;

b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;

c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;

d. percncanaan pemindahtanganan barang milik daerah;

dan

e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan

dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

(3) Perencirnaan pemeliharaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan

dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

(4) Perenc:rnaan pemanfaatan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan

dalam clokumen RKBMD Pemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan

dalam clokumen RKBMD Pemindahtanganan.

(6) Perenc:rr-raan penghapusan barang milik daerah

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan

dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 27

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD

Pengadatrn barang milik daerah di lingkungan Kuasa

Pengguna Barang yang dipimpinnya.
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(2\ Kuasa Pcr-rgguna Barang menyampaikan usulan RKBMD

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua

bulan Mci.

Pasal 28

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan

RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

(21 Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksr-rcl pada ayat ( 1), Pengguna Barang

mengik u L sertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan reuieu terhadap kebenaran dan kelengkapan

usulan RKBMD Pengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang

disamptrikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan

kebenaran data masukan (inputl penyusunan usulan

RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya

memp( r'limbangkan:

a. kescsuaian program perencanaan dan standar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan

ayat (2); dan

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan

Pengguna Barang.

(41 Hasil pcnelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang

dalam rnenyusun RKBMD Pengadaan barang milik

daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang-

kurangnr a memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. namrr Pengguna Barang;
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c. program;

d. kegiatan;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau

daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang

disetujui.

Pasal 29

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD

Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)

ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan

barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan

kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat

bulan Mci.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyrrsunan RKBMD Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 3O

(1) Kuasa Pengguna Barang menJrusun usulan RKBMD

Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa

Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2\ Kuasa Per-rgguna Barang menyampaikan usulan RKBMD

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu

kedua bulan Mei.

Pasal 3 1

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan

RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O

ayat (2J pada minggu ketiga bulan Mei.
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(2\ Dalam penelaahan usuian RKBMD pemeliharaan usulan

RKBMD Pemeiiharaan yang disampaikan oieh Kuasa

Penggunar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang

Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap

kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD

pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan

kebena ra n data masukan (input\ pen)'r-lsunan RKBMD

pemelil'rriraan yang sekurang-kurangnya mengacu pada

daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat

informasi mengenai barang yang dipelihara.

(4) Hasil per-relaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun

RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat

Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat

informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nam:r Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang

disc tujui.

Pasal 32

(1) Hasil pcnelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD

Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna

Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)

ditanda tar-rgani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang men)'usun RKBMD

Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil

penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

disamptrikan kepada Pengguna Barang paling lambat

minggu ke empat bulan Mei.
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Bagian Kelima

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 34

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

dilaku ka n terhadap:

a. Reler.arnsi program dengan rencana keluaran (output)

Pengguna Barang;

b. Optin-ralisasi penggunaan barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang; dan

c. Efektivitas penggunaan barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang telah sesuai

pcruintukannya dalam rangka menunjang tugas dan

fungsi OPD.

(2\ Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnva memperhatikan:

a. Kesesuaian program perencanaan dan standar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan

ayat (2); dan

Pasal 33

(1) Penggur-ra Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan

RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan

Pasal 32 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola

Barang.

(2\ Penyan'rpaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani

oleh Pengguna Barang dan data barang sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 23 ayat (4).

(3) Penyarnpaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan

selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.
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b. data l>eirang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (4).

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

Hasil I)cnelaahan RKBMD Pengadaan barang milik
daerah lirng sekurang-kurangnya memuat:

a. nam:r Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

c. program;

d. kegiirtrrr-r;

e. data rlaftar barang pada Pengguna Barang dan/atau

daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

(4\ Dalam rnelaksanakan penelaahan barang milik daerah

sebagainrana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan

Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan

memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan

kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang

dilaks:Lrrukan selambat-lambatnya minggu kedua bulan

Juni.

Pasal 35

(1) Hasil l)cnelaahan RKBMD Pengadaan barang milik

daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola

Barang.

(2\ Penggur-ra Barang menyusun RKBMD Pengadaan

berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud

pada al,at ( 1).

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
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Bagian Keenam

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 36

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap

data barang milik daerah yang diusulkan rencana

pemelil ra raannya.

(21 Penelatriran atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna

Barang )'ang memuat informasi mengenai status barang

dan kor rd isi barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang

milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

a. namri Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e. renc.tna kebutuhan barang milik daerah yang

dise tu jui.

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

mengiklrtsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan

Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan

membcrikan pertimbangan terhadap kebenaran dan

kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang

dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan

Juni.

Pasal 37

(1) Hasil Per-relaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik

daerah clari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 36 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola

Barang.

(2) Pengglrna Barang menJrusun RKBMD Pemeliharaan

berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1).

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dis:rrnpaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

Barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Ketujuh

Penl'usunan Perubahan RKBMD

Pasal 39

Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.

Peruburhan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukar-r sebelum penyusunan Perubahan APBD.

Penyusrrnan RKBMD sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap pen1rusunan perubahan RKBMD.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedelapan

Penr rrsunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 40

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD

terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan

Pasal 38

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang

milik claerah dari Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3)

ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh

Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan

sebag.rirnana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan paiing

lambat rringgu keempat buian Juni.
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anggaran untuk kebutuhan baru (netu initiatiue) dan

penyecliaan anggaran angka dasar (baseline) dalam

rangka rencana pengadaan dan/atau rencana

pemeliharaan barang milik daerah dilakukan

berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2\ Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala

besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna

Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan

penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD

tahun berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan

tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang

disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada

APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau

APBD t:rhun anggaran berikutnya.

BAB V

PtrNGADAAN

Pasal 4 1

(1) Pengada:rn barang milik daerah dilaksanakan

berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan

terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(2\ Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang:tt-t.

Pasal 42

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil

pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui

Pengeloli,r Barang milik daerah untuk ditetapkan status

penggl-lnaannya.

(2) Laporan hasii pengadaan barang miiik daerah
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan

hasil per-rgadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VI

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 43

( 1) Bupati menetapkan status penggunaan barang milik

daerah.

(21 Bupati dapat mendelegasikan penetapan status

penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana

dimaksr.rd pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan

dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

antara lain adalah barang milik daerah yang tidak

mempur-r1'ai bukti kepemilikan atau dengan nilai

tertentu.

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Bupati.

(5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah

sebagairnana dimaksud ayat ( 1) dan ayat (2)

dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 44

(1) Penggunaan barang milik daerah meliputi:

a. PencLapan status penggunaan barang milik daerah;

b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;

c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan

d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah

untuk dioperasikan oleh pihak lain.

t2\ Penetapar-r status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada nr a t ( 1) dilakukan untuk:

a. penyclenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan

b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
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mcn.jalankan pelayanan umum sesuai tugas dan

fur-rgsi OPD yang bersangkutan.

Pasal 45

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. barang persediaan;

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

c. barang lang dari awal pengadaannya direncanakan

untuk clihibahkan; dan

d. Aset Te tap Renovasi (ATR).

Pasal 46

( 1) Penetal;an status penggunaan barang milik daerah

berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila

diperlul<an untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang vang bersangkutan.

(2) Penggr-rnzr Barang wajib menyerahkan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang

kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(3) Dikecr-rirlikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ir.\,at (2), apabila tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan

untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka

waktu tcrtentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Bupati rnencabut status penggunaan atas barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayal (2).

(5) Dalam l-rirl barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan

sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas

barang milik daerah berkenaan.
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Pasal 47

( 1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus

diserahl<an oleh Pengguna Barang karena tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna

Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud

pada a.y,at (1) Bupati memperhatikan:

a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi

Pengguna Barang;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau

bangunan; dan/ atau

c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari

sumber lain.

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c ant:lr-a lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan

dan per-rgendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang

atau Bupati dan laporan dari masyarakat.

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan status penggunaan;

b. pemanfaatan; atau

c. pemindahtanganan.

Bagian Kedua

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Paragraf Kesatu

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Oleh Bupati

Pasal 48

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan

status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh

dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada
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Bupati.

(2\ Pengajlran permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dilakukan setelah diterimanya barang milik
daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada

tahun anggaran yang berkenaan.

(3) Permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan

secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati

paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status

penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

Pasal 49

(1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan

barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

48 ayat (2) disertai dokumen.

(2\ Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk
barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi

sertifikat.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh

dari APBD yaitu:

a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (lMB); dan

b. fotokopi dokumen perolehan.

(4) Dokumcr-r sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk

barang rnilik daerah berupa bangunan yang diperoleh

dari pcrolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya

berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang

diperolel.r dari APBD yaitu:

a. fotokopi sertifikat;

b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

c. fotokopi dokumen perolehan.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari

perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa
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(7) Dokumcn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk
barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang memiliki dokumen yaitu:

a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
b. fotokopi dokumen perolehan.

(8) Dokumcn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
barang milik daerah yang dari awal pengadaan

direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan

dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu:

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;

b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik
daerah berupa tanah;

c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk
barar-rg milik daerah berupa bangunan; dan/atau

d. fotol<opi dokumen perolehan.

Pasal 5O

( 1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila

barang milik daerah berupa tanah belum memiliki

fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat

diganti dengan:

a. akta jual beli;

b. girik;

c. lettel C;

d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;

e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;

f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang;

ataLl

g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (3) apabila barang milik daerah

berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen

perolehzrn dapat diganti dengan surat pernyataan dari

Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan

tersebur digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan

-39-
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fungsi ( )PD.

(3) Dikecrrrrlikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam i'asal 49 ayat (5) apabila barang milik daerah

berupir tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD

belum rrremiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan

dapat ,iiqanti dengan surat pernyataan dari Pengguna

Baranir lang menyatakan bahwa tanah dan bangunan

tersebrrt digunakan untuk penyelenggaran tugas dan

fungsi t)PD.

(4) Dikecrririikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalanr l'rrsal 49 ayal (7) apabila barang milik daerah

berupir selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari

APBD lrclum memiliki dokumen kepemilikan, maka

dokunren dimaksud dapat diganti dengan surat

pern\ irririrn dari Pengguna Barang yang menl'atakan

bahu i, lrarang milik dacrah selain tanah dan / atau

bangurrrn tersebut digunakan untuk penyelenggaran

tugas ilirr.r lungsi OPD.

(5) Dikecr"rrrlikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalanr l'risal 49 ayat (8) huruf b, hurul c, dan huruf d

belunr ada, maka pengajuan usul permohonan

penerbirar-r status penggunaan disertai surat pernyataan

dari Pt'ngguna Barang bersangkutan yang menyatakan

bahu,a lrarang tersebut adalah barang milik daerah yang

dari rLr', , i pengadaannya dircncanakan untuk dilakukan

pemin(l.r htanganan dengan cara penyertaan modal

pemerirr tah daerah.

(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen

kepenrrlikan tetap harus menyelesaikan pengurusan

dokurr,, n kepemilikan meskipun telah ditetapkan status

pengglrrri:ran barang milik daerah.

Pasal 51

(1) Pengclr,liL Barang melakukan penelitian atas permohonan

penetiri)irn status penggunaan barang milik daerah dari

PenggLrna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (il
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(2) Penelir.,rrr sebagaimana dimaksud pada a],at (1)

dilakulirrn terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokunrc n yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (ll belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. mt niir-rta keterangan atau data tambahan kepada

Perrsgun6 Barang yang mengajukan permohonan

penctapan status penggunaan barang milik daerah;

da n i atau

b. mt'i.,": ukar-r pengecekan lapangan.

(4) Kegia 1r , r r Pengelola Barang sebagaimana dimtrksud pada

ayat (.ll clilakukan terhadap barang milik daerah berupa

tanah tlan/atau bangunan serta barang miiik daerah

selain lirnah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen

kepenrilrkan atau dokumen lain yang sah.

Pasal 52

(1) Berdasrrrkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 avat (1), Bupati menetapkan status

penggLrrraan barang milik daerah.

(21 Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana

dimaks r-rd pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(3) Dalan, hal Bupati tidak menyetujui permohonan

Penggurrir Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (l l, Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan

surat pcnolakan kepada Pengguna Barang disertai

alasan .

Paragral'Kcdua

Penetaprr r L SLatus Penggunaan Barang milik daerah

Oleh Pengelola Barang

Pasal 53

(1) PengclL,irr Barang menetapkan status penggunaan barang

berdasirrkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
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(2) Penetal;iu'r status penggunaan barang oleh Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan

mekan is lne:

a. PenqqLrna Barang mengajukan permohonan penetapan

sLilr us penggunaan barang milik daerah yang

dipr-'r'oleh dari beban APBD dan perolehan lainnya

yanc sah kepada Pengelola Barang.

b. Pengirjuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

hurLrl a dilakukan setelah diterimanya barang milik

daerirh berdasarkan dokumen penerimaan barang

padir tahun anggaran yang berkenaan.

c. Permohonan penetapan status penggunaan barang

milrk daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna

Btir ,, ng kepada Pengelola Barang paling Iambat pada

aklr ir tahun berkenaan.

(3) Pengaj r.ra n permohonan penetapan status penggunaan

barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) discrtiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 dan i'asal 50.

(4) Terhaclirp pengajuan permohonan penetapan status

penggulrran barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada irvat (21 dilakukan penelitian sebagaimana

ketenturn Pasal 51.

(5) Berdasirlkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada iL\ :rt (4), Pengelola Barang menetapkan status

penggll naan barang milik daerah.

(6) Dalam hal Pengelola Barang tidak mcnl'etujui

permr.rllLrrran Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ir\':rt (2), Pengelola Barang menerbitkan surat

penolakirn kepada Pengguna Barang disertai alasan.
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Bagian Ketiga

Pengalihirn Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 54

(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status

penggLl naan.

(2\ Pengalihar-r status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif dari Bupati; dan

b. Pernrohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 55

(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah

berdasarkan inisiatif dari Bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a dilakukan dengan

pemberit:rhuan terlebih dahulu kepada Pengguna

Barang.

(21 Pengalihan status penggunaan barang milik daerah

sebagzrimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b
dari Pcrrgguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan

berdasnrkan persetujuan Bupati.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada avat (2) dilakukan terhadap barang milik daerah

yang bcrada dalam penguasaan Pengguna Barang dan

tidak cligunakan oleh Pengguna Barang yang

bersangkutan.

(4) Pengalihern status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada a-r'at (2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak

diikuti rler-rgan pengadaan barang milik daerah pengganti.

Pasal 56

( 1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah

berdas:rrkan permohonan dari Pengguna Barang lama

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b

dilakukar-r dengan pengajuan permohonan secara tertulis

oleh Per-rgguna Barang kepada Bupati.
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{2\ Pengaju:rn permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status

pe n ggu naan nyai

b. caion Pengguna Barang baru; dan

c. penjclasan serta pertimbangan pengalihan status

penggunaan barang milik daerah.

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) I-ruruf a, antara lain:

a. kodc l;arang;

b. kodc register;

c. nama barang;

d. jumlah;

e. jenis;

f. nilai perolehan;

g. nila i pen),usutan;

h. nilai buku;

i. lokasi;

j. luas; clan

k. tahurr perolehan.

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri:

a. fotol<opi daftar barang milik daerah sebagaimana

din'rrksud pada ayat (3);

b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon

Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan

barang milik daerah dari Pengguna Barang lama.

Pasal 57

(1) Pengekrla Barang melakukan penelitian atas permohonan

pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari

Penggtrna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat ( I ).

(2) Penelitirrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukar-r terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumc'n yang dipersyaratkan.
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(3) Dalam ha1 hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada

Pengguna Barang yang mengajukan permohonan

pengalihan status penggunaan barang milik daerah;

dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang

baru.

Pasal 58

( 1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 , Bupati memberikan persetujuan

pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Surat Persetujuan Bupati.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status

penggunaannya;

b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru;

dan

c. keri'ajiban Pengguna Barang lama.

(4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:

a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada

Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

b. mclakukan penghapusan terhadap barang milik

daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada

Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan

penghapusan barang.

(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada

Pengguna Barang dengan disertai alasan.
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Pasal 59

(1) Berdas..rrkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (2), Pengguna Barang lama

melakukan serah terima barang milik daerah kepada

Pengguna Barang baru.

(2) Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna

Barang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status

penggunaan barang milik daerah yang dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Berdaserrkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaiu-rana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang

lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola

Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status

penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari

daftar barang pada Pengguna Barang.

(4) Usulan pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) paling lama I (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara

Serah Terima (BAST).

(5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksucl pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan

Pengelola Barang.

Pasal 60

( 1) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

dimaksrrcl dalam Pasal 59 ayat (2) dan Keputusan

Pengeloia Barang tentang penghapusan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5)

dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada

Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak

keputlrsan penghapusan ditetapkan.

(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik

daerah melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan

Bupati, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan

keputus:rn penghapusan barang milik daerah.
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Bagian Keempat

Penggtrnaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 61

(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status

pengglrr)aannya pada Pengguna Barang dapat digunakan

sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka

waktu tertentu tanpa harus mengubah status

penggunaan barang milik daerah tersebut setelah

terlebih clahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

(2) Pengglrnaan sementara barang milik daerah sebagaimana

dimaksucl pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka

waktu:

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

unLuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau

ban qr.tnan;

b. paling ).arr,a 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan.

(3) Penggr,rnaan sementara barang milik daerah dalam

jangka ,.r'aktu kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan

tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 62

(1) Penggr-rrraan sementara barang milik daerah sebagaimana

dimaksr,rci dalam Pasal 61 dituangkan dalam perjanjian

antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang

semenla ra.

(2) Biaya pcmeliharaan barang milik daerah yang timbul

selamar jangka waktu penggunaan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang

menggu nakan sementara barang milik daerah

bersanqliutan.
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Pasal 63

(1) Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah

diajukan secara tertulis kepada Bupati.

(2\ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit r.ncmuat:

a. dat:r barang milik daerah yang akan digunakan

sementara;

b. Pengguna Barang yang akan menggunakan

sementara barang milik daerah; dan

c. penjt'l:isan serta pertimbangan penggunaan

semcntara barang milik daerah.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan

barang milik daerah; dan

b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara

barang milik daerah dari Pengguna Barang yang

akan menggunakan sementara barang milik daerah

kepacla Pengguna Barang.

Pasal 64

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan

penggLlnaan sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat ( 1).

(2\ Penelitiirn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam herl hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) irelum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang

mengajukan permohonan penggunaan sementara

barang milik daerah; dan

b. men'rinta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna

Barzrr rg yang akan menggunakan sementara barang

milik daerah.
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Pasal 65

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 ayat (1), Bupati memberikan persetujuan

atas pensgunaan sementara barang milik daerah.

(21 Persetu.jr.ran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan

Bupati.

(3) Surat pcrsetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling scdikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan digunakan

semclttara;

b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara

barirrrg milik daerah;

c. kenrLjiban Pengguna Barang yang menggunakan

semcntara barang milik daerah untuk memelihara

dan mengamankan barang milik daerah yang

digr-rrrakan sementara;

d. jangl<ir waktu penggunaan sementara;

e. pembe banan biaya pemeliharaan; dan

f. keu'ajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti

dalam perjanjian.

(4) Dalam l'ral Bupati tidak menyetujui permohonan

sebagerinrana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Bupati

menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang

disertai alasan.

Pasal 66

(1) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas

barang milik daerah telah berakhir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), maka:

a. Pengguna Barang sementara mengembalikan barang

milik daerah kepada Pengguna Barang; atau

b. dilakrrkan pengalihan status penggunaan kepada

Pengguna Barang yang menggunakan sementara

barang milik daerah.
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(2) Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai

dengan Pasal 60 berlaku mutatis mutandis te rhadap

mekanisrre pengalihan status penggunaan kepada

pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurul b.

Pasal 67

(1) Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan

permohonan perpanjangan waktu penggunaan sementara

atas b:rrang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6l ayat (2).

(2) Perpar-rj:rngan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan Pengguna Barang kepada Bupatipaling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan

sementiira barang milik daerah berakhir.

(3) Mekanisrne pengajuan permohonan, penelitian,

persetr-q uan, dan penetapan oleh Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66

berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan

permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh

Bupati terhadap perpanjangan penggunaan sementara

barang milik daerah.

Bagian Kelima

Penetap:rn Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pasal 68

(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status

penggllr)aannya pada Pengguna Barang, dapat

digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.

(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh pil'rak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

dilakulian dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tLrgas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
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(3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang

dengan prmpinan pihak lain.

(4) Biaya pcmeliharaan barang milik daerah yang timbul
selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah

untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada

pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.

(5) Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah

dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian

barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya

dan/atau memindahtangankan barang milik daerah

bersangkutan.

(6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik
daerah urntuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal

pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk
penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya.

Pasal 69

( 1) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh

Pengguna Barang bersangkutan kepada Bupati.

(2) Pengaj uarn permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. datii barang milik daerah;

b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik

daerah untuk dioperasikan;

c. jangk:r waktu penggunaan barang milik daerah yang

diope rasikan oleh pihak lain;

d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang

milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; dan

e. materi yang diatur dalam perjanjian.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri dokumen:

a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;
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b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak

lain vang akan mengoperasikan barang milik daerah

kepnda Pengguna Barang; dan

c. fotohopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan

mer-rgoperasikan barang milik daerah kepada

Pengguna Barang.

(4) Surat pcrnyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud

pada alirt (3) huruf c merupakan pernyataan pihak lain

yang nr('rnuat:

a. barzrng milik daerah yang akan dioperasionalkan

dalan'r rangka pelayanan umum sesuai tugas dan

fungsi OPD/Unit Kerja;

b. menirnggung seluruh biaya pemeliharaan barang

milik daerah yang timbul selama jangka waktu

pengoperasian barang milik daerah;

c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau

pen'rindahtanganan barang milik daerah selama

jangka u,aktu pengoperasian barang milik daerah;

dart

d. mengembalikan barang milik daerah kepada

Pengguna Barang, apabila jangka waktu

per-rgoperasian barang milik daerah telah selesai.

Pasal 70

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan

penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh pih.rk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (l).

(2) Penelitiern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang

mengajukan permohonan penggunaan barang milik

daertrh yang dioperasikan oleh pihak iain;
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b. meminta konhrmasi dan klarifikasi kepada pihak lain

yang akan mengoperasikan barang milik daerah;

c. mcrrr:ari informasi dari sumber lainnya;

d. melakukan pengecekan lapangan dengan

mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Pasal 7 1

( 1) Berdasa rkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Parsal 70 ayat (2), Bupati menetapkan penggunaan

barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak 1ain.

(21 Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh pilrak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapl<:u-r dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah;

b. jangl<:,r waktu penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasionalkan pihak lain;

c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang

milik daerah;

d. kerva.jiban pihak lain yang mengoperasikan barang

milik daerah; dan

e. keu'qiban Pengguna Barang.

(4\ Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
antarrl l.iin memelihara dan mengamankan barang milik

daerah vang dioperasikan.

(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ar.at (3) huruf e meliputi:

a. menir-rdakianjuti penggunaan barang milik daerah

untLrI{ dioperasikan oleh pihak lain dengan

perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

Barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak

lain.
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(6) Dalanr hal Bupati tidak menyetujui permohonan

Penggrr r rrr Barang sebagaimana dimaksud clalam Pasal

69 alat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada

Pengglrnir Barang disertai alasan.

Pasal 72

(1) Penggi,rrran barang milik daerah oleh Pengguna Barang

untuk (lioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam

perjanj iar-r yang ditandatangani oleh Pengguna Barang

dengzur pihak lain.

(2) Perjanlr.rrr penggunaan barang milik daerah untuk
diopenr sikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud

pada zrlat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

diperp:r n.iang.

(3) Penan( ri r t.lnEIanan perjanlian sebagaimana dimaksud

pada . ,\ r i t (2) diiakukan setelah adanya Keputusan

Bupat i.

Pasal 73

Perjanjian l)cnggunaan bararng milik daerah untuk
dioperasikir r r oleh pihak lain scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 a\irt (1), sekurang-kurangnya memuat:

a. data birrirng milik daerah yang menjadi objek;

b. PenggLurir Barang;

c. pihak l,,rir -\'ang mengoperasikan barang milik daerah;

d. perun L l L l(an pengoperasian barang milik daerah ;

e. jangka rr irktu pengoperasian barang milik daerah;

f. hak drrir keu,ajiban Pengguna Barang dan pihak lain

yang r r,('ngoperasikan barerng milik daerah, termasuk

kewajil-rrrn pihak lain tersebut untuk melakukan

p€rgurlr, r r nilr1 dan pemeliharaan barang milik daerah;

g. pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan

h. penyelt'saianperselisihan.



- )) -

Pasal 74

(1) Penggrrrr.r Barang dapat melakukan perpanjangan

penglau r r.lan barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh prhak lain.

(21 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukiui Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat

3 (tigal [-rulan sebelum jangka waktu penggunaan barang

milik drrrah berakh ir.

(3) Ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 berlaku

mutalis mutandis pada mekanisme permohonan,

penelitr.rrr, dan penetapan perpanjangan jangka waktu

penggllnlran barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh pihrik lain.

Pasal 75

Pengawastrr dan pengendalian terhadap pelaksanaan

penggunaan barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan

peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 76

(1) Penggririrran barang milik daerah untuk dioperasikan

oleh prlriik lain berakhir apabila:

a. berakhirnya jangka r.l,aktu penggunaan barang milik

daerirh untuk dioperasikan oleh pihak lain,

sel-,rrg:rimana tertuang dalam perjanjian;

b. per.;rr.jian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna

Barl r I lg,

c. ketcntuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perr-rndang-undangan.

(21 Perjan-jrirr r diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang

sebagainrana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dilakr-rkrrn apabila:

a. pihrik lain yang mengoperasikan barang milik daerah

tidul< memenuhi keltajibannya yang tertuang dalam

pL l- i I r r_jian; at.r Ll

b. tercirLpat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran

pcnggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
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oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam

perj anj ian.

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang

milik daerah yang didasarkan pada kondisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang meminta

persetujuan Bupati.

Pasal 77

(1) Pada srirrt jangka waktu penggunaan barang milik daerah

untuk clioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak

lain ]'ang mengoperasikan barang milik daerah

mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada

Pengglrnrr Barang dengan Berita Acara Serah Terima

(BASr).

(21 Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan

barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya

Berita Acara Serah Terima (BAST)), dengan melampirkan

fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 78

(1) Pemanlaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengclola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk

barang milik daerah yang berada dalam penguasaan

Pengt lola Barang; dan

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola

Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian

tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan
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olclr Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau

ba n qunan.

(21 PemariiirirLan barang milik daerah dilaksanakan

berdasrrlkan pertimbangan teknis dengan

mempt'rl'ratikan kepentingan daerah dan kepentingan

umum.

(3) Pemanliratan barang milik daerah dapat dilakukan

sepan.jr,ric tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan

fungsi 1.rt'nyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) PemanlrL:rtan barang milik daerah dilakukan tanpa

meme rlr,rkan persetujuan DPRD.

Pasal 79

( 1) Biaya pcmeliharaan dan pengamanan barang milik

daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek

pemanltLatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

(2) Biaya lrr'rsiapan pemanfaataan barang milik daerah

sampiri dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan

dibeba r r kun pada APBD.

(3) Pendalrrrtan daerah dari pemanfaatan barang milik

daeralr rnerupakan penerimaan daerah )'ang wajib

disetoliiru) seluruhnva ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pendirl)rtLLn daerah dari pemanfaatan barang milik

daerah clalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum

sesuai dengan tugas dan lungsi Badan Layanan Umum

Daerzrlr merupakan penerimaan daerah yang disetorkan

selurlilrnvn ke rekcning kas Badan Layar-ran Umum

Daerair.

(5) PendaI)irt.ln daerah dari pemanfaatan barang milik

daerah dalam rangka selain penvelenggaraan tugas dan

fungsr lJadan La\':rnan Umum Daerah merupakan

penerirrrir:rn daerah ).ang disetorkan seluruhnya ke

rekenir rs lias Umum Daerah.
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Pasal 8o

(1) Barang rrilik daerah vang menjadi objek pemanlaatan

dilaranq rlr.laminkan atau ciigadaikan.

(2) Barang rnilik daerah yang merupakan objek retribusi

daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan

barang n-rilik daerah.

Pasal 8 1

Bentuk Pemanlaatan Barang milik daerah berupa:

a. Sewa;

b. Pinjanr Pakai;

C. KSP;

d. BGS atrrLt BSG; dan

e. KSPI.

Bagian Kedua

M itra Pemanlaatan

Pasal 82

Mitra Peman laatan meliputi:

a. penye\\'ir, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam

benlr-r }i St's a;

b. peminjrirrr pakai, untuk pemanfaatan barang milik

daeral'r tlirlam bentuk Pinjam Pakai;

c. mitra hSP, untuk pemanlaatan barang milik daerah

dalarn lrt'ntuk KSP:

d. mitrar lJ(iS/BS(), unLuk pemanfaatan barang milik

daeral.iclalam bentuk BGS/ BSG ; dan

e. mitra I\SPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah

dalam tr, rrtuk KSPI

Pasal 83

Mitra Pemarrluatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82

memiliki tanegung j21a's[;

a. melakLlkiin pembayaran atas pemanfaatan barang milik

daeralr 5( suai bcntuk pe manfaatan;

b. menl cr rrirkan hasii pelaksanaan pemanfaatan sesuai

ketent rr:rn bcntuk pemanlaertan;
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C melakuk:rn pengamanan dan pemeliharaan atas barang

milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil

pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;

mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya

pelaks:rnaan; dan

memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam

perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 84

(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:

a. tanerh dan/atau bangunan; dan

b. selair-r tanah dan/atau bangunan.

(21 Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurul a, dapat dilakukan untuk sebagian atau

keseluruhannya.

(3) Dalam ha1 objek pemanfaatan barang milik daerah

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan

yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah

adalah scbesar luas bagian tanah dan/atau bangunan

yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga

Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Barang Milik Daerah

Pasal 85

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. dilaks:rnakan secara terbuka;

b. sekurar-rg kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;

c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;

d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki

integritas, handal dan kompeten;

e. tertib acLrrinistrasi; dan

f. tertib pelaporan.
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Pasal 86

( 1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP

pada Pengelola Barang atau BGS/BSG terdiri atas:

a. Pengelola Barang; dan

b. paniria pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola

Barang.

(21 Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP

pada Pengguna Barang terdiri atas:

a. Penggr-rna Barang; dan

b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna

Barang.

Pasai 87

Pemilihar-r mitra dilakukan melalui Tender.

Dalam I'ral objek pemanfaatan dalam bentuk KSP

merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus,

pemilihar-r mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan

Langsu ng.

(1)

(21

Pasal 88

(1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau

BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki

tugas cl:Lr-r kewenangan sebagai berikut:

a. mcnctapkan rencana umum pemilihan, antara lain

perslaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja

panitia pemilihan;

b. mcnctapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang

mc liputi:

1. l<cmampuan keuangan;

2. spesifikasi teknis; dan

3. ra ncangan perjanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;

d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra

berciasarkan usulan dari panitia pemilihan;

e. mcnyclesaikan perselisihan antara peserta calon

mitra dengan panitia pemilihan, dalam ha1 terjadi

perbedaan pendapat;
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f. membataikan Tender, dalam hal:

1 . pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau

menyimpang dari dokumen pemilihan;

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi,

korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia

pemilihan ternyata terbukti benar;

g. menetapkan mitra;

h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen

pemilihan mitra; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra

kepada Bupati.

(2\ Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada a]'at (1), dalam ha1 diperlukan, Pengelola Barangl

Pengguna Barang dapat:

a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam

kecluclukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan

Pasal 12.

Pasal 89

(1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. ketuii:

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud

pada .ivat (1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai

kebutuiran, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri

atas:

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat

me r-rgikutsertakan unsur dari OPD / unit kerja lain

yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan

KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat

mengikutsertakan unsur dari OPD/unit kerja lain

yang kompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan
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KSI' barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan

c. unsrrr dari Pengelola Barang serta dapat

mengikutsertakan unsur dari OPD/unit kerja lain

yanq kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.

(3) Panitiir 1;emilihan sebagaimerna dimaksud pada ayat (1),

diketui r, oleh:

a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra

Pcrrrrrnfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola

B:r rr rr rg atau BC-}S/BS(i; dan

b. unsrrr- dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra

PcrrrLnfaatan KSP barang milik daerah pada

Pcrl gguna Barang.

(41 Aparert l)cngau'asan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk
dalanr i.rt'anggotaan panitia pcmilihan.

Pasal 90

(1) Pers5,a|irtan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan

sebagiri panitia pemilihan:

a. mcrriliki integritas, l,ang dinyatakan dengan pakta

intt qritas;

b. mt'rrriliki tanggung jan'ab dan pengetahuan teknis

unt L Lk melaksanakan tugas;

c. mrrriiliki pengetahuan )ang memadai di bidang

pe uq!'iolaan barang milik daerah;

d. m:r:rrpu mengambil keputusan dan bertindak tegas;

det tt

e. tiderl< menjabat sebagai pengelola keuangan.

(2) Persviu atan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

sekurirng, kurangnya meliputi:

a. ber-s(irtus pegau'ai negeri sipil pemerintah daerah

dengan golongan paling rendah ll/b atau yang setara;

b. tidrrl< sedang menjalani hukuman disiplin; dan

c. mt rrrLiki kemampuan kerja secara berkelompok

derlrrnr melaksanakan seriap tugas/ pekerjaann) a.
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Pasal 91

(1) Tugas clan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

a. mclr\ Lrsun rencana jadrval proses pemilihan mitra dan

nit rrr rrmpaikannya kepada Pengelola Barangl

Pen39una Barang untuk mendapatkan penctapan;

b. mcnetapkan dokumen pemilihan;

c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di

mcr liir massa nasional dan di website pemerintah

di,, r ,,lr masing-masing:

d. mclakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;

e. meiakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap

p('lla\\'aran yang masuk;

f. mt'r.i illakan tender gagal;

g. mclul<ukan tender dengan peserta calon mitra yang

lulLrs k ua lilikasr;

h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam ha1

tcnriel gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan

mr'lrLluri tender;

i. mt'nqr-rsulkan calon mitra berdasarkan hasil

tencicr/ seleksi langsung/penunjukan langsung

kcpricla Pengelola Barang/ Pengguna Barang;

j. mt'r rr lnpan dokumen asli pemilihan;

k. mcnriruat laporan pertanggungjawaban mengenai

prr.rst s dan hasil pemilihan kepada Pengeloler Barang/

Pcngguna Barang; dan

l. mc'nsrLsulkan perubahan spesifikasi teknis dan/ atau

pt'r'.,Dahan materi perjanjian kepada Pengelola

Ba rarrg/ Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.

(21 Perubirnan spesifikasi teknis dan perubahan materi

perjanj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati

untuk r)ilrang milik daerah I ang usulan pemanl'aatannya

atas p-r srtujuan Bupati.

(3) Perubairan spesrlikasi teknis dan perubahiin materi

perjan.ji:rr-r sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf I

dilaksrLirirkan setelah mcndapat persetul r,tan dari
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PengeloliL Barang untuk barang milik daerah yang usulan

peman lrLirtannva atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 92

(1) Pemilihirn mitra yang dilakukan melalui mekanisme

tender. calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau

BGS/ BS(i r'",aj ib memenuhi persyaratan kualifikasi

sebagzii lrerikut:

a. Persr irratan administratif sekurang-kurangnya

me liputi:

1. l;erbentuk badan hukum;

2. rncmiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. rircmbuat surat Pakta lntegritas;

4. rnenyampaikan dokumen penawaran beserta

ciokumen pendukungnya; dan

5. ine miliki domisili tetap dan alamat yang jelas.

b. Persr r rratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:

J. . rkap menurut hukum;

2. ticiak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan

llarang/jasa Pemerintah;

3. :rrcmiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan

L t'l<nis dan manajcrial; dan

4. rrrc'miliki sumber da1,a manusia, modal, peralatan

rian fasilitas lain yang diperlukan dalam

pelaksanaan pekerjaan.

(21 Pejabat ' pegau'ai pada pemerintah daerah atau pihak

yang mr'rniliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola

Barangi Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun

panitia pcmilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang

men jerr lr , alon mit ra.

Pasal 93

(1) Pengciolir Barang/Pcngguna Barang menyediakan biaya

untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang

dibiayai clari APBD, yang meliputi:

a. hononrrium panitia pemilihan mitra;

b. biali, pengumuman, termasuk biaya pengumuman



-65-

ulaltg;

c. biaya penggandaan dokumen; dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan pemilihan mitra.

(21 Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tender

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasai 94

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan

barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka

mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah yang elisien,

efektif, dan optimal.

Pasal 95

Tahapan tender meliputi:

a. pengurnuman;

b. pengarrrbilandokumenpemilihan;

c. pemasukan dokumen penawaran;

d. pembukaan dokumen penawaran;

e. penelit iir n kualifikasi;

f. pemanggilan peserta calon mitra;

g. pelaksunaan tender; dan

h. pengusulan calon mitra.

Paragraf Kedua

Pengumuman

Pasal 96

(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan

tender di media massa nasional sekurang-kurangnya

melah-li surat kabar harian nasional dan website
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pemerrr t.iLh daerah.

(21 Pengurrir-rman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukrrn paling sedikit 2 (dua) ka1i.

(3) Pengunrtrman sebagaimana dimaksud pada avat (2)

sekurii r :! kurangnl'a mcmLlitt:

a. nar)riL rlan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;

b. iderrtitas barang milik dacrah objek pemanlaatan;

c. bentr,rk pemanfaatan;

d. penlntukan objek pemanfaatan; dan

e. jaclri,ri clzrn Iokasi pe ngambilan dokumen pemilihan.

Paragral'Kctiga

l)t ngambilan Dokumcn Pemilihan

Pasal 97

(1) Peserlr, ,. rrlon mitra dapat nrcngambil dokumcn pemilihan

secarrr lirngsung kepadzr panitia pemilihan dan/atau

mengrLncluh dari website scsuai waktu dan tempat yang

ditentr-rkan dalam pengumuman.

(2\ PanitirL pcmilihan membLl:rt daftar peserta calon mitra

yang rrt,:Irkukan pengambiliLn dokumen pemilihan.

Paragral Ke t'mpat

l'r'rnasukan DokrLmcn Pcnau'aran

Pasal 98

(1) Peserlir crrlon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan

secara lirngsung kepada panitia pemilihan clan/atau

mengr,rntluh dari u,ebsite sesuai waktu dan tcmpat yang

ditent Lil.r rr-r dalam pengumuman.

(21 Panitiri pcmilihan membuat daftar peserta calon mitra

yang rri, lrrkukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Ke lima

l)( lnbukaan Dokumcn Penawaran

Pasal 99

(1) Pemblr]<rrarn dokumen pcnawaran dilakukan secara
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terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan

tempat lang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

(2) Pemblrliaan dokumen penawaran dituangkan dalam

berit:r rLr::rra yang ditandatangani oleh panitia pemilihan

dan 2 idua) orang saksi dari peserta calon mrtra yang

hadir.

Paragraf Keenam

Penelitian Kualifikasi

Pasal 100

( 1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi

terh.l(lirl) peserta calon mitra yang telah mengajukan

dokurrlun penawaran secara lengkap, benar, dan tepat

waktr.r tintuk memperolch mitra yang memenuhi

kualif il<asi dan persyaratan untuk mengikuti tender

pema n lr rir tan.

(21 Hasil 1r,-'nelit.ian kualilikasi clituangkan dalam berita

acara \ iing ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf Ketujuh

Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 101

Panitia pemilrhan melakukan pemanggilan peserta calon mitra

yang dinr atakan lulus kualifikasi untuk mengikuti

pelaksanaurr tender melalui surat tertulis dan/atau surat

elektronik 1<, rrrctil).

Paragral Kedel:rpan

Pelaksanaan Tender

Pasal 102

(1) Tendcr- dilakukan untuk mengalokasikan hak

peman liriilan barang milik daerah berdasarkan

spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola

Barang,Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari

peserta calon mitra 1,ang lulus kualifikasi sebagaimana

dimaksLrci dalam Pasal 100 arat (1).

(2) Tendt'r' sebagaimtrna climaksud pada ayat ( 1)
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dilaksirnakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga)

peser-lr! . r1lon mitra yang memasukkan penau'aran.

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang

ditandrrtangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra

selakLl pL-menang tender.

Paragraf Kesem bilan

Pengr-rsLrlan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 103

(1) Pengusrilan pemenang [ender sebagai calon mitra
pemanlir:itan disampaikan secara tertulis oleh panitia

pemilil,rLn kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang

berdarsr,r'kan berita acara hasil tender.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 104

Pengelola l3i r rang/ Pengguna Barang menetapkan pemenang

tender sebirqrri mitra pemanlaatan berdasarkan usulan panitia

pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ay'at (1)

dengan kcpLlt usan.

Paragraf Kesepuluh

Tender Gagal

Pasal 105

(1) Panitiir pe milihan menvatakan tender gagal apabila:

a. tidir i, terdapat peserta calon mitra ]'ang Iulus

kr,ri i lil'ikasi:

b. ditcrrrr,rkan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak

sehl t,

c. doli L unen pemilihan ticlak sesuai dengan Peraturan

bulrirLi ini; atau

d. cabrr rnitra mengundurkan diri.

(2) Apabilir tcnder gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada

peserlr r Calon mitra.
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Paragraf Kesc belas

Tender Uiang

Pasal 106

(1) Panitiu 1;cmilihan menyatakan tender ulang apabila:

a. Tenilt'r' dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud

dalrrrrr Pasal 105 ayat (1); atau

b. pesertii calon mitra yang mengikuti Tender kurang

dari 3 (tiga) peserta.

(2) Terharlrrp tender yang din.\,atakan panitia pemilihan

sebag; r r tender ulang, panitia pemilihan segera

melakLrl<rLr-r pengumuman ulang di media massa nasional

dan u t bsitc pemerintah daerah.

(3) Dalam herl tender ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2t terdapat paling scdikit 3 (tiga) orang peserta

calon :riitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme

tender'

Paragraf Keduabelas

Seleksi Langsung

Pasal 107

(1) Dalanr hal setelah dilakukan pengumuman ulang

sebagainrana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), peserta

calon niitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2

(dua) r)( se rta, maka par-ritia pemilihan menyatakan

tender Lrlang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi

langsr-rrrg.

(21 Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra

yang rrrt'r'rgikuti tender r-rlang sebagaimana dimaksud

pada a\ irt (1).

(3) Tahapan seleksi langsung tcrdiri atas:

a. pen'rl.rr,rkaan dokumen penawaran;

b. negosiasi; dan

c. pcrrr,Lrsulan calon milra kepada Pengelola

Blr r-trrrg/ Pengguna Barang.
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(4) Prosrs tirLlam tahapan seleksi Iangsung dilakukan seperti

halnl'ai proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal

95.

Pasal 108

(1) Negosit,si dilakukan terhadap teknis pelaksanaan

pemaniirllan dan konsep materi perjan-jian.

(21 Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), untuk
pemanliiatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan

terherriirp porsi bagian pemerintah daerah dari objek

BGS/ tiS( j yang dilakukan pemanfaatan.

(3) Ketentr-rar-r umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG,

termasr-rk perubahan yang mengakibatkan penurunan

kontribrrsi tetap dan pembagian keuntungan untuk
pem.\nla:ltan KSP atau kontribusi tahunar-r untuk

pemanliratan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.

(4) Segalr scsuatu yang clibicarakan dalam forum negosiasi

dan hasil negosiasi dituangkan dalam beri[a acara

negosiasr -yang ditandatang:rni oleh panitia pemilihan dan

peserllr t:trlon mitra.

Pasal 109

( 1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita

acar.l ncgosiasi melalui cara perbandingan antara hasil

negosirLsi masing-masing peserta calon mitra.

(21 Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon

mitra clcngan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola

Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan

sebagrri nr itra.

(3) Usulrn scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai

dengar-r dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen

pemilihan.
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Paragraf Ketiga Belas

Penunjukkan Langsung

Pasal 110

( 1) Dalarr lral setelah dilakukan pengumuman ulang

sebagirirrrana dimaksud dalam Pasal 1O6 ayat (2), peserta

calon lnitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri

atas I (satu) peserta, maka panitia pemilihan

menviltirkan tender ulang gagal dan selanjutnya

melak rriirrn pcnunjukan langsung.

(2) Penun_j Lrl<an langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon

mitra .\ ang mengikuti tender ulang sebagaimana

dimaksLrcl pada ayat (1).

(3) Proscs trLhapan seleksi lar-rgsung sebagaimana dimaksud

dalam I)rrsal 107 berlaku mutatis mutandis terhadap

proses ilrrlam tahapan penunjukan langsung.

Pasal 1l I

Tahapan 1lL'rrtrnjukkan langsung dan proses dalarn tahapan

penunjukkrrn Iangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

110 ayat (2) tlan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap

penunjukkirrr langsung pada KSP atas barang milik daerah

yang bersrlriL khusus sebagaimana dimaksud dal:rm Pasal 87

ayat (2).

Bagian Kelima

Seu'a

Paragral Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 112

(1) Penycrr rran barang milik daerah dilakukan dengan

tujua n :

a. m( rr!i)ptimalkan pcndar rlgunaan barang milik daerah

)'anq belum/ tidak dilakukan penggunaan dalam

pclirksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

perrrcrintahan daerah ;

b. mt'rrperoleh fasilitas vang diperlukan dalam rangka



-72 -

menLlnjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;

dan / atau

c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak

lain secara tidak sah.

(2\ Penyeu'azrn barang milik daerah dilakukan sepanjang

tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelcnggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 113

(1) Barang miiik daerah yang dapat disewa berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan

oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih

digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(21 Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang

setelah rnendapat persetujuan Bupati.

(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari

Pengeloln Barang.

(4) Pihak Lrin yang dapat menyewa barang milik daerah,

meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Su,astir; dan

d. Badan hukum lainnya.

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

antara lain:

a. perorangan;

b. persckutuan perdata;

c. persckutuan firma;

d. persekutuan komanditer;

e. perseroan terbatas;
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f. lembaga/ organisasi internasional/ asing;

g. ya\ iisiln; atau

h. kol.rt rl r si.

Paragraf Kedua

Jangka Waktu Sewa

Pasal I 14

( t ) Jangki L ri aktu sew,a barang milik daerah paling lama 5

(lima) tiihun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat

diperpir rrj ang.

(2\ Jangkrr rvaktu sewa barang milik daerah sebagaimana

dimaksLrcl pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun

dan diil>rit diperpanjang untuk:

a. kerjir sama infrastruktur;

b. kegrirtan dengan karakteristik usaha yang

mt rrrt'rlukan u'aktu scu tr lebih dari 5 (lima) tahun;

atll I t

c. ditcrrtukan Iain dalam Undang-Undang.

(3) JangkiL uaktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan

dengarr karrakteristik usaha .yang memerlukan lebih dari

5 (limir) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurul l., clilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian

atas St'utr yang dilakukan olch pihak yang berkompeten.

(4) Jangka r,r'aktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ilihitung berdasarkan periodesitas Seu,a yang

dikelorrrpokkan sebagai berikut:

a. per tiihun;

b. per l-rlrlan;

c. per lrlr ri; dan

d. per'.liLIl1.

(5) Jangki t ri aktu seu'a barang milik daerah dalam rangka

kerja srirna infrastruktur scbagaimana dimaksud pada

ayat \2) huruf a paling lama l0 (sepuluh) tahun dan

dapat rliperpanjang 1 (satu) kali.
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Pasal 115

Lingkup l)('rlranlaatan barang milik daerah dalam rangka

kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa

mempedomilni ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Formula Tarif/ Besaran Sewa

Pasal 116

(1) Formulri tarif/ besaran sewa barang milik daerah

d ite t i r1 ',i. ,n oleh Bupat i:

a. untLrli barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bnngunan; dan

b. unt r-rk barang milik daerah berupa selain tanah

da n ,/ iltau bangunan dengan berpedoman pada

kt'lri.ltrkan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Besariirr seu'a, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah

yang ditcr-rtukan.

(3) Besar:rrr sew'a atas barang milik daerah untuk KSPI

sebagiinrana dimaksud dalam Pasal L14 ayat (2) huruf a

atau Lrntuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang

memer'lukan waktu se\va lebih dari 5 (lima) tahun

sebagi\ilnana dimaksud dalam Pasal l14 ayal (2) huruf b

dapat rnempertimbangkan nilai keekonomian dari

masing masing jenis infrastruktur.

(4\ Mempcrtimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan

mempertimbangkan da]'a beli/kemampuan membayar

(abihty to pag) masl'arakat dan/atau kemauan membayar

(u.tillingr rcss lo pag) masyararkat.

Pasal 117

Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil

perkalian rir,r-i:

a. tarif pokok sewa; dan

b. faktor pt r rr -suai sewa.
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Pasal 1 18

(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

117 IrLrlLrl a adalah hasil perkalian antara nilai indeks

barang, milik daerah dengan luas tanah dan/atau
bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan

(21 Tarif pol<ok seu,a sebagaimana dimaksud pacla ayat (1),

dibecl:rl<irn untuk:

a. bar., ,g milik diicrah bentlrir tanah,

b. bali, rrq milk daerah bcrup:r bangunan;

c. bzrr';,rrg milik daerah l;crupa sebagian tanah dan

bir nqirnan; dan

d. bzrr-r,riq milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Taril 1,,,iiok seu'ar brtrang rnilik daerah bcniper tanah

dan/lrrrrLr bangunan sebarqaimana dimaksud pada ayat

(2) hlrr L rt a, huruf b clan hr-rrul c dapat termasuk lirrmula

seu,a birr;rng milik daerah berupa prasarana bangunan.

(4) Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh

Bupatr.

Pasal 119

( 1) Tarif pokok seu,a untuk barang milik daerah berupa

tanal'i scbagaimana dimakstrd dalam Pasal 1 18 ayat (2)

hurul' ir rnerupakan hasil perkalian dari:

a. faktor variabel sewa tanah;

b. luas tanah (Lt); dan

c. nilri tanah (Nt).

(2) Faktoi .rriabel scu':r triilali slbagaimana dimaksurcl pada

ayat i I , lirrruf a be sarannlir ditctapkan oleh Rupati,

(3) Luas tirnah sebagaimana dimaksud pada a)':tl (1) huruf b

dihitung berdasarkan gambar situasi/ peta tanah atau

sertifikiLt tanah.

(41 Nilai tirnrrh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupirkan nilai r.l,aj ar atas tanah.
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Pasal 120

(1) Luas trrnirh sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 19 ayat

(3) dilrr ,,rrg dalam mctcr pt'r:egi.

(21 Dalan'r lrirl tanah yang diseriakan hanya sebagian tanah,

maka lrrirs tanah sebagaimana dimaksud dal:rm Pasal

119 urat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang

diseu irlirrn.

(3) Dalanr lriil pemanfaatan bagian tanah yang disewakan

memrlil<i dampak terhadap bagian tanah yang lainnya,

maka lrras tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

119 ar Lit (3) dapat ditambahkan jumlah tertcntu yang

diyakilr tcrkena dampak pcmanfaatan tersebuL.

(41 Nilai tirnrrh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 19 ayat

(4) dihitLrng dalam rupiah pcr meter persegi.

Pasal 121

( 1) Tarif 1-i,rkok sewa untuk barang milik dacrah berupa

bangurrirn sebagaimana din-raksud dalam Pasal 118 ayat

(2) hurr-il' b merupakan hasil perkalian dari:

a. faktor variabel se\\,a bangLlnan;

b. luas lrirngunan (1b); dan

c. nilai lrangunan.

(2) Dalam hal se\\ra bangunan termasuk prasarana

bangunirr.r, maka tarif pokok sewa bangunan

ditamllrrlrkan tarif pokok s( \\'a prasarana bangrrnan.

Pasal 122

(1) Faktor r rrriabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud

dalam l'asal 121 ayat (1) hurula ditetapkan oleh Bupati.

(21 Luas brrngunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 I

ayat (11 lrurul b merupakar-r Iuas lantai bangunan sesuai

gambu r tlalam meter persegi.

(3) Nilai biurgunan sebagaimana dimaksud dalani Pasal 121

ayat (1) l'rurul c merupakan nilai wajar atas bangunan.

Patsa I I -2.:l

(1) Dalani irirl bangunan yang disewakan han)a sebagian
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dari l>rLngunan, maka luas bangunan sebagaimana

dimaksrrcl dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b adalah

sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang

di sewa ka n -

(2) Dalam ha1 pemanfaatan bagian bangunan yang

diseu,:rl<:rr-r memiliki dampak terhadap bagian bangunan

yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 721 ayat (1) huruf b dapat

ditamb:Lhkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang

diyakini tcrkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

(3) Nilai birngunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 124

( 1) Tarif pokok serva untuk barang milik daerah berupa

sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 18 ayat (2) huruf c merupakan hasil

penjumlahan dari:

a. taril- pokok sewa tanah; dan

b. taril pokok sewa bangunan.

(2) Penghitrlngan tarif pokok sewa tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berlaku mutatis

mutanclis ketentuan dalam Pasai 1 19 dan Pasal 120.

(3) Penghil r-rngan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana

dimaksrrd pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis

mutandis ketentuan dalam Pasal 121, Pasal \22 darr

Pasal 123.

Pasal 125

(1) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2l ayat (2\

merupakan hasil perkalian dari:

a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan

b. nileri prasarana bangunan (Hp).

(2\ Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar
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dengan thktor variabel sewa bangunan.

(3) Nilai prasarana bi.rngunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana

bangun an.

(4) Nilai prnsarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 126

(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal I 17 huruf b meliputi:

a. jenis kegiatan usaha penyewa;

b. bentuk kelembagaan penyewa; dan

c. periodesitas sewa.

(2\ Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung dalam persentase.

(3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Keempat

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 127

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 126 a]'at (1) huruf a dikelompokkan atas:

a. kegiatan bisnis;

b. kegiatarr non bisnis; dan

c. kegiatan sosial.

Pasal 128

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal i27 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang

berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:

a. perdagangan;

b. jasa; dan

c. industri.

(2\ Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan

yang menarik imbaian atas barang atau jasa yang
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diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:

a. pel:rlanan kepentingan umum yang memungut biaya

dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi

kclrrrtungan, baik materil maupun immateril;

b. penr clcnggaraan pendidikan nasional;

c. upri\ it pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas

yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan

fungsi Pengguna Barang; dan

d. kegirrttrn lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

(3) Kelon'rpok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang

tidak r-nenarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan

dan/trtiir.r tidak berorientasi mencari keuntungan, antara

lain:

a. pelalallan kepentingan umum yang tidak memungut

biar':.r dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

b. kegiatan sosial;

c. kegirtan keagamaan;

d. kt'g,i,, r.tn kemanusiaan:

e. kegrrrtan penunjang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan; dan

f. kegiiittrn lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf Kelima

Perjanjian Ser,"'a

Pasal 129

(1) Penyerviran barang milik daerah dituangkan dalam

perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyeu'a dan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pcngclola Barang; dan

b. Pengclola Barang, untuk barang milik daerah yang

be racla pada Pengguna Barang.

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling scdikit memuat:



-lJo-

a. dasrrr perjanjian;

b. pare pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran se\va, dan

jangka waktu;

d. besalan dan jangka waktu sewa, termasuk

periodesitas sewa;

e. tanggLlng jawab penyew,a atas biaya operasional dan

pcmi:liharaan selama jangka waktu sewa;

f. penrrrLukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan

usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;

g. hak clan kewajiban para pihak; dan

h. hal lain yang dianggap pcrlu.

(3) Penall(lri Ltrnganan perjanj ian sewa se bagaimana

dimaksrrcl pada ayat ( 1) dilakukan di kertas bermaterai

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan

perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Paragraf Kccnam

Pembayaran Ser,l a

Pasal 130

( 1) Hasil s. rla barang milik daerah merupakan pcnerimaan

daerah rlan seluruhnya u'ajib disetorkan ke rekening Kas

Umum Daerah.

(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara

tunai paling lambat 2 (dua) hari kerjer sebelum

ditanclrrtanganinya perjanlian sewa barang milik daerah.

(3) Pemba,rr aran uang se\\,a sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran

secara tunai kepada bendahara penerimaan atau

menvetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pembtl aran uang se\\'a scbagaimana dimaksud pada

ayat (2). dan ayat (3) dibuktikan dengan menverahkan

bukti sctor sebagai salah satu dokumen pada lampiran

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian

se\\'21
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Pasal 131

( 1) DikecurLlikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam I'iisal 130 ayat (2), pe nyetoran uang se wa barang

milik tlirerah untuk KSPI dapat dilakukrin secara

bertahirp dengan persetujuan Pengelola Barang.

(21 Perset r-q r,ran Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

pada a1 :it (1) wajib dilaporkar-r kepada Bupati.

(3) Pen,\'et'rrirn uang se\\'a sct'ara bertahap sebagaimana

dimaksird pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian

Sewa.

(4) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara

bertahirp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengar r rnemperhitungkan nilai sekarang dari setiap

tahap l)cmbayaran berdasarkan besaran se\\'a barang

milik rlaerah hasil perhitungan sesuai ketentuan

sebagairr.rana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan

Pasal l2tr.

(5) Perhitrrrrg:rn sebagaimana climaksud pada a] at (4) dapat

memintr masukan dari Penilai.

(6) Penyetor':rn uang sewa barang milik daerah secara

bertahrrp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

sepanjirng penyewa tidak memiliki kemampuan yang

cukup rlari aspek finansial untuk membavar secara

sekaligrrs dibuktikan dengan surat pernyataan.

(7) Surat pc'rnyataan sebagaimana dimaksud pada avat (6)

ditancli r tangani oleh pen]'c\\'.r yang sekurang kurangnya

memulit keterangan mengcnui ketidakmampuan tersebut

dan pc|nvataan tanggung jau'ab untuk membatar lunas

secartr bertahap.

Paragraf Ketujuh

I'crpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 132

(1) Jangkir u,aktu sewa barrang milik daer:rh dapat

diperp,,,,jrrng dengan perset ujuan:
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a. BlrpiLti, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang; dan

b. Pengclola Barang, untuk barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang.

(2) Penyeu i,r dapat mengajukan permohonan perpanjangan

jangk:r l :lktu seu,a kepada:

a. Buplti, untuk barang milik daerah pada Pengelola

BariLr-ig; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada

Penqguna Barang.

(3) Peng:rj rran permohonan pe rpanjangan jangka u'aktu sewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

keten l ua n:

a. untlrk jangka waktu ser.r'a lebih dari 1 (sarul tahun,

pernrohonan perpanjangan harus disamparkan paling

larrrbat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka

u,al<tu seu,a;

b. unturk jangka u,aktu serva per tahun, permohonan

harris disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebr'lum berakhirnya jangka w,aktu sew,a;

c. unrllk jangka \vaktu sc\\'a per bulan, permohonan

harurs disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari

sebclum berakhirnya jangka waktu sewa;

d. untr,ri< periodesitas sc\\'a per hari atau per jam,

perrnohonan harus disampaikan sebelum

beliikhirnya jangka waktu sewa.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada a),at (3) huruf

a dan huruf b diajukan de ngan melengkapi ptrrs-\'aratan

sebag:Liirrana permohonan scu,a pertama kali.

(5) Tata crLrr pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu

sewa se bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana

pengajrrar-r usulan sewa baru.

(6) PeneLaprLr-r jangka u'aktu dan perparrjangannya

sebagar rnana dimaksud dalam Pasal 1 l zl ayat (5)

dilakukan dengan mempertimbangkan :
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a. kaririiLeristik jenis infrastruktur;

b. kebr.rtuhan penyediaan infrastruktur;

c. ketentuan untuk masing masing jenis infrastruktur
dalrun peraturan perundang-undangan; dan

d. pert rrnbangan lain dari Bupati.

Paragraf Kedelapan

Pengakhiran Ser,,,a

Pasal 133

Sewa berak Ir ir apabila:

a. Berakhir-nya jangka waktu scwa;

b. Berlakr-rn-\'a syarat batal sesuai perjanjian yang

ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa

oleh BLipati atau Pengelola Barang;

c. Bup:rti trtau Pengelola Barang mencabut pcrsetujuan

sewa dalam rangka penga\\iasan dan pengendalian; dan

d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 3.{

(1) Penycu rr wajib menyerahkan barang milik daerah pada

saat bcrakhirnya se''."'a dalam keadaan baik dan layak

digunakan secara optimal sesuai fungsi dan

perunt rrkannya.

(2) Penl'clrLlran barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada irlat ( 1) dituangkan dalam Berita Ac:rra Serah

Terima (BAST).

(3) Pengeloia Barang/ Pengguna Barang harus melakukan

pengecckan barang milik daerah yang disewakan

sebelLlnr ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima

(BAST) eirna memastikan kelayakan kondisi barang milik

daerah bcrsangkutan.

(4) Penanclatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagairnana dimaksud padn ayat (3) dilakukan setelah

semu:r l<crvajiban penyevl'a dipenuhi.



-8.+-

Paragraf Kesembilan

Tata Car:r Pelaksanaan Seu,a Oleh Pengelola Barang

Pasal 135

(1) Calon i'jr'nye\va mengajukan surat permohonan disertai

dengan clokumen pendukung.

(21 Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memuat:

a. datrL i:trlon penyewa;

b. latar- belakang permohonan;

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa;

dan

d. peruntukan Seu,a.

(3) Dokurn.'rr pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercllri dari:

a. Pern-\ ataan/ persetujuan dari pemilikT pengurus,

peru akilan pemilik/ pengurus, atau kuasa

penrilik/ pengurus dalam hal calon penyewa

bcrLcr-r[uk hukum/badan usaha;

b. Pern)ataan kesediaan dari calon penyewa untuk
menjr,rga dan memelihara barang milik daerah serta

mer-rgikuti ketentuan r ang berlaku selama jangka

u'akt Ll seu'a; dan

c. data barang milik daerah yang diajukan untuk

dilakukan sewa.

Pasal 136

(1) Data r.irlor-r penyew,a sebag:rimana dimaksud dalam Pasal

135 af a t (2) hurul a terdiri dari:

a. fotokopi KTP;

b. Fotokopi NPWP;

c. fotokopi SIUP; dan

d. data lainnya.

(2) Dalam hal calon penyeu'a adalah perorangan, data calon

penye\\ i1 hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP

sebagairnana dimaksud pacla ayat (1) huruf a.

(3) Data barr,ing milik daerah se bagaimana dimaksud dalam
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Pasal 1:15 ayat (3) huruf c tercliri dari:

a. foto iitau gambar barang n-rilik daerah, berupa:

1. girmbar lokasi dan/atau sile plan tar,ah dan/atau
lr:rngunan yang akan disewa; dan

2. lbto bangunan dan bagian bangunan yang akan

clisewa.

b. alanrirt objek yang akan disewakan; dan/atau

c. pcr'I.,ir-iran luas tanah cL,rn/atau bangunan 1'ang akan

discir ukan.

Pasal 137

(1) Pengekrkr Barang melakukan penelitian terhadap surat

permolrorran dan dokumen pendukung sebagaimana

dimaksLrcl dalam Pasal 135 untuk menguji atas

kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon

penye\\ ir.

(21 Dalanr nrelakukan penelitiarn terhadap barang vang akan

diseu ir st'bagaimana dimaksud dalam Pasal 135 avat (3)

hurul' r'. Pengelola Barang dapat meminta keterangan

kepadir Pengguna Barang yang menyerahkan barang

milik clacrah berupa tanah dan/atau bangunan yang

diajukrur untuk disewakan.

(3) Pengrl,.,lri Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau

Penilai Pr-rblik untuk melakukan penilaian objek sewa

guna rremperoleh nilai u'ajar barang milik daerah

berupa ranah dan/atau bangunan yang akan diseuakan.

(4) PeniliLi 1>ublik sebagaimana dimaksud pada a1'at (3)

diteti,lrli, 
' 

r r c,leh Bu pa ti.

(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana

dimaksurcl pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok

seu,a s,.'bagaimana dimaksud dalam Pasal I 18 adalah

perhitrrrrqan besaran Seu a.

(6) Hasil 1rt'rrilaian sebagaimarra dimaksud pada a]'at (5)

digunzrk:rn oleh Pengelola Barang dalam melakukan

kajian kelayakan penye\\'aan sebagaimana dimaksud

pada illirt (1) dan perhitungan besaran sewa.

(7) Selurr.rlr biaya yang timbul dalam rangka penilaian
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dibebirrr k:rn pada APBD.

(8) Dalanr Ir:rl terdapat usulan sewa dari bebcrapa calon

penye\\ ir dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang

menentr,rkan penyewa dengan didasarkan pada

pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan

barans rnilik daerah serta usulan sewa vang paling

mengurr r t ungkan pemerintah daerah.

(9) Berdasirrkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada irvat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan

permohonan sewa barang milik daerah kepacla Bupati

unt u k rrr,'nda pa t perset uj ultrr.

Pasal 138

(1) Bupati rnemberikan persetujuan atas permohonan Sewa

yang cliajukan dengan mempertimbangkan hasil

peneliLirirr dan kajian kelal akan penyewaan scbagaimana

dimaksr-rcl dalam Pasal 137 ayat (9).

(21 Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut,

Bupari menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang

mengqLrkan permintaan scu a dengan disertai alasan.

(3) Apabilir l3upati menyetujui permohonan tersebut, Bupati

menerbjtkan surat persetujuan penyewaan barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

(41 Surat l)ersetujuan penve\uaan barang milik daerah

berupir tanah dan/atalr bangunan st'bagaimana

dimaksLrtl pada ayat (3) sekurang-kurangnya mcmuat:

a. data barang milik daerah .yang akan disewakan;

b. data penyewa;

c. datrr scwa, antara lain:

1. lrL'saran tarif seu'a; clan

2. lirngka waktu.

(5) Besarair sewa yang dicantumkan dalam surat

persetr-i jr,ran sewa barang milik daerah berupa tanah

dan/atrrtr bangunan merupakan nilai hasil perhitungan

berdasr u-kan formula tarif st'u'a.
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(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh

calon pcnyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari

hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa,

besaran sewa yang dicantumkan dalam surat

persetr,q rran seu'a adalah sebesar usulan besaran sewa

dari cti i,)n penye\\,a.

Paragraf Kesepuluh

Tata Cara Pelaksanaan Seu'a Oleh Pengguna Barang

Pasal 139

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka

pemanfaatan sewa untuk mempersiapkan usulan se\ ,a.

Pasal 140

( 1) Pengaj iL;Ln permohonan se\r:a oleh calon penye\va

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136

berlakr-r mutatis mutandis terhadap pengajuan

permol'itinan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna

Baranil.

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan

penye\\'aan permohonan sewa oleh calon penyewa

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Penggunu Barang melakr:kan penilaian terhaCap barang

milik cllrcrah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan

atau sclain tanah dan/atau bangunan )ang akan

disewakan.

(41 Penilaiar-r sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

oleh:

a. Penrliri Pemerintah atau Penilai Publik yang diterapkan

oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah

dan / ertau bangunan.
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b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat

melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Bupati,

untuk barang milik daerah berupa selain tanah

dan / atau bangunan.

(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan

sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang

untuk r-nendapat persetujuan.

Pasal 141

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud daiam

Pasal lr0 ayat (5) disertai:

a. dat:r barang milik daerah yang diusulkan;

b. usulan jangka waktu sewa;

c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi l.arif I
besaran sewa;

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan

e. surat pernyataan dari calon penyewa.

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna

Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa,

maka usr:lan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu

disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e.

Pasal 142

(1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal l4l ayat (1) huruf d, menyatakan

bahwa:

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak

sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi OPD/unit kerja; dan

b. pen-l eu,aan barang milik daerah tidak akan

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/unit

keria.
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(2\ Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 747 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa

calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara

barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang

berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 143

(1) Pengeloler Barang melakukan penelitian atas kelayakan

penye\\'aan yang diusulkan Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14O ayat (5).

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada avat ( 1), Pengelola Barang dapat meminta

keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan

sewa.

(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Peniiai untuk
melakul<an penilaian guna menghitung nilai wajar atas

nilai scu'a pasar apabila Pengelola Barang memiliki

keyakinan yang memadai bahwa:

a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak

mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau

b. estinrasi perhitungan tarif dasar sewa dengan

menggunakan formula sewa dianggap sangat jauh

berbcda dengan kondisi pasar.

(4) Hasil penilaian berupa nilai waj ar atas nilai sewa pasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan

sebagr,ri tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118 dalam penghitungan besaran sewa.

(5) Daiam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan

barang milik daerah berupa selain tanah dan/ atau

bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas

besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

(6) Pelaksarnaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hasil pcnilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dipergi,r nakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan
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kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud

pada alat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(8) Selurul'r biaya yang timbul dalam rangka Penilaian

dibebankan pada APBD.

Pasal 144

(1) Pengekrlir Barang memberikan surat persetujuan atas

permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14O ayat (5), dengan

mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan kaj ian kelayakan

penye\\'aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat

(7).

(21 Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud

pada a1'at ( 1) Pengelola Barang mengajukan penetapan

formulasi/ besaran sewa kepada Bupati dengan

melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan

penye\\:aan.

Pasal 145

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan

sewa ]'ang diajukan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5), Pengelola Barang

memberitahukan kepada pihak yang mengajukan

permintaan sewa dengan disertai alasan.

(21 Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa

yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal l4O ayat (5), Pengelola Barang

menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik

daerah.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang akan disewakan;

b. data penyewa;

c. data seu,a, antara lain:

1. besaran tarif sewa; dan
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2. jarr-rgka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna

Barang tidak disertai data calon penyewa, maka

persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon penyewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat

persetujuan sewa barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan

berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon

penye\\'tr dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari

hasil pcrhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

maka besaran sewa yang dicantumkan dalam surat

persetuj uan sewa untuk barang milik daerah berupa

sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar

usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/atau

Pengguna Barang.

(71 Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat

persetujuan sewa barang milik daerah berupa selain

tanah d:rr-r/atau bangunan berdasarkan nilai sewa.

Pasal 146

(1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan

persetu-1nan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

dalam l)nsal 145 ayat (2) paling lambat I (satu) bulan

sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola

Barang.

(21 Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna

Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana

dimaksLrd dalam Pasal 145 ayat (4), Pengguna Barang

mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan

sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon

penye \\'i I.

(3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon

penye\\,ri dalam waktu yang bersamaan, Pengguna
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Barang menenlukan penyewa dengan

mempt rLrmbangkan aspck pengamanan dan

pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan

usulan scwa yang dianggap paling menguntungkan.

Paragraf Kcsc bclas

Pemeliharaan Sewa

Pasal 147

( 1) Penye u rr wajib melakukan pemeliharaan atas barang

milik t l,,, rzrh yang disena.

(2) Selurlrlr biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud

pada a\ rLt (1) termasuk biava yang timbul dari pemakaian

dan pt'rnanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung

ja'*,ab st'1>enuhnya dari penvc\\/a.

(3) Pemelilrirraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditujr:l<irn untuk menjaga kondisi dan memperbaiki

barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdava guna dan berhasil guna.

(41 Perbarl<iur barang milik dacrah sebagaimana dimaksud

pada ir\ rit (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling

lambat p:rda saat berakhirnva jangka waktu se\\'a.

(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat

keadirrrrr kahar lforce majeLtr), perbaikan dapat dilakukan

berdasiLlkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/

Penggtrrra Barang dan Penvcu'a.

Paragraf Keduabelas

Pt r-r-Lbahan Bentuk Barang Milik Daerah

(1) Perubahan bentuk

dengarrpcrsetujuan

Pasal 148

barang milik daerah dilakukan
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a. Bup.iti, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang; dan

b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang

berzrda pada Pengguna Barang.

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana

dinaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah

konstruksi dasar bangunan.

(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah

sebaga i mana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan

adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi

barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara

Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka

waktu scu.a.

Paragraf Ketigabelas

Ganti Rugi

Pasal 149

Dalam herl barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan vang disewakan hilang selama jangka waktu sewa,

penyewa r.i':rjib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan

peraturan pcrundang-undangan.

Paragraf Keempatbelas

Denda Sanksi

Pasal 150

Penyewa dikcnakan sanksi administratif berupa surat teguran

apabila:

a. penye\\'a belum menyerahkan barang milik daerah yang

disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 ayat

(4) belr-rrn dilakukan atau diperkirakan belum selesai

menjelar-rg berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau

c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149

belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum

berakhirnya jangka waktu sewa.
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Pasal 151

(1) Dalam hal penyerahan, pcrbaikan, dan atau pcnggantian

barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu)

bulan scjak diterbitkannl'a surat teguran sebagaimana

dimaksLrrl dalam Pasal 150, penyewa dikenakan sanksi

administratif berupa surat peringatan.

(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian

barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan)

sejak rlrterbitkannya surat peringatan sebagaimana

dimaksLrrl pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi

administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pin jam Pakai

Paragral Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 152

(1) Pinjam pakai dilaksanakan clengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau

tidak dilakukan penggunaan untuk penl'e Ienggaraan

tug:rs dan fungsi Pengguna Barang; dan

b. menrLnjang pelaksanaan peny elenggaraan

pcmcrintahan daerah.

(2) Peminj:un pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan

atas objck pinjam pakai.

Paragral' Ked ua

Pihak Pelaksana Prnjam Pakai

Pasal 153

(1) Pinjarn pakai barang milik claerah dilaksanakan antara

pemerjntilh pusat dan pemerintah daerah atau antar

pemerintrrh daerah dalam rangka penyclenggaraan

pemerir r t irhan.

(2\ Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan
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oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang

bertrda pada Pengelola Barang; dan

b. Penggr-rna Barang, untr-rk barang milik daerah yang

bcliLrla pada Pengguna Barang.

(3) Pelaksanaan Pinjam Pakni oleh Pengelola Barang/

Penggunar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanarkan setelah menclapatkan persetujuan Bupati.

Paragraf Iictiga

Objek Pinjam Pakai

Pasal 154

(1) Objek pinjam pakai melipurti barang milik daerah berupa

tanah Llrrn/atau bangunan dan selain tanah dan/atau

bangunan yang berada pada Pengelola Barangl

Pengguna Barang.

(21 Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah

dan/atiru bangunan sebagarimana dimaksud pada ayat

(1), rlrLpat dilakukan untuk sebagian atau

keselur-r.r I-rannya.

Paragraf Keempat

Jangka Waktu Prnjam Pakai

Pasal 155

(1) Jangka ri aktu pinjam pak:ri barang milik daerah paling

lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Perpanjirngan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakr-rkrrn dengan pertimb:rngan sebagaimana dimaksud

dalam t'asal 152 ayat ( 1).

(3) Apabiltr jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang,

permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai

disampaikan kepada Penge lola Barang/Pengguna Barang

paling lrrmbat 2 (dua) trulan sebelum jangka waktu

pinjanr pakai berakhir.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu

pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/
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Penggun:r Barang meleu'ati batas waktu sebagarmana

dimaksr-rd pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan

dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai

baru.

Paragraf Ke Iima

Pt'rubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 15(r

(1) Selamir ;angka waktu pinlam pakai, peminjam pakai

dapat rnengubah bentuk barang milik daerah, sepanjang

tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau
penurllnan nilai barang milik daerah.

(21 Perubrilian bentuk barang milik daerah scbagaimana

dimaksucl pada ayat (1):

a. tanpir disertai dengan perubahan bentuk dan/atau

konstruksi dasar barang milik daerah; atau

b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau

konstrr-rksi dasar barang milik daerah.

(3) Usularr perubahan bentuk barang milik daerah

sebagerimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan

mengaj Lrkan permohonan perubahan bentuk oleh

peminjiLm pakai kepada:

a. BupiLti, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pe ngclola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang

berirda pada Pengguna Barang.

(4) Perubiriran bentuk barang milik daerah sebagaimana

dimaks:rd pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah

mendar l)iit persetujuan Bupat i.

Paragraf Keenam

Perjanjian Pir-rjnrn Pakai

Pasal 157

(1) Pelaks:rnaan Pinjam Pakai clituangkan dalam pcrjanjian

serta ditandatangani oleh:

a. Peminjam pakai dan t3upati, untuk bzrrang milik
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daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang

milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(21 Perjanl irrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit rnemuat:

a. para pihak yang terikat clalam perjanjian;

b. dasar perjanjian;

c. idenritas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

d. jenis. luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan

jangka waktu;

e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan

penre liharaan selama jangka r,r,aktu peminjaman;

f. hak tliin keu,ajiban parir pihak; dan

g. pers\ rrratan lain yang dianggap perlu.

(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada

Penggu na Barang.

Paragral' Kt t uj uh
'l'ata Cara Pelaksaneran Pinjam Pakai

Barrrr-rg Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 158

(1) Calon lr.. minjam pakai mcr-rgajukan permohonan pinjam

pakai kr'pada Pengelola Barang.

(2\ Pengelol..r Barang melakukan penelitian atas permohonan

pinjam 1;akai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PeneliLrrrri atas permohonirn pinjam pakai sebagaimana

dimaksLrci pada ayat (2) meliputi:

a. kep:rstian belum digunakan atau tid.rk adanya

penggunaan barang milik daerah;

b. tujr-rrLn penggunaan objt'k pinjam pakai; dan

c. jang)iir u'aktu pinjam pakari.

(41 Hasil l)t nelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupirkan dasar pertimbangan Bupati dalam

memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan

pinjam p.rkai.



_98_

Pasal 159

(1) Berdasirrkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 158 ayat (3), t']engelola Barang mengajukan

permc>ht.rrran persetujuan pinjam pakai kepada Bupati.

(21 Permolronan persetujuan pinjam pakai paling sedikit

memuilt:

a. perlirnbangan yang mCndasari permohonarn pinjam

p:rkr r i;

b. iden t rtas peminjam pakai;

c. tujurrrr penggunaan objek pinjam pakai;

d. rinciiin data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan

e. jangka waktu pinjam pak:ri.

(3) Apabilir objek pinjam ptrkai berupa tanah dan/atau

bangunirn atau sebagian tanah dan/atau bangunan,

rincian clata objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud

pada ii\ at (2) huruf d, termasuk luas dan krkasi tanah

dan/atrtr bangunan.

(4) ApabilLL objek pinjam 1;:rkai berupa sclain tanah

dan/atrrr,r bangunan, rincian data objek pin-jam pakai

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk

nama clirr-r jumlah barang n'ulik daerah.

Pasal 160

(1) Pemberran persetujuan / pcnolakan oleh tsupatiatas

permohonan pinjam pakai dilakukan dengan

mempcrt imbangkan:

a. bariurg milik daerah \ elng dimohon dalerm kondisi

belr.rrn atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan

fungsi Pengelola Barang; dan

b. barang milik daerah 1-ang dimohon akan digunakan

untuli menunjang pt'laksanaan penvclenggaraan

pcrrrt'rintah pusat/ pemcrintahan daerah lainnya.
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(2\ Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai,

Bupati menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.

(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), paling sedikit memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. keu'a.jiban peminjam pakai.

(4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam

pakai, Bupati menerbitkan surat penolakan pinjam pakai

kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

Pasal 161

(1) Pelaks:rnaan pinjam pakai barang milik daerah

dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang

ditandatangani oleh Bupati dan Peminjam pakai.

(21 Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai

dari Pcngelola Barang kepada peminjam pakai yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 162

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai

wajib mcmelihara dan mengamankan objek pinjam pakai

dengan biaya yang dibebankan pada Peminjam pakai.

(21 Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam

pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang

akan nrcngakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.

(3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang. peminjam

pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka

waktu pinjam pakai kepada Pengelola Barang.

(41 Pengekrla Barang menyampaikan pengajuan

permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai

kepada Bupati.

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan

pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)



- 100 -

dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari

Bupati;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek

pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/
pemerintahan daerah lainnya; dan

c. sur.rt pernyataan dari Pengelola Barang bahwa

pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Pasal 163

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam

pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam

pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.

(2\ Peminjnn-r pakai dalam mengakhiri pinjam pakai

sebagain'rana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima

(BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Bupati.

Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 164

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam

pakai kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguntr Barang mengajukan permohonan persetujuan

pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan

permohonan dari calon peminjam pakai dengan

melampirkan:

a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam

pal<ri;
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b. surart pernyataan dari Pengguna Barang bahu'a

pelzrksanaan pinjam pakai tidak mengganggu

pei:iksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pcn )( rintahan daerah; cian

c. dala objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas

bariuig, untuk barang rnilik daerah yang memiliki

kart u identitas barang.

(3) Permolronan persetujuan prnjam pakai dari Pengguna

Barang sckurang-kurangr'rytr memuat:

a. pertirnbangan yang mendasari permohonan pinjam

paku i;

b. identitas peminjam pakai;

c. tujlrrLrr penggunaan objek pinjam pakai;

d. rint iirrr data objek pinjtrm pakai yang dibutuhkan,

terrrrLsuk luas dan loka,rsi tanah dan/atau bangunan;

da tt

e. jangkir u,aktu pinjam pakai.

Pasal 165

(1) Pengekria Barang mclakukan penelitian atas

permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna

Barang, se bagaimana dimaksud dalam Pasal I tr'l avat (2).

(2) Penelitirrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kepirstian belum digunakan atau tidak adanl'a

pcnggunaan barang milrk daerah;

b. tujuirrr penggunaan objcl< pinjam pakai; dan

c. jangliir u,aktu pinjam palkari.

(3) Hasil lrt nelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampriikan Bupati sebagai dasar pertimbangan

perset r-r_luan / penolakan permohonan persetujttan pinjam

pakai i,lt'1r Bupati.

Pasal 166

(1) Pemberian persetujuan / pcnolakan oleh Bupati atas

permolronan pinjam piLkai dilakukan dengan

memp, rtintbangkan:
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a. barerrlg milik daerah yang dimohon dalam kondisi

belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi

pemerintah daerah;

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan

untuk menunjang pelaksanaan penyeienggaraan

pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan

c. jangka waktu pinjam pakai paiing lama 5 (lima) tahun

sej ak ditandatanganinya perj anjian pinj am pakai.

(2\ Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 764 ayat (2), Bupati

menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai yang

sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data barang milik daerah objek pinjam pakai;

c. jangka waktu pinjam pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam

pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (21,

Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan

kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

Pasal 167

( 1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang dituangkan dalam

perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan

peminjam pakai.

(21 Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam

pakai ilari Pengguna Barang kepada peminjam pakai

yang clituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

(BAST).

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai

wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai

sebagainrana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya yang

dibebankan pada peminjam pakai.

(41 Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam

pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang
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akan n'rengakhiri atau mempcrpanjang pinjam pakai.

(5) Dalanr h:,rl pinjam pakai akan diperpanjang. peminjam

pakar nrengajukan permolronan perpanjangan jangka

waktu i;injam pakai kepada Pengguna Barang.

(6) Penggr,rna Barang menyampaikan pengajuan

permol.ionan persetujuan perpanjangan pir-rjam pakai

kepadrr tsupati melalui Pengclola Barang.

(7) Pengaj r.rtin permohonan persetujuan pcrpanjangan

pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnva dari

Br-rprLti;

b. suriri pernyataan dari pcminjam pakai bahr,,.a objek

pinjrrrn pakai masih clrgunakan untuk rncnunjang

peliLksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/

pcnrerintahan daerah larnnya; dan

c. suriLi pernyataan dan Pengguna Barang bahu'a

peliLksanaan pinjam pakai tidak mengganggu

peliLksanaan tugas dan fungsi penl,elenggaraan

penicrintahan daerah, dalam hal pinjam pakai

dila ksanakan oleh Penggr-rna Barang.

Pasal 168

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam

pakai scbelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam

pakai lrrrrus memberitahukan kepada Pengguna Barang.

(21 Peminjitrn pakai dalam mengakhiri pinjam pakai

sebag.lrrnana dimaksud pader ayat (1) dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Penggr.ura Barang melaporkan Berita Acara Scrah Terima

(BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat {2) kepada

Bupati rne lalui Pengelola Barang.
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Bagian Kctujuh

KSP

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 169

KSP barang rnilik daerah dengan pihak lain dilaksanakan

dalam rangk:r:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik

daerah: clan/ atau

b. meningkatkan penerimaan pcndapatandaerah.

Pasal 170

(1) KSP atas barang milik dacrah dilaksanakan apabila tidak

tersedia atau tidak cukup tersedia dana clalam APBD

untuk rucmenuhi bia-r'a operasional, penrcliharaan,

dan/ rrtri Lr perbaikan yang diperlukan terhaclarp barang

milik clacrah yang diker..la samakan.

(2) Mitra IiSP ditetapkan melalui tender, kec'uali untuk

barang rnilik daerah ] ang bersifat khusus dapat

dilakukan penunjukan langsung.

(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:

a. balanq yang mempur-rr.:ri spesifikasi tertcntu sesuai

dengan ketentuan perzlturan perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus

sepcrti bandara ud.rra, pelabuhan laut, kilang,

instalarsi listrik, dan be rrdungan / waduk;

c. bariirrs yang dike rjasi{rnakan dalam inr cstasi y'ang

bcrclasarkan perjanjian hubungan bilateral antar

negara; atau

d. barang lain yang ditetapkan Bupati.

(4) Penunjukan langsung nritra KSP atas barang milik

daerair -r ang bersifat kht-tsus sebagaimana dimaksud

pada avat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau
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Penggtrria Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/

Daeralr lang memiliki bidang dan/atau u,iiaryah kerja

tertentrl sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Mitra hSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun

selami.r jangka waktu pcngoperasian ) iing telah

ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil

KSP kc rekening Kas Umum Daerah.

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan

sebag.limana dimaksud pacla ayat (5) yang merupakan

bagian pemerintah dae r:rI'r, harus memperhatikan

perbanriingan nilai barang milik daerah yang dijadikan

objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah

daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

Pasal 171

(1) Selamar jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang

menjaminkan atau menggaclaikan barang milik daerah

yang menjadi objek KSP.

(2) Biaya persiapan KSP 1'ang ciikeluarkan Pengelola Barang

atau P( rr!{guna Barang sampai dengan penurtjltkan mitra

KSP dibebankan pada APBD.

(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya

mitra l\SP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban

mitra KSP.

(4) Cicilari pokok dan biaya lang timbul atas pin.laman mitra

KSP, clibebankan pada mitra KSP dan tidak

diperhitungkan dalam pe mbagian keuntungan.

(5) Pengau':rsan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP

dilaktrlian oleh:

a. Pengelola Barang, unttrk barang milik daerah pada

Pengclola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik dacrah pada

Pcngguna Barang.
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Paragraf Kcdua

Pihak Pelaksana KSP

Pasal 172

(1) Pihak l rurg dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Pengclola Barang dengzrn persetujuan Bupati, untuk
balrrng milik daerah r ang berada pad.r Pengelola

Balrrng, atau

b. Pengguna Barang dcngan persetujuan Pengelola

Barirr-rg, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengguna Barang.

(2\ Persetr,i.luan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

pada alat ( 1) huruf b setelah mendapat pertimbangan

dari Bupati.

(3) Pihak lrLng dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah

melipr-rti:

a. Baclrrrr Usaha Milik Negirra;

b. Badiur Usaha Milik Daerah; dan/atau

c. Su'asta, kecuali perorangan.

Paragral'Ketiga

Objek KSP

Pasal 173

(1) Objek I{SP meliputi barang milik daerah berupa:

a. taniilr dan/atau bangunain; dan

b. selairr tanah dan/atalr bangunan, yang berada pada

Penge lola Barang /Pengguna Barang.

(21 Objek I..SP barang milik daerah berupa tanah clan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dapat <lilakukan untuk scb:rgian atau keseluruhannya.

Paragraf Kcempat

Hasil KSP

Pasal 17.1

(1) Hasil irSI) dapat berupa tiurah, gedung, bangunan, serta

saran.t tlan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
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(2) Saranzr dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain:

a. peralr tan dan mesin;

b. jalarr. irigasi, dan jaringan;

c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

(3) Hasil ltSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

bagian clari pelaksanaan KSP.

(4) Hasil I{SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

barang rnilik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah

daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya

perjanj ian.

Pasal 175

(1) Hasil hSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan

infrastruktur terdiri atas:

a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama

jangka waktu KSP barang milik daerah; dan

b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang

milil< daerah.

(2\ Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf zr terdiri atas:

a. kontribusi tetap; dan

b. penr br,rgian keuntungan.

Pasal 176

(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan

perubalran dan/atau penambahan hasil KSP.

(2\ Perubalrtrn dan/atau penambahan hasil KSP

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara addendum perjanjian.

(3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2 ) ditujukan untuk menghitung kembali besaran

kontribrrsi tetap dan pembagian keuntungan.
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(41 Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim

berdasarkan hasil perhitungan.

(5) Tim se1-,iLgaimana dimaksucl pada ayat (4) ditetapkan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah

dan,/ atau bangunan; atau

b. Pengclola Barang, untuk barang milik daerah selain

tanrr lr dan / atau banguntrrt.

(6) Perubalran dan/atau penarmbahan hasil KSP dilakukan

setelah rnemperoleh perse tujuan Bupati.

Paragraf Kr'lima

Jangka Waktu KSP

Pasal 177

(1) Jangk:L \\'aktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun

sejak p,. r-tanjian ditandatar-rqiini dan dapat drpt rpanjang.

(2) Dalam hal KSP atas bar:rng milik daerah dilakukan

untuk l)enyediaan infrastruktur, jangka u aktu KSP

paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP

ditanda tirngani dan dapat diperpanjang.

Pasal 178

(1) Perpan jtLngan jangka waktr-r dilakukan oleh mitra KSP

dengan cara mengajukan permohonan prrsetujuan

perp,ln- iurgan jangka q'akrrr KSP paling lambat 2 (dua)

tahun st belum jangka ri'aktr-r berakhir.

(2) Perpanjangan jangka uaktu dilaksanakan dengan

pertim irangan:

a. sepunjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan

funesi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

b. selanra pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP

merrratuhi peraturan dar-r perjanjian KSP.
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Paragraf Kcenam

Perjanjian KSP

Pasal 179

(1) Pelaksrrrr;ran KSP dituangkan dalam perjanjian KSP

antara Bupati atau Pengelola Barang dengan mitra KSP

setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh

Bupati.

(21 Perjanj irLr-r sebagaimana dimaksud pada a] at ( 1)

ditandir t:rngani oleh mitra KSP dan:

a. Buprrti, untuk barang milik daerah yang bcrada pada

Penselola Barang; atau

b. Pcngeiola Barang, untr-rk barang milik dtrcrah yang

belr Ltia pada Pengguna Elarang.

(3) Perjanj iarr sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) paling

sedikit nremuat:

a. dasir-perjanjian;

b. idenlitas para pihak vang terikat dalam pcrjtinjian;

c. objel' KSP;

d. hasil KSP berupa barang, jika ada;

e. pertrrrlukan KSP;

f. jangha waktu KSP;

g. besiLr i,rr kontribusi tctiil) dan pembagian k,-'ltntungan

sertit mekanisme pemba,\'arannya;

h. hak dan keu,ajiban para pihak yang terikat dalam

pe rj ri nj ian;

i. ketr: rtuan mengenai berakhirnya I(SP;

j. sank si; dan

k. penr rlesaian perselisih.rn

(41 Perjanj ian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam berrtuk Al<ta Notaris.

(5) Penan(ii r rnnganan perjan.liirn KSP dilakukan setelah

mitra liSP menyampaikan bukti setor pcmbayaran

kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barangl

Penggr-urir Barang.

(6) Bukti s.'tor pembal'arar, kontribusi tetep pertama

sebagai;nana dimakstLcl pir.ia aYat (5) merupiikan salah
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satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Paragraf Ketujuh

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 'l 80

(1) Mitra hSP wajib menyetork:rn:

a. kontribusi tetap; dan

b. pembzrgian keuntungan KSP.

(2) Penyctor..rn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakurkar-r setiap tahun selama jangka waktu KSP.

(3) Kontribirsi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf er dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana

dimaksr.rd pada ayat (1) hr,rrr-rf b, merupakan pcnerimaan

d aera Ir

(4) Besaran kontribusi tetap d.rn pembagian keuntungan

hasil IiSP sebagaimana dimaksud pad:r a)'at (1)

ditetapkan oleh Bupati.

(5) Dalam I{SP barang milik claerah berupa tanah dan/atau

banglrrrirn, sebagian kontribusi tetap dan pembagian

keuntr-rngannya dapat berupa bangunan beserta

fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan

perencr\naan.

(6) Sebagian kontribusi letap dan pembagian

keuntr-rrrgannya yang bcrupa bangunan beserta

fasilita sr-r-r,a sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan

merupakan objek KSP.

Pasal 181

(1) Besanrn nilai bangunan beserta fasilitasn.ya sebagai

bagian clari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian

keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180

ayat (5) paling banyak 1O'fi, (sepuluh persen) clari total

penerinriran kontribusi tetap dan pembagian ke'untungan

selam:r rnasa KSP.
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(21 Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian

kontribLrsi tetap dan pembagian keuntungan dari awal

pengadaannya merupakan barang milik daerah.

(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian

keuntur-rgan KSP barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau

bangur-rru-r ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang

dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau

mempertimbangkan hasil penilaian.

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian

keuntungan KSP barang milik daerah berupa selain

tanah clan/atau bangunan ditetapkan dari hasil

perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang,

berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil

penilaiar-r.

Pasal 182

(1) Perhitur-rgan kontribusi tetap merupakan hasii perkalian

dari:

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan

b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek

KSP.

(2\ Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh Bupati

dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau

mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Nilai ',vaj ar barang milik daerah dalam rangka KSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berdasarrkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai

Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati

dan clapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati,

untlrk barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan.
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(4) Apabila terdapat niiai barang milik daerah yang berbeda

dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka

pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai waj ar

hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a.

Pasal 183

(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 ayat (1) huruf a
meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan

kontribr-rsi tetap tahun pertama dengan memperhatikan

estimasi tingkat inflasi.

(2\ Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

persetujlran pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam

perjanjiar-r KSP.

Pasal 184

( 1) Perhitur-rgan pembagian keuntungan dilakukan dengan

mempcrtr mbangkan:

a. nilai investasi pemerintah daerah;

b. nilai investasi mitra KSP; dan

c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

(2\ Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana

dimaksuci pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati dari hasil

perhitungan Tim berdasarkan dan/atau

mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana

dimaksr.rd pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai

wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi

dalam proposal KSP.

Pasal 185

(1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali
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oleh 13r-rpati dalam ha1 realisasi investasi yang

dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi

investasi sebagaimana tertuang dalam perjanj ian.

(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

didasarl<an dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor

indeper rrlcn.

Pasal 186

(1) KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk
mengope rasionalkan barang milik daerah.

(2) KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan

barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.

(3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang

milik daerah, bagian keuntungan yang menjadi bagian

mitra KSP ditentukan oleh Bupati berdasarkan

persentase tertentu dari besaran keuntungan yang

diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 187

(1) Apabila n-ritra KSP barang milik daerah untuk penyediaan

infrastrr-rktur berbentuk Badan Usaha Milik

NegaralDaerah, kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah

dapat clitetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh

persen) dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 176 ayat [5).

(2\ Penetap:rn kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

sebagainrana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah

dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian

keuntu r rgan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

ditetaplian oleh Bupati.
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Paragraf Kedelapan

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 1BB

(1) Pembar5'aran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening

Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan

paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum

penandatanganan perjanj ian KSP.

(21 Pembavaran kontribusi tetap tahun berikutnya

disetorkzm ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat

dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam

perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan

berakhirnya perjanjian KSP.

(3) Pembavaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud

pada a1'at (1) dan ayat {2\ dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 189

(1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun

sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah

paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang

ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun

sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

(21 Pembzn'nran pembagian keuntungan sebagaimana

dimaksr-Lcl pada ayat (1) dilakukan oleh mitra KSP

berdasarkan persetujuan Bupati.

Paragraf Kesembilan

Berakhirnva KSP

Pasal 190

(1) KSP berakhir dalam hal:

a. berakl-rirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang

dalan'r perjanjian;

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh

Bupati atau Pengelola Barang;

c. berakliirnya perjanjian KSP; dan
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d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul'b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut;
b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3

(tig;r1 tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;

atal I I

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana

tertlrang dalam perjanjian KSP.

(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

dilakukern oleh:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang

bcracla pada Pengguna Barang.

(4) Pengakl.riran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan secara tertulis.

Pasal 191

(1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP

berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP.

(21 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), Br-rpati atau Pengelola Barang meminta auditor

indepcncien/aparat pengawasan intern pemerintah

untuk nrelakukan audit atas pelaksanaan KSP.

(3) Auditor independen / aparat pengawasan intern

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

men1.'a rnpaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola

Barang, clan/atau Pengguna Barang.

(4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang

menyarnpaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kepada mitra KSP.

(5) Mitra IiSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana
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dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada

Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 192

( 1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada

saat berakhirnya jangka waktu KSP.

(21 Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti

hasil audit setelah dilakukannya serah terima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra KSP tetap

berkcu'iL.jiban menindaklanjuti hasil audit.

(4) Penggrur:r Barang/ Pengelola Barang melaporkan

pengakl-iiran KSP dan penyerahan objek KSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Bupatipaling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 193

(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati

atau Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 190 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan

menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra KSP.

(21 Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan

teguralr tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang

menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan

tegureu'r tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang

menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan

teguran terakhir.

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga

sebagzrimana dimaksud pada ayat (3) daiam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
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teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang

menerbrtkan surat pengakhiran KSP.

(5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati

atau Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran

KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf Kesepuluh

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah

Yang Berada Pada Pengeloia Barang

Pasal 194

Tahapan pclaksanaan KSP atas barang milik daerah yang

berada pada Pengelola Barang meliputi:

a. inisiatif atau permohonan;

b. penelit i.rrr administrasil

c. pembentukan Tim dan penilaian;

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa

kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;

e. pemilihan mitra;

f. penerbit:rnkeputusan;

g. penand:r tanganan perjanjian; dan

h. pelaksarraan.

Pasal 195

KSP atas b:Lrang milik daerah yang berada pada Pengelola

Barang dap:rt dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati; atau

b. permohonan dari pihak lain.

Pasal 196

(1) Inisiatil Bupati terhadap KSP atas barang milik daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a,

dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik

daerah.

(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dapat bt'rasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan

oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 197

(1) Permolronan dari Pihak L.rin sebagaimana dimaksud

dalam l'iLsal 195 huruf b, cliusulkan kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit rnemuat:

a. Iat:rl irelakang permohonan;

b. renc ana peruntukan KSP;

c. jangka waktu KSP; dan

d. usul:rr-r besaran penerimaan daerah dari KSP.

(3) Permolronan sebagaimana dimaksud pada a],at ( 1)

dilengkrLpi dengan:

a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk

dila k ukan KSP;

b. data pemohon KSP;

c. proposal rencana usaha KSP; dan

d. inlorrrrasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.

(4\ Informi,rsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf ,1, antara lain:

a. Ren('irna Umum Tata RLlang Wilayah dan penataan

kotl r: clan

b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(41 ticlLrk diberlakukan untuk KSP dalarrr rangka

mengo pc rasionalkan barang milik daerah.

Pasal i cl8

(1) Penge iola Barang melakukan penelitian administrasi atas

dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP.

(2) Dokunrcn sebagaimana dimtrksud pada ayat {1) meliputi:

a. bukti kepemilikan atau clokumen yang dipe rsamakan;

b. dokumen pengelolaan bar:rng milik daerah; clan

c. dokr.rmen penatausahaan barang milik daerah.
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Pasal 199

Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 198, barang milik daerah dapat dilakukan KSP,

Bupati:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk

melaklrl<an penilaian barang milik daerah I ang akan

dilakukrur KSP guna menge tahui nilai wajar .1tas barang

milik cittrah bersangkutan.

Pasal 2OO

(1) Dalam l-ral barang milik claerah dapat dilakukan KSP

sebag:rrnrana dimaksud dalam Pasal 199, maka Bupati

membentuk Tim KSP.

(2\ Tim KSP bertugas:

a. menliarpkan rincian kebutuhan bangunan dan

fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP

ber riiLsarkan inisiatil' Br,rpati dan bukan dalam rangka

me r r i:,operasionalkan btrrang milik daerah;

b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP

berclusarkan dan/atar-r mempertimbangkan hasil

pertrllrian;

c. men\. rLpkan perjanjian KSP;

d. men-r'iapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek

KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan

e. mel:Lksanakan kegiatern lain yang ditugaskarn oleh

Bu1-,rti.

(3) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (2), Tim KSP dapat mengikurscrtakan

OPD/Unit Kerja teknis l,ang berkompeten.

Pasal 201

(1) Dalam rirngka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati

dapat rnenugaskan penilai atau pihak lain yang

berkom pcten untuk melakukan :

a. anali:sis penggunaan atas barang milik dnerah yang

akari dilakukan KSP; atau
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b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

(2) Hasil pcnilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199

huruf b dan laporan analisis sebagaimana dimaksud

pada al'at (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bagian

dalam nienentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 2O2

( 1) Berdas:rrkan laporan analisis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2Ol ayat (1) dan/atau mempertimbangkan

laponr rr pe nilaian nilai wajar barang milik daerah, Tim

KSP rncnghitung besaran kontribusi tetap dan

persentase pembagian keuntungan.

(2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase

pembagian keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentLl.in sebagaimana diatur dalam Pasal 182 sampai

dengar-r Pasal 187.

(3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan

persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh

pihak lain lebih besar dari hasil perhitungan Tim KSP

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi

tetap dan persentase pembagian keuntungan yang

ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar

usulan besaran kontribusi tetap dan persentase

pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak 1ain.

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian

keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan

pemililr:ur mitra KSP.

Pasal 203

Pemilihan n-ritra KSP dilakukan

sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan sebagaimana dimaksud

dengan Pasal 111.

oleh panitia pemilihan

Pasal 86 berdasarkan

dalam Pasal 85 sampai
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Pasal 204

Bupati rnenerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.

Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud

pada avat (1) paling sedikit memuat:

a. objek I{SP;

b. pen-rntukan KSP;

c. pencrimaan daerah dari KSP;

d. identitas mitra KSP; dan

e. jangka waktu KSP.

Pasal 205

Berdasirrkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana

dimaksud Pasal 204, para pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 179 ayat (1) menandatangani Perjanjian KSP

dilakukrrrr paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak

tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

Apabil:r dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak

keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak

ditindal<lanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP,

keputr-r san pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud

dalam l'asal 2O4 dinyatakan tidak berlaku.

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud

pada avat (1), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan

bukti pt lnbayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 206

Mitra lisP harus melaksanakan KSP sebagaimana

ditentukan dalam perjanjian KSP.

Apabil:r KSP dilakukan bukan dalam rangka

mengoperasionalkan barang milik daerah, maka pada

saat pt'mbangunan selesai dilaksanakan, mitra KSP

wajib:

a. men.l,erahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya

yalrg merupakan bagian dari kontribusi tetap dan

penrbagian keuntungan sebagaimana dimaksud

dalirnr Pasal 180 ayat (5);

b. dap:rt langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang

dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.

(1)

(2)

(3)

(t)

(2)
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Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah

Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 2O7

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang meliputi:

a. permohonan;

b. peneliti;rn administrasi;

c. pembentukan Tim dan penilaian;

d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase

pembagian keuntungan;

e. persetujuan;

f. pemilihan mitra;

g. penerbitankeputusan;

h. penandatanganan perjanjian; dan

i. pelaksanaan.

Pasal 208

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O7

huruf a diajukan oleh Pengguna Barang untuk
memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikir rne muat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan KSP;

c. jangka waktu KSP; dan

d. usr-rliu'r besaran penerimaan daerah dari KSP.

(3) Permohtrnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkzrpi dengan:

a. data calon mitra KSP;

b. proposal rencana usaha KSP;

c. datzr barang milik daerah yang akan dijadikan objek

KSP; dan

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana

dimakstrd pada ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:
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a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP

tidak sedang digunakan dalam rangka

penvclenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan

b. Pelnl<sanaan KSP barang milik daerah tidak akan

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan

mitra liSP melalui mekanisme penunjukan langsung

sebagainrana dimaksud dalam Pasal 77O ayat (4), maka

pengaj r-rin permohonan dari Pengguna Barang kepada

Pengekrl:r Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai data calon mitra KSP.

(6) Data cirlon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) meliputi:

a. nami(

b. alamat;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. bent L,rk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi

Sur-irL izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang

sejcnis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk

baclan hukum lbadan usaha.

Pasal 209

(1) Persetu jr,rern atas permohonan KSP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2O8 ayat (1) diberikan oleh

Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan

mitra dirn laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan

hasil pcnilaian.

(2) Apabilzr Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan

KSP tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada

Pengguna Barang disertai dengan alasan.

(3) Pemberiirn persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dilakukan oleh Pengelola Barang dengan

menerbi t kan surat persetujuan.

(41 Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling scdikit memuat:

a. objcl< I(SP;
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b. perur-rtukan KSP;

c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP

sebirgai besaran nilai investasi pemerintah;

d. minrrnal besaran kontribusi tetap;

e. minirnal persentase pembagian keuntungan; dan

f. jangka waktu KSP.

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana

dimaksLrcl pada ayat (4), Bupati menetapkan keputusan

pelaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana

dimaksr-rd pada ayat (5), para pihak sebagaimana

dimakstrd dalam Pasal 179 ayat ( i ) menandatangani

perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan

KSP.

(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang

dinyat..rl<:in tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1

(satu) r:rhun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti

dengan penandatanganan surat perjanjian KSP.

(8) Penand:rtanganan perjanjian sebagaimana dimaksud

pada avat (6), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan

bukti pr'n'rbayaran kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 2 10

Ketentuan pclaksanaan KSP barang milik daerah yang berada

pada Penge lola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

197 sampai dengan Pasal 206 mutatis mutandis berlaku

untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada

pada Pengguna Barang.

Paragraf Keduabelas

Perprrnjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada

Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang

Pasal 2 1 1

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas

barang rrrilik daerah yang berada pada Pengelola Barang
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diajukan oleh mitra KSP kepada Bupati paling lambat 2

(dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(3) Bupati rneneliti permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), serta mengevaluasi kelayakan

perpanl:rngan pelaksanaan KSP yang telah berlangsung.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetujui usulan

perpanl:rr-rgan jangka waktu KSP, maka Bupati:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan

nilar barang milik daerah yang akan dijadikan objek

KSI', besaran kontribusi tetap, dan persentase

pcn.riraglan keuntungan KSP.

(5) Tugas 'l'im KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf zr antara iain:

a. mcrl iapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase

pernbagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau

dengan mempertimbangkan hasil Penilaian; dan

c. mel:rl<sanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh

Bttltirti.

Pasal 2L2

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan

jangka ri,aktu pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud

dalam l)asal 2l I ayat (3), Bupati melalui Pengelola

Baran,r:. ciapat menugaskan penilai atau pihak yang

berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan

perpanjangan pelaksanaan KSP.

(21 Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana

dimaksrril pada ayat (1) menyampaikan laporan analisis

kelayzrkiur perpanjangan yang merupakan hasil
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pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola

Barang.

(3) Tim liSI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ll ayat

(5) mcrn'ampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas

kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(41 Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan

bahu,a permohonan perpanjangan jangka waktu KSP

tidak clapat disetujui, Bupati menerbitkan surat

penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang

ditujuk:,rr-r kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

(5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP

sebag.rinrana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan

bahu.zr permohonan perpanjangan jangka waktu KSP

dapat clisetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan

perpar-r.1rr ngan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada

mitra N S P.

(6) Berdas:rrkan surat persetujuan perpanjangan jangka

waktu I{SP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim

KSP mcr-ryusun perjanjian perpanjangan jangka waktu

KSP sckaligus menyiapkan ha1-hal teknis yang

diperlr-tliirn.

(7) Perpan.jirngan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud

pada a.\,at (6) berlaku pada saat penandatanganan

perjanji:rn KSP antara Bupati dengan mitra KSP

dilakukrrrr.

Pasal 2 13

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas

barang n'rilik daerah yang berada pada Pengguna Barang

diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. dater tlirn kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
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keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 2 14

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi

atas permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang

disampaikan oleh mitra KSP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 213 ayat (1).

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan

permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu

KSP kepada Pengelola Barang.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan:

a. proposal perpanj angan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian

kelurtungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyetujui

usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Pengelola

Barang:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan Penilai.

Pasal 2 15

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat

(4) hurul a bertugas antara lain:

a. menviapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase

pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau

deng:rn mempertimbangkan hasil penilaian;

c. melal<sanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh

Pengclola Barang.

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyan'rpaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

Pengelolu Barang.

(3) Apabilei i'rasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
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dimaksucl pada ayat (2\ menunjukkan bahwa

permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak

dapat clisetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat

penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang

ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

(4) Apabila l-rasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana

dimaksr-rcl pada ayat (2) menunjukkan bahwa

permoi'ronan perpanjangan jangka waktu KSP dapat

disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat

persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang

ditujukan kepada mitra KSP.

(5) Berdasrrrkan persetujuan perpanjangan jangka waktu

KSP scbagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KSP

menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP

sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 2 16

(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (41

huruf b bertugas melakukan penghitungan nilai barang

milik clererah yang akan dijadikan objek KSP, besaran

kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan

KSP.

(21 Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil

pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Pasal 217

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan

jangka rvaktu pelaksanaan KSP atas permohonan

perpanjiingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213,

Pengekrla Barang dapat menugaskan penilai atau pihak

yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan

perpanjangan pelaksanaan KSP.

(2\ Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat

penancl:r tanganan perjanjian KSP antara Pengeiola

Barang dengan mitra KSP dilakukan.
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Pasal 2 18

(1) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak

menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu

KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya

diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada

saat berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur

dalam pcrjanjian KSP.

(2\ Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

Berita Acara Serah Terima (BAST) antara mitra KSP

dengan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang.

Bagian Kedelapan

BGS dan BSG

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 2 19

(1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan

pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas

bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
kepentingan pelayanan umum dalam rangka

penl.elenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam

APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas

tersebut.

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari

hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan

Izin Mcnclirikan Bangunan (IMB) atas nama pemerintah

daerah.
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(3) Biava pe rsiapan BGS/ BSG yang dikeluarkan Pengelola

Barang atau Pengguna Barang sampai dengan

penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.

(41 Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah

ditetapkannya mitra BGS / BSG dan biaya pelaksanaan

BGS/ BSCi menjadi beban mitra yang bersangkutan.

(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan

penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke

rekening Kas Umum Daerah.

(6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada a].11 (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah

mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 22O

(1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah

sebagai l'rasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan

oleh Blrpati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi OPD terkait.

(2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud

pada :rvat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang

telah cliserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka

waktu vang diperjanjikan untuk BGS atau setelah

selesainr-a pembangunan untuk BSG.

Pasal 227

(1) Mitra BC-}S atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama

jangka rr u ktu pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum

Daer:rh setiap tahun sesuai besaran yang telah

ditc t apkan;

b. wa.lib rnemelihara objek BGS/BSG; dan

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau

memindahtangankan:

l. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;

2. l'rasil BGS yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah; dan/atau
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3. lr:rsi1 BSG.

(2\ Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan

objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu

pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat

penga\\ irsan intern pemerintah.

Paragraf Kedua

Pihak Pelaksana

Pasal 222

(1) Pihak rrrng dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola

Baran g.

(21 Pihak vang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:

a. Badarr Usaha Milik Negara;

b. Baclir ri Usaha Milik Daerah;

c. Suirstlr kecuali perorangan; dan/atau

d. Badrrrr Hukum lainnya.

(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus

membt'ntuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang

bertinrlirk untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam

perjanj ian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga

Objek BGS/BSG

Pasal 223

(1) Objek BGS/BSG meliputi:

a. barang miiik daerah berupa tanah yang berada pada

Pengclola Barang; atau

b. bariirrg milik daerah berupa tanah yang berada pada

Pengguna Barang.

(21 Dalam lr:rl barang milik daerah berupa tanah yang status

pengglln:lannya berada pada Pengguna Barang

sebagirirnana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah

direnceurakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat
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dilakuli; u-r setelah terlebih dahulu diserahkan kepada

Bupati.

(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan

mengil< ut sertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan

fungsirr;r.

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan

BGS/BSG, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

mulai riari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan

pembitrrqltnan sampai dengan penyerahan hasil

BGS/tsSG.

Paragraf Keempat

Hasil BGS/BSG

Pasal 224

(1) Gedung. bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang

diadakar-r oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil

BGS/BSG.

(2) Saranir clan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), antara lain:

a. pe|i,l:rl an dan mesinl

b. jalan. irigasi dan jaringan;

c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lzrinnya.

(3) Gedu:r;1, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah

sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai

perjanjiiln atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 225

(1) Dalam pclaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat

melakr-rkan perubahan dan/atau penambahan hasil

BGS/BSG.

(2) PerubiLiirrn dan/atau penambahan hasil BGS/BSG

sebagirrmana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah daerah dan/atau untuk program-program
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nasionirl sesuai ketentuan peraturan perundang-

undang.l n.

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG

sebagzrimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara arlrlcr-rdum perjanjian BGS/ BSG.

(4) Addenrlum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud

pada al at (3):

a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga

pulrrh) tahun; dan

b. menshitung kembali besaran kontribusi yang

ditcterpkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang

dibe ntuk oleh Bupati.

(5) Perubzrhern dan/atau penambahan hasil BGS/BSG

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakulirrn setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima

Bentuk BGS/BSG

Pasal 226

BGS/BSG btrrang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:

a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yarlg berada

pada Pengelola Barang; dan

b. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada

pada Pengguna Barang.

Paragraf Keenam

Pen'rilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 227

Pemilil'ran mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal

94 sanr pai dengan 110.

(1)

(2)

Pasal 228

Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud



(1)

(2)

dalam Pasal 227 ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Ketujuh

Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 229

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh)

tahun scj ak perjanj ian ditandatangani.

(2) Jangk:r rvaktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan

tidak dc pat dilakukan perpanjangan.

Pasal 230

Pelaksrr na an BGS / B SG dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) ditarndatangani antara Bupati dengan mitra

BGS/BSG.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekura n q-kurangnya memuat:

a. daszrr perjanjian;

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. objek BGS/BSG;

d. hasil BGS/BSG;

e. perlurtukan BGS/BSG;

f. jangl'a u.aktu BGS/BSG;

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme

pembayarannya;

h. besaLrzrn hasil BGS/BSG yang digunakan langsung

unrrrk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna

Barirng,

i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam

perj anj ian;

j. ketcntuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;

k. sanksil

1. penvr:lesaian perselisihan; dan

(s)
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Paragraf Kedelapan

Perjanjian BGS/BSG
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m. pers\ irratan lain yang dianggap perlu.

(41 Perjanj i:in BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diturirngkan dalam bentuk Akta Notaris.

(5) Penanclr rtanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan

setelah rnitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor

pembalaran kontribusi tahunan pertama kepada

pemerintah daerah.

(6) Bukti s( Lor pembayaran kontribusi tahunarr pertama

sebagirirn:rna dimaksud pada ayat (5) mempakan salah

satu clokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak

terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Kesembilan

Konu ririisi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan

Langsurig Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah,

Penghitungan Dan Pembayarannya

Pasal 231

( I ) Mitra 'i Lrj ib membayar kontribusi tahunan melalui

penyetonrn ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai

penerinraan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.

(21 Besarar kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud

pada r rla t ( 1) dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh

Bupati.

Pasal 232

(1) Besarar: kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian

dari bt'szrran persentase kontribusi tahunan dengan nilai

r.vaj ar 1)irrang milik daerah yang akan dilaktrkan

BGS/I]SCJ.

(2\ Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana

dimaksr-rrl pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupat il ,,-'rdasarkan perhitungan Penilai.

(3) Nilai vvi,.j,rr barang milil< daerah sebagaimana dimaksud

pada ari'irt (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian

oleh Pcr-rilai Pemerintah atau Penilai Publik yang

ditetapiii rrr olel-r Bnpati.
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(41 Dalam h:rl nilai barang milik daerah berbeda dengan

wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada

(3), BGS/BSG barang milik daerah menggunakan

wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada

(3).

nilai

ayat

nilai

ayat

Pasal 233

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG

dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan

sebagain-rana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21.

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama

dengan memperhatikan tingkat inflasi.

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam

persetr-r.juan pelaksanaan BGS / BSG dan dituangkan

dalam pc-rjanjian.

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang

diajuk:rn oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dari

hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai

Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan

dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang

dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan

besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pasal 234

( 1) Pemba,r'aran kontribusi tahunan pertama ke Rekening

Kas Umum Daerah oleh mitra BGS/BSG harus

dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum

penanclatanganan perjanjian BGS/ BSG.

(21 Pembalaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke

Rekenir-rg Kas Umum Daerah harus dilakukan sesuai

dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

(3) Pemba,l'aran kontribusi tahunan pada akhir tahun

perjanjizrn dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan

sebelunr perjanjian berakhir.

(41 Pembavaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor

Pasal 235

(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling

sedikit 107o (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus

digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

(21 Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung

sebaga irnana dimaksud pada ayat ( 1) , ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan

rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakul<irr-r sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam

perjanji.ln BGS/BSG.

(4) Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil

BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana

dimaksLrcl pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kesepuluh

Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 236

(1) BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. beral<hirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana

tertlrang dalam perjanjian BGS/ BSG;

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh

Bupati;

c. berirkl'rirnya perjanjian BGS/BSG;

d. ketcrrtuan lain sesuai peraturan perundang-

unclangan.

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati

sebag€rirnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

dilakukrur dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi

kewajibi,rn sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan

ketentuan dalam Peraturan bupati ini, antara lain:
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a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi

tahnnan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
b. mitnr BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan

seb:rnyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau

c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan

dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai

dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force
majettre.

(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 237

(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (ll
huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada

mirr',r BCS/BSG;

b. dalanr hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan

teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama,

Buprrti menerbitkan teguran tertulis kedua;

c. dalarn hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan

teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis

kedtra, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga

yan:t rnerupakan teguran terakhir; dan

d. dal:rnr ha1 mitra BGS/BSG tidak melaksanakan

teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis

ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran

BGSr BSG.

(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu p:rling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra BGS/BSG

wajib n'rcnyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati.
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(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah

untuk rnelakukan audit irtas objek BGS/ BSG yang

disereihktrn oleh mitra BGS/BSG.

(4) Audit scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan

untuk memeriksa:

a. kest'suaian jumlah dan kondisi objek BGS/ BSG

antiu'ir yang akan diserahkan dengan perjanjian

B(I S ,/ BSG;

b. kest'sr-raian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG

antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian

B(tS,rBSG; dan

c. lapt.rrrLn pelaksanaan BGS/ BSG.

(5) Aparat l)engawasan intern pemerintah melaporkan hasil

audit kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra

BGS/BSG.

(6) Mitrzr l3(iS/BSG menind:rklanjuti seluruh hasil audit

yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern

pemerintirh dan melaporkannya kepada Bupati.

(7) Serah terima objek BGS/ BSG dilakukan palng lambat

pada stitrr berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan

dituaneiiun dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(8) Mitra tctap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit

dalam l-ral terdapat hasil audit yang belum selesai

ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah

terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Peng:rklriran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan

kewajil;ar-r mitra BGS/ BSG untuk memenuhi

kewajibannya sebagaiman:r tertuang dalam perjanjian

BGS/ BSG.
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Paragraf Kesebelas

'l'ata Cara Pelaksanaan BGS/BSG

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada

Pada Pengelola Barang

Pasal 238

ahapan pelriksanaan BGS/BSC} atas barang milik daerah

yang berad.r pada Pengelola Barang, meliputi:

a. inisiatil'atau permohonan;

b. peneJit rr, n administrasi:

c. pembcntukan Tim dan Penilaian;

d. perhit r.rngan besaran penerimaan daerah berupa

kontribLrsi tahunan dan persentase hasil BGSlBSG yang

digunakan langsung untuk tugas dan fungsi

pemerirrt:rhan;

e. pemililrrrn mitra;

f. penerbitankeputusan;

g. penanclatangananperjanjian; dan

h. pelakslrnaan.

Pasal 239

BGS/BSG iltas barang milik daerah yang berada

Pengelola Barang dapat dilakukt.rn berdasarkan:

a. inisiat i I Bupati; atau

b. permolrr.,r-ran dari pihak lain.

pada

Pasal 2.10

(1) Inisiatil Bupati atas BGS/BSG Barang milik daerah

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a,

dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/ BSG

barang milik daerah.

(21 inisiatil Bupati sebagaimana dimaksud pacia ayat (1)

dapat lrerasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan

oleh Pt ngguna Barang.

Pasal 2.i 1

(1) Permohunan dari pihak lain sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 239 huruf b, diusulkan kepada BL-rpati yang

memuilt:

a. latar belakang permohonan;

b. renctrna peruntukan BC S/ BSG;

c. janskir $,aktu BGS/BSC; dan

d. usr-rlirr-r besaran kontribusi tahunan.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilengkapi dengan:

a. datir barang milik dacrah yang diajukan untuk
diliri<ukan BGS/BSG;

b. data pemohon BGS/BSG;

c. proposal rencana usaha BGS/BSG;

d. inforrnasi lainnya berkartan dengan usulan BGS/BSG,

an r., rir lain informasi m( rrgenai:

1. licncana Umum Ta[a Ruang Wilal'ah dan

I)enataan kota; dan

2. bukti kepemilikan atau dokumen yang

rlipersamakan.

Pasal 242

(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil

BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan

fungsi pemerintahan dihitung oleh Tim BGS/BSG

berdasiu-kan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar

barang nrilik daerah dan analisis dari Penilai.

(2) Penghitur.rgan hasil BGS/BSG yang digunakan Iangsung

untuk t Lrgas dan fungsi pernerintahan, dilakukan oleh

Tim BtiS/BSG.

(3) ApabiLr diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barang

dapat menugaskan Penilai untuk melakukan

perhitungan hasil BGS/BS(i yang digunakan langsung

untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Besarirrr kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang

digun:rkan langsung untuk tugas dan fungsi

pemerinrzrhan merupakan nilai limit terendah dalam

pelaksir niran pemilihan m il ru.
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(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang

digun:rki.rn langsung untuk tugas dan fungsi

pemerin tahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan Bupati.

Pasal 2.13

(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan

gedung dan fasilitasnya sesuai dengan vang telah

ditentr-rkan dalam perjanjian BGS/BSG.

(21 ApabiL, mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan

pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka:

a. mitrir menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan

lanesung untuk penyclenggaraan tugas dan lungsi

p( lrr( rintahan sebagzrimana ditentukan dalam

pcrjirr.rjian BSG/ BGS;

b. mitrtr dapat langsung me ngoperasionalkan hasil BGS

yang dibangun sesuai dcngan perjanjian BGS; dan

c. mitrrt rnenyerahkan hasil BSC kepada Buparr.

(3) Hasil IJSC} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

merupakan barang milik daerah.

Pasal 244

Ketentuan rncngenai pelaksana..in KSP barang milik daerah

sebagaimainrr dimaksud dalam Pasal 195 sampai dcngan Pasal

206 mutatis rnutandis berlaku urntuk pelaksanaan BGS/ BSG

yang beracia pada Pengelola Barang.

Paragraf Kecluabelas
'l'ata Cara Pelaksanaan BGS/BSG

Atas Barang Milik Dacrah Berupa Tanah

Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 2.15

(1) Barane. milik daerah berupa tanah yang bcrada pada

Penggrrrra Barang dapat dilakukan BGS/ BSG

berdasirrkan:
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a. inisiatif Pengguna Barang; atau

b. pern-rohonan dari pihak lain.

(21 Inisiatil Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/ BSG

barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) I'r r,rruf a, disampaikan dalam bentuk surat
permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan
kepada Bupati.

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (11 huruf b, disampaikan dalam bentuk surat

permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan

kepada Pengguna Barang.

(41 Permohonan sebagaimana dimaksud pada a),at (3)

memLlirt untara lain:

a. latiir belakang permohonan;

b. rencirna peruntukan BGS/BSG;

c. .jangka waktu BGS/BSG;

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan

e. usrrlLn persentase hasil BGS/BSG yang digunakan

langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 246

(1) Penggr-rna Barang mengajukan permohonan persetujuan

BGS/ IJSCi terhadap permohonan pihak lain se bagaimana

dimaksLrd dalam Pasal 245 ayat (3) kepada Bupati, yang

memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

c. jangkil waktu BGS/BSG;

d. usurliLr-r besaran kontribusi tahunan; dan

e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan

Iangsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(2) Permohonan sebagaimanlr dimaksud pada ayat (1)

disert..r i r

a. dat..i barang milik daerah yang diajukan untuk

dilakukan BGS/BSG;

b. dattr pemohon BGS/BS();

c. prol-rtrsal BGS/BSC;
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d. data barang milik daerah yang akan dilakukan

BCiS/BSG; dan

e. lnlirlrnarsi lainnya berkaittrn dengan usulan BGS/BSG.

(3) Data brrrang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat 12) hurufd, menegaskan bahwa:

a. bar.rng milik daerah yar-rg akan dilakukan BGS/BSG

tidak sedang digunakan dalam rangka

pcnr clenggaraan tugas clan fungsi pokok OPD/unit

ke r- jr; dan

b. pelzrksanaan BGS/BS(i barang milik dacrah tidak

akzrn mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

OPL),

(4) lnformiLsi lainnya yang berkaitan dengan usulan

BGS/BSC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,

antara lirin informasi meng( nai:

a. Rentana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan

kotrL. dan

b. bukLi kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5) Apabilir permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh

Penggurr:L Barang bukan bcrdasarkan permohonan dari

pemohon BGS/BSG, merka permohonan BGS/BSG

kepadtr Bupati tidak perlu disertai data pemohon

BGS/ tsS(l sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Berdasarrkan permohonan Pengguna Barang

sebagainrana dimaksud pada ayat (1) dan avat (5),

PengekrliL Barang melakukrrn penelitian adminis[rasi atas

barang n-rilik daerah yang erkan dilakukan BGS/BSG.

(7) Pengelola Barang menvampaikan hasil penelitian

sebagairnana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 217

(1) Berdasirrkan hasil penelitian administrasi sebagaimana

dimaksr-rcl dalam Pasal 216 ayat (7), Bupati dapat

memberikan persetujuan atau penolakan terhadap

permohonan BGS/BSG.

(2) Apabilrr Bupati tidak menle tujui permohonan BGS/BSG,

Bupati nrenerbitkan surat penolakan yang disampaikan
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kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

(3) Apabilrr Bupati menyetu.jui permohonan BGS/BSG,

Bupatl u rcnerbitkan surat p(rsetujuan.

(41 Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memuat persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna

Barang Llntuk menyerahkan barang milik daerah yang

akan dgadikan sebagai objek BGS/BSG kepada Bupati.

(5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara

Serah Terima (BAST).

Pasal 2.18

(1) PenentLLan rincian kebutuhan bangunan dan lasilitas

yang akarn dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan

Bupati berdasarkan pertimbangan bersama antara

PengcI;1:r Barang dan Pengguna Barang.

(21 Ketent rLrLn pada pelaksanaan KSP sebagaimana

dimaksr-rd dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 206

berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan

BGS/BS(i barang milik daerah atas tanah rang berada

pada Pcngguna Barang varng sudah diseral'rkan oleh

Pengglrnar Barang kepada Bupati.

Bagian Kesembilan

KSPI

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 249

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan

pertimbangirir:

a. dalam r-angka kepentingan umum dan/atau penyediaan

infrastrurktur guna mendukung tugas dan fungsi

pemerir-r t ahan;

b. tidak tr:rsedia atau tidak cukup tersedia clana dalam

APBD rLntuk penyediaan inlrastruktur; dan

c. termasrrk dalam daftar prioritas program penyediaan

infrastruktur yang ditetapka n oleh pemerintah .
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Pasal 25O

(1) Kewajrban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:

a. dilar:rng menjaminkan, menggadaikan, atau

memindahtangankan barang milik daerah yang

menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI;

dan

c. dapirt dibebankan pembagian kelebihan keuntungan

sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang

dipcroleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian

dimrrlai (clautback).

(2) Mitra NSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang

hasil IiSPI kepada pemerintah daerah pada saat

berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.

(3) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjacli barang milik daerah sejak diserahkan kepada

pemerir. rir h daerah sesuai perjanjian.

(4\ Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas

program penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud

dalam pasal 249 huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Paragraf Kedua

Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 252

(1) Pihak r rrng dapat melaksanakan KSPI adalah:

a. Pengclola Barang, untuk barang milik daerah yang

berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang

berircla pada Pengguna Barang.

(2) KSPI i r r as barang milik daerah dilakukan antara

pemerintah daerah dan badan usaha.
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(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud

adalah bi.rdan usaha yang berbentuk:

a. Perseroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Koperasi.

pada ayat (2)

Paragraf Ketiga

PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 253

(1) PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang

ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam

rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah

dengan badan usaha.

(2) Pihak -r'ang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani

ketentuan perturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Objek KSPI

Pasal 254

(1) Objek KSPI meliputi:

a. barzrng milik daerah yang berada pada Pengelola

Bara ng; atau

b. barar-rg milik daerah yang berada pada Pengguna

Barang.

(2\ Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:

a. tanalr dan/atau bangunan;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih

digunakan; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.
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Paragraf Kelima

Jangka Waktu KSPI

Pasal 255

(1) Jangkar waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama

50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh

Bupatr.

(3) Jangk:r $,aktu KSPI atas barang milik daerah dan

perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam perjanjian KSPI atas barang milik
daerah.

Pasal 256

(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 255 ayat (3)

hanya clapat dilakukan apabila terjadr gouernment force
majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang

disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial,

dan keamanan.

(2) Perpanj angan jangka waktu KSPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah

g ouernnte nt force majeure terjadi.

Paragraf Keenam

I Iasil KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 257

(1) Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:

a. barturg hasil KSPI berupa infrastruktur beserta

fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh

dari 1.ang ditentukan pada saat perjanjian dimulai

(clatuback).
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(2\ Pembagi:rn atas kelebihan keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan

pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekening

Kas Umum Daerah.

(1)

Pasal 258

Formulasi dan/ atau besaran pembagian kelebihan

keuntungan (claubackl ditetapkan oleh Bupati.

Penetai)an besaran pembagian kelebihan keuntungan

(claubaclcl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukar-r dengan mempertimbangkan hasil kajian dari

Tim KSPI yang dibentuk oleh Bupati.

Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan

(clau-tbctclt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

a. nilai investasi pemerintah daerah;

b. nilai investasi mitra KSPI;

c. risiko -r'ang ditanggung mitra KSPI; dan

d. karakreristik infrastruktur.

(2)

(3)

Paragraf Ketujuh

Infrastru]{tur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Daiam Rangka Penyediaan Infrastrukur

Pasal 259

(1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas

barang n-rilik daerah berupa:

a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana

dan prasarana;

b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan

dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas

dan / iltau kualitas infrastruktur; dan/atau

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan

dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas

dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.

(21 Mitra hSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi
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hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah

sebagerinrana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian

atau p:r(lzr saat berakhirnya perjanjian.

(3) Penyera han sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh mitra KSPI atas barang milik daerah

kepada PJPK.

Pasal 260

( 1) PJPK nicnyerahkan barang milik daerah yang diterima

dari mitra KSPI atas barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) kepada Bupati.

(2) Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa

infrastrr-rktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik

daerah scjak diserahkan kepada pemerintah daerah.

Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 261

Tahapan pt lirksanaan KSPI atas barang milik daerah yang

berada padzr Pengelola Barang meliputi:

a. permohonan;

b. penelit il r r administrasi;

c. pembcntukan Tim dan penilaian;

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI

berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback\;

e. penerbitunkeputusan;

f. penyeraharr barang milik daerah dari Bupati kepada

Penanggung Jawab proyek KSPI;

g. pemilihan mitra;

h. penandirtanganan perjanjian;

i. pelaksanalrn;

j. pengamanirn dan pemeliharaan;

k. pembar iiran bagian atas kelebihan keuntungan
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(clau-tback), jika ada; dan

1. pengakhiran.

Pasal 262

(1) KSPI atas barang milik daerah yang berada pada

Pengeloia Barang dapat dilakukan berdasarkan

permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan

secara tertulis kepada Bupati.

(2\ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat data dan informasi

mengen:r i:

a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/

pen lr nj ukkannya;

b. latar belakang permohonan;

c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan

KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas barang

milik daerah;

d. renc:rna peruntukan KSPI;

e. .jangka waktu KSPI; dan

f. estinrzrsi besaran pembagian kelebihan keuntungan

(clcuuback).

Pasal 263

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262

ayat (2) clilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibilitg studg)

provek KSPI;

b. sural pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan

c. sural kelayakan penyediaan infrastruktur dari

Kementerian/ Lembaga dan/atau Dinas Teknis

sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

(2\ Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit memuat:

a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;

b. dasar penunjukan/ penetapan;

c. barang milik daerah yang direncanakan untuk
dijadikan sebagai objek KSPI;
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d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK

KSPI; dan

e. kescdiaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan

ketcntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

(1) Bupati melakukan penelitian administrasi atas

permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan

bahwa barang milik daerah dapat dilakukan KSPI,

Bupati:

a. membentuk Tim KSPI; dan

b. mer-rugaskan Penilai untuk melakukan penilaian

barang milik daerah yang akan dilakukan KSPI guna

mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah

bersangkutan.

Pasal 265

(1) Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat

(2) huruf a berjumlah gasal dan beranggotakan antara

lain:

a. Pengclola Barang;

b. Peru'akilan dari OPD terkait; dan

c. Peru'akilan dari OPD yang membidangi pengelolaan

bartrng milik daerah.

(21 Tugas 'lin'r KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang

diusr-rlkan menjadi objek KSPI;

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah

dari KSPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257

ayat (1) huruf b; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh

Bupati.
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(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Tim KSPI dibebankan pada APBD.

(41 Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau

pihak vang berkompeten dalam rangka pelaksanaan

tugas.

Pasal 266

(1) Perhitlirrgan besaran pembagian kelebihan keuntungan

(clau-,bctck) dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258.

(2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam

pembaiaiErn kelebihan keuntungan (clauLback) dengan

mempci-timbangkan perhitungan Tim KSPI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPL

(3) Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian

kelebihan keuntungan (clautbackl yang ditetapkan Bupati

sebagairnzrna dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam

dokume n tender.

Pasal 267

(1) Bupati menerbitkan Keputusan KSPI apabila

permohonan KSPI dianggap layak, dengan

mempcrtimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI.

(2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekuran g-kurangnya memuat:

a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;

b. perlrrltukan KSPI, termasuk kelompok/jenis

infrastruktur;

c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (claubackl;

d. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan

e. per-rr.rn jukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.

(3) Salinan lieputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang.

(41 Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati

memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.
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Pasal 268

(1) Bupati rnenyerahkan barang milik daerah yang menjadi

objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur

berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 267 ayat ( 1).

(21 Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

yang ditandatangani oleh Bupati dan PJPK penyediaan

infrastruktur atas barang milik daerah.

(3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dalam ungka KSPI atas barang milik daerah dan bukan

sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 269

( 1) PJPK per-ryediaan infrastrukturatas barang milik daerah

menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari

proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah

dalam penyediaan infrastruktur.

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan

infrastruktur atas barang milik daerah kepada Bupati

paling lama I (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 270

(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani

perjanjiar-r KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari

hasil tender.

(2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama

2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya

Keputus:rn KSPI.

Pasal 27 7

(1) Berdasirrkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud

dalam lJasal 27O ayat (1), PJPK Penyediaan Infrastruktur
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menycrahkan barang milik daerah yang menjadi objek

KSPI kepada mitra KSPL

(21 Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani

oleh PJ l'li Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI.

(3) Penyeral-ran barang milik daerah yang menjadi objek KSPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam

rangka pemanfaatan barang milik daerah dan bukan

sebag:ri pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 272

(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan

penanclatanganan perjanjian KSPI sebagaimana

dimaksurd dalam Pasal 27O ayat (1) dan penyerahan

barang milik daerah kepada mitra KSPI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) kepada Bupati

dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan

Berita Acara Serah Terima (BAST).

(21 Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian

belum ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27O ayat (2) dinyatakan tidak

berlaku.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada a-r:rt (2), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan

oleh hal yang dilakukan oleh mitra KSPI,

penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3

(tiga) tal-run terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI

atas barang milik daerah.

Pasal 27 3

(1) Perjanjizrn KSPI atas barang milik daerah sekurang-

kurangrrr r memuat:

a. dasar perjanjian;

b. identitas para pihak;

c. barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan;
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d. perun Lukan pemanfaatan;

e. hak dan kewajiban;

f. jangka waktu pemanfaatan;

g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;

h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;

i. sanksi; dan

j. penyelesaian perselisihan.

(2) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sebagaimana

dimaksr,rcl pada ayat ( 1) dituangkan dalam bentuk Akta

Notaris.

Pasal 274

(1) Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan

pengam2rnan dan pemeliharaan atas:

a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan

b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah

berd:rsarkan perjanjian.

(2) PengamrLnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi

dan hilangnya barang milik daerah yang menjadi objek

dan hasil KSPI atas barang milik daerah.

(3) Pemelihtrraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki

barang nrilik daerah yang menjadi objek KSPI dan hasil

KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan

baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan

berhasil guna.

(4) Perbaik:rn barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada .r-\'at (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling

lambat perda saat berakhirnya jangka waktu KSPI.

(5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi beban

mitra KS Pl .
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Pasal 275

(1) Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik
daerah lang menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan

KSPI sesuai perjanjian.

(21 Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan

barang milik daerah objek KSPI.

Pasal 276

( 1) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan

keuntungan (clowback) disetorkan oleh mitra KSPI ke

rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 maret.

(2\ Bagian pemerintah daerah atas pembagian keiebihan

keuntungan (clawbackl yang terjadi pada tahun terakhir

dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh

mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat

10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu

perjanjian.

(3) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan

keuntungan (clou-tback\ sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat

kelebihan keuntungan (ctauback) yang diperoleh dari

yang direntukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 277

KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal:

a. berakhimya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah;

b. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah

secara sepihak oleh Bupati; atau

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

Pasal 278

(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 277 h:uruf b, dapat dilakukan

dalam I'ral mitra KSPI atas barang milik daerah:
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a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan

dari KSPI atas barang milik daerah yang ditentukan

paclrr saat perjanjian dimulai (claubackl; atau

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana

dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam

perj.rnj ian.

(2\ Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oieh Bupati berdasarkan hasil

pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna

Barang secara tertulis.

Pasal 279

(1) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, diautali dengan

penerbitrln teguran tertulis pertama kepada mitra KSPI

oleh Bupati.

(21 Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama

diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua

diterbitkein, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga

yang m('rupakan teguran terakhir.

(41 Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu

30 (tigr,r puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga

diterbitkan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran

KSP].

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3) serta surat pengakhiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PJPK.

(6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Bupati

dengan tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran
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KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ar irt (4) dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga

puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran

perjanjian KSPI.

Pasal 280

( 1) Mitra I{SPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI

paling lrrrnbat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI

berakhil kepada PJPK.

(2\ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dil:rkukan audit oleh auditor independen/ aparat

penga\\'irsan intern pemerintah atas pelaksanaan KSPI

atas barrang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK.

(3) Auditor independen / aparat pengawasan intern

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menyan'rpaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan

infrastrr-rktur atas barang milik daerah.

(4) PJPK mer.ryampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada mitra KSPI.

(5) Mitra IiSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana

dimaksLrcl pada ayat (4) dan melaporkannya kepada

PJPK.

Pasal 281

( 1) Mitra IiSPI menyerahkan barang milik daerah yang

menjacli objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada

PJPK rl:rlam keadaan baik dan layak digunakan secara

optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

(21 Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang

milik claerah, mitra KSPI wajib menyer-ahkannya

bersanrir:rn dengan penyerahan objek KSPI sebagaimana

dimaksr-rcl pada ayat (1).

(3) Penyeral.ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

(BAST).
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Pasal 282

Dalam hal n'rasih terdapat hasil audit yang belum selesai

ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima

sebagaimanar dimaksud dalam Pasal 281, Mitra KSPI tetap

berkewaj ibr,r n menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

Pasal 283

(1) PJPK melaporkan kepada Bupati:

a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a'7'r -

b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280

ayat (3); dan

c. hasil audit yang belum diselesaikal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 282.

(21 PJPK mc'nyerahkan kepada Bupati:

a. objck KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281

ayat ( 1); dan

b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281

ayat (2).

Paragraf Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 284

(1) Pengeloler Barang melakukan penatausahaan atas

pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada

pada Pengeloia Barang.

(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas

pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada

pada Pcngguna Barang.

Pasal 285

(1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran

pendapatiln daerah atas KSPI kepada Bupati sesuai

perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran pendapatan

daerah.

(21 Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana



- 161 -

dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber

pelaksanaan penatausahaan KSPI.

Paragraf Kesepuluh

Sanksi Dan Denda

Pasal 286

(1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran

atau nr('lakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan

ketentuun atas pembagian keuntungan KSPI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, mitra KSPI atas

barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana

diatur cluLam naskah perjanjian.

(21 Pembzl irran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukiin melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum

Daerah.

Pasal 287

(1) Dalam lr:rl barang milik daerah yang menjadi objek KSPI

tidak rlipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada

perjanjian, mitra KSPI memperbaiki sampai paCa kondisi

sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Perbaikirn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sudah st'lesai dilaksanakan paling lambat pada saat

berakhin'rya masa KSPI atas barang milik daerah.

Pasal 288

(1) Dalam lurl barang milik daerah yang menjadi objek KSPI

hilang se lama pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan

atau kt'laiaian mitra KSPI, mitra wajib mengganti objek

dan h:rsil KSPI dengan barang yang sama atau barang

yang se.jenis dan setara.

(21 Pengg:rrrtian barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada arirt (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling

lambat pada saat berakhirnya KSPI.
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Pasal 289

(1) Dalam l-ral perbaikan dan/atau penggantian barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 darl

Pasal 288 tidak dapat dilakukan, mitra KSPI membayar

biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara

tunai.

(2\ Penentu.ln besaran biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh PJPK.

Pasal 29O

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289

ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas

Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak

adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289

ayat (2],.

Pasal 29 1

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran

dalam hal:

a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 290

pada sailt berakhirnya KSPI; atau

b. belum rnenyerahkan barang milik daerah yang menjadi

objek KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat

berakhirnya KSPI.

Pasal 292

(1) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau

penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 290 belum dilakukan terhitung 1 (satu)

bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 291, mitra dikenakan sanksi

administratif berupa surat peringatan.

(2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau

penyerahan barang milik daerah belum dilakukan

terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan

sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur

dalam rr;rskah perjanjian.

Pasal 293

Dalam hal <lenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292

ayat (2) Lirlak dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf Kesebelas

Tata Cara Irclaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang

Pasal 294

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 261

sampai dengan Pasal 293 berlaku mutatis mutandis terhadap

tata cara pclirksanaan KSPI pada Pengguna Barang.

Pasal 295

Bupati mel:rkukan penelitian administrasi terhadap barang

milik dae rir Ir yang berada pada Pengguna Barang dengan

dilampiri slrrat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa

barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak sedang

digunakan arau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan

fungsi Pengquna Barang.
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BAB VIII

PDNGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 296

(1) Pengekilii Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa

Pengguner Barang wajib melakukan pengamanan barang

milik darerah yang berada dalam penguasaannya.

(21 Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada a.r''at (1), meliputi:

a. pengiirnanan fisik;

b. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan hukum.

Pasal 297

(1) Bukti lit pemilikan barang milik daerah wajib disimpan

dengan te rtib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah

dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 298

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau

pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik

daerah terrcntu dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan cl r i e'rah.

Paragraf Kedua

Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 299

(1) Pengamirnan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

a. memi,r.sang tanda letak tanah dengan membangun

pagar batas;
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b. menrirsang tanda kepemilikan tanah; dan

c. melakukan penjagaan.

(21 Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksernakan dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangirn pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah

yang bcrsangkutan

(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan

mer)irtausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah

se cir r:r tertib dan aman.

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. rnelengkapi bukti kepemilikan dan/atau

rnenyimpan sertifikat tanah ;

2. rrrcmbuat kartu identitas barang;

3. n'rclaksanakan inventarisasi/ sensus barang milik
claerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta

melaporkan hasilnya; dan

4 . mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/

I)cngguna Barang/Kuasa Pengguna.

(4\ Pengarnanan hukum dilakukan terhadap:

a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

b. taniih yang sudah memiliki sertifikat namun belum

atrrs nama pemerintah daerah.

Pasal 3O0

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 299 :ryat (1) huruf a belum dapat dilakukan

dikarenakarr l<eterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda

letak tanah rlilakukan melalui pembangunan patok penanda

batas tanah.

Pasal 3O 1

Tanda kepcr rriiikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

299 ayat (1) Iruruf b, dibuat dengan ketentuan antara iain:

a. berbaheur material yang tidak mudah rusak;

b. diberi tr-rlisan tanda kepemilikan;
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c. gambar lambang pemerintah daerah; dan

d. informasi lain yang dianggap perlu.

Pasal 302

(1) Penganrirnan hukum terhadap tanah yang belum

memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

299 a5,at (4) huruf a dilakukan dengan cara:

a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh

dokLrrnen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter

C, a kta iual beli, akte hibah, atau dokumen setara

1ainn1,a, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera

mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas

narra pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan

Nasionai/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

setempat/ Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan

ket('lltuan peraturan perundang-undangan; dan

b. apabil:r barang milik daerah tidak didukung dengan

dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal

kepcmilikan seperti riwayat tanah.

(2) PenganrrLnan hukum terhadap tanah yang sudah

bersertiiikat namun belum atas nama pemerintah daerah

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b
dilakukern dengan cara Pengelola Barang/Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera

mengajui<an permohonan perubahan nama sertifikat hak

atas tan:rh kepada kantor pertanahan setempat menjadi

atas nama pemerintah daerah.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan

Pasal 303

(1) Pengam:rnan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan

dengan. iintara lain:
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a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau

bangunan;

b. memasang tanda kepemiiikan berupa papan nama;

c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/

menanggulangi terjadinya kebakaran;

d. gedur-rg dan/atau bangunan yang memiliki fungsi

strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas

dan lungsi melakukan pelayanan langsung kepada

masyarakat dapat memasang Closed-Circuit

Teleuision (CCTV);

e. menvediakan satuan pengamanan dengan jumlah

sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau

bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau

bangunan tersebut.

(2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa

gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) clilakukan dengan memperhatikan skala prioritas

dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

antara lain:

a. fungsi penggunaan bangunan;

b. lokasi bangunan; dan

c. unsur nilai strategis bangunan.

(4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan

dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan,

dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas

dokumen sebagai berikut:

a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan

Bangunan (lMB);

b. keputusan penetapan status penggunaan gedung

dalt,i atau bangunan;

c. daltar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung

dan/atau bangunan;

d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau

bangunan;

e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau
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bangunan;

f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:

a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

(lMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin

Mer-rdirikan Bangunan (IMB); dan

b. mengusulkan penetapan status penggunaan

Paragraf Keempat

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 3O4

(1) Kendarrran dinas terdiri dari:

a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan

bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:

1. Bupati;

2. Wakil Bupati; dan

b. Kenclaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang

disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan

operasional perkantoran;

c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan

dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus,

Iapangan, dan pelayanan umum.

(21 Pengamanan Iisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

a. Kendaraan Perorangan Dinas;

b. Kenclaraan Dinas Jabatan; dan

c. Kenclaraan Dinas Operasional.

Pasal 305

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorarrgan dinas

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima

(BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/ Kuara
Pengguna Barang yang melakukan penatau$ahaan

kendar:rzrn perorangan dinas dengan Pejabat yang

menguLrn:rkan kendaraan perorangan dinas.

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
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pada a)'at (1) berisi klausa antara lain:

a. pernvataan tanggung jawab atas kendaraan dengan

ketcrangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun

perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas

perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat

padir kendaraan tersebut;

b. penr\ iltaan tanggung jawab atas kendaraan dinas

dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan

dinas tersebut;

c. perllvataan untuk mengembalikan kendaraan setelah

berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa

jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barangl

Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

pen:r[ausahaan kendaraan perorangan dinas;

d. pengcmbalian kendaraan perorangan dinas

dise liihkan pada saat berakhirnya masa jabatan

sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima

ken daraan.

(3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan

dalam lrt'rita acara penyerahan.

(4) Kehilar-rgan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi

tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

(1) Pengannnan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima

(BAST) I<cndaraan antara:

a. Per-igt'Lola Barang dengan Pengguna Barang yang

menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna

Barang;

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang

yan!l menggunakan kendaraan jabatan Kuasa

Pengguna Barang; dan

c. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dengan

pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.
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(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

pada afar (1) berisi klausa antara lain:

a. pern]'ataan tanggung jawab atas kendaraan dengan

keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun

perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian

perler-rgkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;

b. pernl,ataan tanggung jawab atas kendaraan dinas

dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan

dinas jabatan tersebut;

c. perlrlataan untuk mengembalikan kendaraan setelah

beriikhirnya jangka waktu penggunaan atau masa

jabatan telah berakhir; dan

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan

pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang

tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

(3) Pengernbalian kendaraan dinas jabatan dituangkan

dalam berita acara penyerahan kembali.

(4) Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung

jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi

sesuar I<ctentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 307

(1) Pengananan fisik terhadap kendaraan dinas operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung

jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan

ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas

operasional.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode

barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;

b. penr,\ ataan tanggung jawab atas kendaraan dinas

operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas

kendaraan dinas tersebut;
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c. penryataan untuk mengembalikan kendaraan dinas

segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;

d. pengembalian kendaraan dinas operasional

dituangkan dalam berita acara penyerahan kembaii;

datl

e. menl-impan kendaraan dinas operasional pada tempat

yar-rg ditentukan.

(3) Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari

kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari

ketentlran, maka Pejabat/ penanggung jawab yang

menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung

jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3O8

( 1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan,

dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan

menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen

sebagai berikut:

a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);

b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);

c. Berita Acara Serah Terima (BAST);

d. kartu pemeliharaan;

e. data ciaftar barang;dan

f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(21 Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara

lain:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan

kenclaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK,

termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB);

b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang

dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab

atas kehilangan kendaraan dinas bermotor;
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Paragraf Kelima

Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pasal 309

(l) Pengelola Barang/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang dilarang menelantarkan rumah negara.

(21 Pengamanan hsik rumah negara dilakukan, antara lain:

a. pemasangan patok; dan/atau

b. pemlrsangan papan nama.

(3) Pemasrrngan papan nama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) I-ruruf b meliputi unsur, antara lain:

a. logo pemerintah daerah; dan

b. nama pemerintah daerah.

Pasal 3 10

( 1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material

yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan

tinggi clisesuaikan dengan kondisi setempat.

(2) Setiap lr-rmah negara dipasang papan nama kepemilikan

pemerintah daerah.

Pasal 3 1 1

(1) Penganranan fisik terhadap barang milik daerah berupa

rumah r)egara dilakukan dengan membuat Berita Acara

Serah 'l'erima (BAST) rumah negara.

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

pada alat (1) dilakukan oleh:

a. Pengeuna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang

mclirkukan penatausahaan rumah negara dengan

pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang

mcnggunakan rumah negara pejabat negara atau

pcrrregang jabatan tertentu;

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang

melrkukan penatausahaan rumah negara dengan

Per-rgclola Barang yang menggunakan rumah negara

jabatan Pengelola Barang;

c. Pengt:krla Barang dengan Pengguna Barang yang
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menggunakan rumah negara jabatan Pengguna

Barang;

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang

yang menggunakan rumah negara jabatan Kuasa

Pengguna Barang; dan

e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan

penanggung jawab rumah negara yang dalam

penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola

Ba ra ng.

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 memuat antara lain:

a. pernYataan tanggung jawab atas rumah negara

der-rgan keterangan jenis golongan, luas, kode barang

runrah negara, dan kode barang sarana/ prasarana

rumah negara dalam hal rumah negara tersebut

dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;

b. perr-r1'ataan tanggung jawab atas rumah negara

dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah

negil ra tersebuti

c. pern)'ataan untuk mengembalikan rumah negara

setelah berakhirnya jangka waktu Surat lzin

Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir

kepiida Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;

d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali

pada saat berakhirnya masa jabatan atau

berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada

Per-rgelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna

Ba rar-rg;

e. Pengembalian sarana/ prasarana apabila rumah

negara dilengkapi sarana/ prasarana sesuai Berita

Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali

pada saat berakhirnya masa jabatan atau

berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang; dan

f. Penverahan kembali dituangkan dalam Berita Acara
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Ser:rh Terima (BAST).

Pasal 3 12

(1) Kewajibi.rr-r penghuni rumah negara, antara lain:

a. memelihara rumah negara dengan baik dan

bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan

ring:rn atas rumah negara bersangkutan; dan

b. merrlt'rahkan rumah negara dalam kondisi baik

kep:Lcla pejabat yang berwenang paling lambat daiam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

ditcrimanya keputusan pencabutan Surat lzin
Penghunian (SIP).

(2\ Penghr,rni rumah negara dilarang untuk:

a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa

izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada OPD

YallC bersangkutan;

b. merrqgunakan rumah negara tidak sesuai dengan

fungsi dan peruntukkannya;

c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik

sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak

lain;

d. menverahkan rumah negara, baik sebagian maupun

kescluruhannya, kepada pihak lain;

e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah

ne{{ara sebagai agunan atau bagian dari

pertiurggungan utang dalam bentuk apapun; dan

f. mengh uni rumah negara dalam satu daerah yang

sarna bagi masing-masing suami/istri yang berstatus

Pegau,ai Negeri Sipi1.

Pasal 3 13

(1) Penetap:rn Status Penggunaan barang milik daerah

berupa rumah negara ditetapkan oleh Bupati.

(2) Hak pcnghunian rumah negara berlaku sebagaimana

ditetapkir n dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali

ditentr.rliirn lain dalam keputusan pencabutan Surat lzin
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Penghunian (SIP).

(3) Surat lz,in Penghunian (SIP) untuk rumah negara

golongari I ditetapkan oleh Pengelola Barang.

(41 Surat lzin Penghunian (SIP) untuk rumah negara

golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna

Barang.

(5) Surat lzin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud

pada alat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya harus

mencantumkan:

a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai

(NIP), dan jabatan calon penghuni rumah negara;

b. masrr berlaku penghunian;

c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi

keu,ajiban yang melekat pada rumah negara.

d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP)

terlr irdap penghuni, yang dilakukan:

1 . paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat

meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal

clunia;

2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak

Iicputusan pemberhentian, bagi penghuni yang

lrcrhenti atas kemauan sendiri atau yang

dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat

tcrbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang

rnelanggar larangan penghunian rumah negara

-r ang dihuninya; dan

4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia

lrensiun.

Pasal 3 14

(1) Penghur-ri rumah negara golongan I yang tidak lagi

menduclr"rki jabatan harus menyerahkan rumah negara.

(2) Pengh r-r n i rumah negara golongan II dan golongan III

tidak lagi menghuni atau menempati rumah negara
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karena:

a. dipinclahtugaskan (mutasi);

b. izin penghuniannya berdasarkan

Penghunian (SIP) telah berakhir;

c. berhenti atas kemauan sendiri;

d. berhcnti karena pensiun; atau

e. diberhentikan dengan hormat atau

hormat.

Surat lzin

tidak dengan

Pasal 315

(1) Suami/ istri/ anak/ ahli waris lainnya dari penghuni

rumah negara Golongan II dan rumah negara golongan III

yang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara

yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak

saat diterimanya keputusan pencabutan Surat lzrn

Penghr-rrrian (SIP).

(21 Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara

Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3) Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan

III ciiiakukan oleh Pengguna Barang yang

menataLrsahakan rumah negara bersangkutan atas

persetuj uan Pengelola Barang.

Pasal 316

(1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah

negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah

negara golongan III, maka Pengelola Barang/Pengguna

Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian dan

melaporkan hasil penyelesaian kepada Bupati.

(2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat

meminta bantuan OPD/unit kerja OPD terkait.

Pasal 3 17

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah

negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat,
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menyimpan, clan menatausahakan secara tertib dan teratur

atas dokumt rr, antara lain:

a. sertifikat alau surat keterangan hak atas tanah;

b. Surat Izin Penghunian (SIP);

c. keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara

golongan l, golongan II atau golongan III;

d. gan:,bar I legger bangunan;

e. data daftar barang; dan

f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Paragraf Keenam

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah

Berupa Barang Persediaan

Pasal 3 1B

(1) PenganriLnan fisik barang persediaan dilakukan, antara

lain:

a. mencmpatkan barang sesuai dengan frekuensi

pengeluaran jenis barang;

b. merrr cciiakan tabung pemadam kebakaran di dalam

guclrrng/tempat penyimpanan, jika diperlukan;

c. menyediakan tempat penyimpanan barang;

d. melindungi gudang/ tempat penyimpanan;

e. menrrmbah prasarana penanganan barang di gudang,

jikr, d iperlukanl

f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan

g. melerkukan pengamanan persediaan.

(2) Pengamanan administrasi barang persediaan diiakukan,

antara lrLirr:

a. bukrr persediaan;

b. kartu barang;

c. Berita Acara Serah Terima (BAST);

d. berita acara pemeriksaan fisik barang;

e. Sural Perintah Penyaluran Barang (SPPB);

f. lapolr,rr persediaan Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang semesteran/ tahunan;
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g. doklunen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengam:rnan hukum barang persediaan dilakukan,

dengan melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi

yang dikenakan pada pihak-pihak yang

bertanggr-rngjail,ab atas kehilangan barang persediaan

akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf Ketujuh

Cara Pcngamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah,

Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara,

Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai

Dokumen Berita Acara Serah Terima

Pasal 3 19

(1) Penganrirnan fisik barang milik daerah berupa selain

tanah, gcdung dan/atau bangunan, rumah negara, dan

barang persediaan yang mempunyai dokumen berita

acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang

di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan kantor.

(21 Penganrirnan administrasi barang milik daerah berupa

selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara,

dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita

Acara Scrah Terima (BAST) dilakukan, antara lain:

a. fakt r-rr pembelian;

b. dokrirnen Berita Acara Serah terima (BAST);

c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

(3) Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain

tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan

barang persediaan yang mempunyai dokurnen Berita

Acara Scrah Terima (BAST) dilakukan dengan melakukan

pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada

pihak-pihak yang bertanggungiawab atas kehilangan

barang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undan gir r.r .
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Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah

Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 320

(1) Pengam:rnan fisik barang milik daerah berupa barang tak

berwujud dilakukan dengan:

a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada

pih:rk-pihak tertentu yang berwenang terhadap

pengoperasian suatu aplikasi;

b. melakukan penambahan seatritg sAstem terhadap

aplikasi yang dianggap strategis oleh pemerintah

daerah.

(2) Pengam:rnan adminstrasi barang milik daerah berupa

barang tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melalui:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan

menatausahakan secara tertib dan teratur atas

dokr-imen sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima (BAST);

2. lisensi; dan

3. dokumen pendukung terkait lainnya yang

cli perlukan.

b. mer-rgaj ukan hak cipta dan lisensi kepada instansi

atau pihak yang memiliki kewenangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 32 1

(1) Barang vang dipelihara adalah barang milik daerah

dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang.
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(21 Pengelol:r Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna

Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang

milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(3) Tujuan ciilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah

sebagainana dimakud pada ayat (2) adalah untuk

menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik

daerah agar sela1u dalam keadaan baik dan layak serta

siap digr,rnakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4\ Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran

belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup,

(5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksr-rcl pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

(6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan

dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung

jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik

daerah.

Paragraf Kedua

Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 322

(1) Pemelil.uLraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321

berpeclonrern pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang

milik dacrah.

(21 Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

dari clali:rr kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 323

(1) Kuasa Pcngguna Barang wajib membuat Daftar Hasil

Pemelil'raraan Barang yang berada dalam

kewen:L rr gannya.

(21 Kuasa Per-rgguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan

penelitian secara berkala setiap enam bulan/per
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semeste r.

(3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti

Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dan

menyusLur daftar hasil pemeliharaan barang yang

dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

(4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun

penggrlna barang atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan

untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi

pemeliharaan barang milik daerah.

(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakuki rrr terhadap:

a. angg:rran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan;

dan

b. targct kinerja dan realisasi target kinerja

pe nrc Iiharaan.

(6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar

Hasil Pcmeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola

Barang secara berkala.

Pasal 324

(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang

milik daerah dilakukan pencatatan kartu

pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus

barang/ 1:engurus barang pembantu.

(2\ Kartu 1-rtmeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud

pada ar':rt (1) memuat:

a. nama barang;

b. spesifikasinya;

c. tanggal pemeliharaan;

d. jenrs pekerjaan atau pemeliharaan;

e. barang atau bahan yang dipergunakan;

f. biaya pemeliharaan;

g. pihak vang melaksanakan pemeliharaan; dan

h. hal lirir-r yang diperlukan.
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BAB IX

PENILAIAN

Pasal 325

(1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka

pen)rusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan,

atau pemindahtanganan.

(2) Penilaiar-r barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penetap:rn nilai barang milik daerah dalam rangka

penyusllnan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan

berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan

(sAP).

(4) Biaya r.ang diperlukan dalam rangka penilaian barang

milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 326

( 1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/ atau

bangunan dalam rangka pemanfaatan atau

pemindi rhtanganan dilakukan oleh:

a. Peniiai Pemerintah; atau

b. Peniiai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2\ Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ir adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang

mempunvai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota

asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

(3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada avat ( 1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai

wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangii lr.

(4) Nilai u'ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab

Penilai.
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Pasal 327

(1) Penilarrrn barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunrrn dalam rangka pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan

oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang

ditetapkan Bupati.

(2) Tim sclxrgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia

penaksir- harga yang unsurnya terdiri dari OPD/Unit

Kerja tcrkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Penilai l'cmerintah atau Penilai Publik.

(4) Penilaiirn barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada zr.r'at ( 1) dilaksanakan untuk mendapatkan niiai

wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang..rn.

(5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukar-r oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan

Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya

merupa ka n nilai taksiran.

(6) Hasil l)cnilaian barang milik daerah sebagaimana

dimaksr-rci pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 328

( 1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan

penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang

milik ti:rerah yang telah ditetapkan dalam neraca

pemerin tah daerah.

(21 Penilaiar.r kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah proses revaiuasi dalam rangka pelaporan

keuangrrn sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

yang r-rrr.'tode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar

penilaia n .

(3) Keputusern mengenai penilaian kembali atas nilai barang

milik dzrerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang

ditetapliiLri oleh Bupati dengan berpedoman pada

ketentlrirrr pemerintah yang berlaku secara nasional.



- 184 -

(4\ Ketentll.rn pemerintah yang berlaku secara nasional,

sebageiirnana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan

yang ditctapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas

pemerintah daerah.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 329

( 1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi

penyelcnggaraan tugas pemerintahan daerah dapat

dipindrrhtangankan.

(21 Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

a. pen-jLurlan;

b. tukzrr menukar;

d. hibal'rl atau

e. penvcrtaan modal pemerintah daerah.

Pasal 330

(1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah

dilakukun penilaian.

(2\ Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada a-r'tr t ( 1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk

hibah.

(3) Penilaiair.r sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanurkan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 33 1

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan

setelal'r nrendapat persetujuan DPRD untuk:

a. tanal) dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih
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dari Rp5.OOO.OOO.O00,- (lima miliar rupiah).

(21 Pemind:rhtanganan barang milik daerah benrpa tanah

dan/at.ru bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

perliltaan kota;

b. harlrs dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

pengganti sudah disediakan dalam dokumen

penganggaran;

c. dipelurntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah

daerah yang bersangkutan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-

uncliLngan, yang jika status kepemilikannya

dipcrtahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 332

(1) Tanah clan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai

dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf a,

dimaksr-rdkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan

dimaksr-rc'l terjadi perubahan peruntukan dan/ atau fungsi

kawasan s,ilayah.

(21 Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan

penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perlu clilakukan penyesuaian yang berakibat pada

peruberlrrrn luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 333

Bangunan vang harus dihapuskan karena anggaran untuk

bangunan pcngganti sudah disediakan dalam dokumen

pengangganur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat

(2) huruf b. climaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah

bangunan vang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan
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yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran

yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Pasal 334

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai

negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf c,

adalah:

a. tanah clan/atau bangunan yang merupakan kategori

rumah ncgara/daerah golongan III;

b. tanah ),ang merupakan tanah kavling yang menurut

perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan

pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan.

Pasal 335

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi

kepentir-rgan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 1 af at (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan

yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut

kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat

banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan,

termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam

iingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah

dengan negara lain atau masyarakat/ lembaga

internasional.

(2J Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) rrntara lain sebagai berikut:

a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan

perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;

b. saluran air minum/air bersih dan/ atau saluran

pembuangan air;

c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya,

termasuk saluran irigasi;

d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

- 186 -
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e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau

terminal;

f. tempat ibadah;

g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial

h. pas:rr umum;

i. fasilitas pemakaman umum;
j. fasilitas keselamatan umum) antara lain tanggul

penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-1ain

benca na;

k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana

pendukungnya untuk lembaga penyiaran pubiik;

n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan

neElara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan

lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan

Bangsa-Bangsa;

o. fasiliters Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

p. rumah susun sederhana;

q. tempat pembuangan sampah untuk umum;

r. ca€aar alam dan cagar budaya;

s. promosi budaya nasional;

t. pertamanan untuk umum;

u. panti sosial;

v. lembaga pemasyarakatan; dan

w. pem bangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga

listnk termasuk instalasi pendukungnya yang

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

terpisahkan.

Pasal 336

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331
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ayat (2\ dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

persetujuan Bupati.

Pasal 337

(1) PemincLrl-rtanganan barang milik daerah selain tanah

dan/ataur bangunan yang bernilai sampai dengan

Rp5.O0O.O00.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2\ Pemindirhtanganan barang milik daerah selain tanah

dan/atzru bangunan yang bernilai lebih dari

Rp5.O00.O00.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Nilai sclragaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupril<an nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam

bentuk penjuaian, tukar menukar dan penyertaan modal.

(41 Nilai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meruparkan nilai perolehan untuk pemindahtanganan

dalam lrcntuk hibah.

(5) Usul u;rtuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana

dimaksurd pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan avirl (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga

Penjualan

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 338

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan

pertim bi r ngan:

a. untLrli optimalisasi barang milik daerah yang berlebih

atalr tidak digunakan/dimanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah

apalrila dijual; dan/atau
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c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undilngan.

(2) Barang nrilik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

barang milik daerah yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau

tidak din-ranfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 339

(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang,

kecuali dalam hal tertentu.

(2) Lelang. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penjualiLn barang milik daerah yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau

lisan I ar-rg semakin meningkat atau menurun untuk
mencal,iri harga tertinggi.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksantrkan setelah dilakukan pengumuman lelang dan

di hadapan pejabat lelang.

(4) Pengecualian daiam hal tertentu sebagaimana dimaksud

pada zrvat (1) meliputi:

a. Burtrng milik daerah yang bersifat khusus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih

lanjut oleh Bupati.

(5) Barang rnilik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana

dimaksLrd pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang

yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan

peraturarl perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada

penglruninya yang sah.

b. Ken<laraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Bupati;

2. Wakil Bupati;

3. M antan Bupati;

4. n trntan Wakil Bupati
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(6) Barang rnilik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud
pada a\ irt (4) huruf b antara lain yaitu :

a. tan:rh dan/atau bangunan yang akan digunakan

untuk kepentingan umum;

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal

penqi1d23n1ya digunakan untuk pembangunan

perr,rrnahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah

yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari

ke:rdaan kahar (force majeurel;

d. bar.igrrnan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang

diju:rl kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan

dibangun kembali; atau

f. sel:rin tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki

bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi

Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

(1)

Pasal 340

Dalanr rangka penjualan barang milik daerah

dilakukiin penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

Dikecr-ralikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah

berup:r tanah yang diperlukan untuk pembangunan

rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penil:rian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakr-rkirn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dan

Pasal 32 7.

Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik

daerah sccara 1e1ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

339 a1':rt (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor

penyesr-raian.

Nilai scbagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

(2)

(3)

(4)

(s)
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(6)

limit/brrtersan terendah yang disampaikan kepada Bupati,

sebagai clasar penetapan nilai limit.

Nilai limit/ batasan terendah sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan

di1e1ang.

Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditetapl<an oleh Bupati selaku penjual.

(7\

Pasal 34 1

(1) Barang rnilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

yang ti(lak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan

lelang ulang sebanyak 1(satu) kali.

(2\ Pada pclaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam h.rl setelah pelaksanaan lelang ulang, barang

milik clircrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

laku dij ua1, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan

penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,

penyertira n modal atau pemanfaatan.

(4) Pengek.rlir Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksLLcl pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah

mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 342

(1) Barang rnilik daerah berupa selain tanah dan/atau

banguniLn yang tidak laku dijual pada lelang pertama,

dilakukzu-r 1e1ang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

(2\ Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diiakukan penilaian ulang.

(3) Dalam h:rl setelah pelaksanaan lelang uiang sebagaimana

dimaksr.rd pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola

Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang,

tukar me nukar, hibah, atau penyertaan modal.

(4) Pengclola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksucl pada ayat (3) atas barang milik daerah selain



-192-

tanah durn/atau bangunan setelah mendapat persetujuan

Bupati untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,

atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan

pemusn:rhan.

Pasal 343

(1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan

seluruhrrla ke rekening Kas Umum Daerah.

(21 Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan

Layanan Umum Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik
daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

umlrm sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan

daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas

Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik

daernh dalam rangka selain penyelenggaraan tugas

dan ltngsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan

penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke

rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf Kedua

Objek Penjualan

Pasal 344

(1) Objek pe r.rjualan adalah barang milik daerah yang berada

pada Pengelola Barang / Pengguna Barang, meliputi:

a. tannh dan/ atau bangunan;

b. selair-r tanah dan/atau banguan.

(2) Penjualar-r barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakuk:in dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara
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ekor.romis lebih menguntungkan bagi daerah apabila

barang milik daerah dijual, karena biaya operasional

dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada

manfaat yang diperoleh; dan

c. memcr-ruhi persyaratan yuridis, yakni barang milik
daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a antara lain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai

dengan tata ruang wilayah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak

dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan

daer:rh;

c. tan.llr kavling yang menurut awal perencanaan

pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan

perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang

bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak

dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau

pemanfaatan.

(4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunrrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukar-r dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara

ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah

daerarh apabila barang milik daerah dijual, karena

biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih

besar daripada manfaat yang diperoleh; dan

c. meme nuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik
daer':Lh tidak terdapat permasalahan hukum.

(5) Persyarzrtan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

hurul a antara lain:
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a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat

digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila

dipc rbaiki;

b. bar:rng milik daerah secara teknis tidak dapat

digrrnakan lagi akibat modernisasi;

c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan

dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam

spcsrlikasi akibat penggunaan, seperti terkikis,

hrrn.trrs. dan lain-lain sejenisnya; atau

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan

din'ranfaatkan karena mengalami pengurangan dalam

timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau

susLrt dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 345

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang

menurut iru:rl perencanaan pengadaannya diperuntukkan

bagi pembar rgunan perlrmahan pegawai negeri pemerintah

daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 339 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajr-rrrn permohonan penjualan disertai dengan bukti

perenciu)aan awal yang menyatakan bahwa tanah

tersebut akan digunakan untuk pembangunan

perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang

bersangl<utan; dan

b. penjualrrn dilaksanakan langsung kepada masing-masing

pegar.r,:r i negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 346

(1) Penjuzrlirrr barang milik daerah berupa kendaraan

bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila

telah rnemenuhi persyaratan, yakni berusia paling

singkat 7 (tujuh) tahun.
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(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud paCa ayat (1)

adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun

perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terl-ritung mulai tanggal, bulan, dan tahun

pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan

bermotor rusak berat dengan sisa kondisi hsik setinggi-

tingginl,a 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan

kendar:r:rn bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7

(tu.juh) trrhun.

(4) PenjualzLn kendaraan bermotor dilakukan sebelum

berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berclasarkan surat keterangan tertulis dari instansi

yang bcrkompeten

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 347

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang diiakukan berdasarkan:

a. Inisiatif Bupati; atau

b. Permohonan pihak lain.

Pasal 348

( 1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang

diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang

melipr.rt r rrntara lain:

a. datrr barang milik daerah;

b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan

yuridis oleh Pengelola Barang.
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(21 Pengelola Barang menyampaikan usulan

kepada Bupati disertai perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

penjualan

penj ualan

Pasal 349

( 1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (2).

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan

penelitian.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penc'litian data administratif;

b. penelitian fisik.

Pasal 350

(1) Penelitiirn administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11.19 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi

termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah,

dan data identitas barang, untuk data barang miiik

dacrah berupa tanah;

b. tahurrr perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai

perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas

barang, untuk data barang milik daerah berupa

bangunan; dan

c. tahlu) perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku,

dan data identitas barang, untuk data barang milik

daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349

ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan

fisik brrlang milik daerah yang akan dijual dengan data

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian

untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui

Pengelo)rr Barang.
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Pasal 35 1

(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 350 ayat (3), Bupati melalui

Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan

penilai:rn atas barang milik daerah yang akan dijual.

(21 Hasil pcnilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikrrn sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan

barang r n ilik daerah.

Pasal 352

(1) Pengclola Barang mengajukan permohonan persetujuan

penjualirn barang milik daerah kepada Bupati.

(2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana

dimaksr-rd pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD,

Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan

persetu juan penjualan kepada DPRD.

(3) Pengaj r-ran permohonan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

a. tan.ih dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

derl:rrn Pasal 33i ayat (1) huruf a;

b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) hurufb.
(4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud

pada err:Lt (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka

sebelurn dilakukan penjualan terlebih dahulu harus

dilakukan penilaian ulang.

(5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud

pada :r\'at (a) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah

dengar hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bupati tidak

perlu mengajukan permohonan baru persetujuan

penjual.u-r barang milik daerah kepada DPRD.

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana

dimaksLrd pada ayat (5) kepada DPRD.
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Pasal 353

(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual

berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam

Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 350 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam 352 ayat (1) dan ayat (2).

(21 Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. datai barang milik daerah yang akan dijual;

b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik
dacrah; dan

c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

Pasal 354

(1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan

barang milik daerah yang dilakukan secara lelang,

Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan

barang rnilik daerah dengan cara lelang kepada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

(21 Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) merupakan penjualan

barang milik daerah yang dilakukan tanpa lelang,

Pengelola Barang melakukan penjualan barang milik
daerah secara langsung kepada calon pembeli.

(3) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada aliit (1) dan ayat (2\ dilakukan serah terima barang

berdasa rkan:

a. Risalah 1e1ang, apabila penjualan barang milik daerah

dilakukan secara lelang; dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah

dilal<ukan tanpa lelang.
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Pasal 355

(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

354 a1,at (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

(BAST).

(2\ Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

mengaj r-ikan usulan penghapusan barang milik daerah

kepada tsupati.

Paragraf Keempat

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang

Pasal 356

( 1) Penjualar-r barang milik daerah pada Pengguna Barang

diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan,

antarar ll r ir-r :

a. data barang milik daerah;

b. pertin-rbangan penjualan; dan

c. pertin-rbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan

yuntlis oleh Pengguna Barang.

(21 Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan

usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud

pada a1'at (1) kepada Bupati.

(3) Tata car':r penjualan barang milik daerah pada Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 sampai

dengan Pasal 354 berlaku mutatis dan mutandis pada

tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengguna

Barang.

Pasal 357

(1) Serah te rima barang penjualan barang milik daerah pada

Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima (BAST).

(2) Berdasi r rkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana

dimaksr-rd pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan
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usulan penghapusan barang milik daerah kepada

Pengelola Barang.

Paragraf Kelima

Tata Carra Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara

Dar-r Pegawai Aparatur Slpii Negara (ASN)

Pasal 358

(1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual

tanpa nrclalui lelang kepada pejabat negara dan mantan

pejabat rlegara, adalah:

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun

l)erolehannya, untuk perolehan dalam kondisi

lrtrru; atau

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun

pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut

pada angka 1.

b. suclirh tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

(2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual

tanpa melalui ielang kepada pegawai ASN adalah telah

berusi:r paling singkat 5 (lima) tahun:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya,

untrLk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya,

untr-rk perolehan selain tersebut pada huruf a.

Pasal 359

(1) Kendala:ir-r perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui

lelang kepada:

a. pejabat negara;

b. mzrntrrn pejabat negara; atau

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ar, r.aitu:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati.
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(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, yaitu:

a. Manttln Bupati;

b. Mrrr,trrr': Wakil Bupati.

Pasal 360

(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan

peror.rngan dinas tanpa mel:rlui lelang adalah:

a. tcl:rh memiliki masa kerja atau masa pengabdian

selaura 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-

turr,rt, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi

Pejabat Negara;

b. tidrili sedang atau tidak pcrnah dituntut tinciak pidana

dengan ancaman hukuman pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun.

(21 Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pacla ayat

(1) hurlrl'a adalah secara berkelanjutan menjalani masa

jabat.rn 1;arda instansi yang sama atau pada instansi yang

berbeclii.

Pasal 36 1

(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan

kendarrurn perorangan dinas pada tahun terakhir periode

jabat:rn Pejabat Negara.

(21 Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara

sebagninrana dimaksud pada ayat (1) adaltrh tahun

terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kendar:ran perorangan clinas yang dijual tanpa melalui

lelang prLling banyak 1 (satr-r) unit kendaraan b.rgi 1 (satu)

orang i)cjabat Negara, untuk tiap penjuiilan yang

dilakul<an.
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Pasal 362

( 1) Mantan Pejabat Negara 1,ang dapat membeli kendaraan

perorang.{n dinas tanpa melalui lelang memenuhi

persyaratan:

a. telah memiliki masa kcrja atau masa pcngabdian

selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-

tunrt, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi

Pelabat Negara sampai dengan berakhirnya masa

j abaran;

b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas

tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan

merltrbat sebagai Pejabat Negara;

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana

dengan ancaman hukuman pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun; dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari

jabirlilnnya.

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hun-rl' a adalah secara berkelanjutan menjalani masa

jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang

berbedl

Pasal 363

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui

lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1

(satu) r,rnit kendaraan bagi I (satu) orang mantan Pejabat

Negara, rrntuk tiap penjualan yang dilakukan.

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan

Penjualarn kendaraan perorangan dinas paling lama 1

(satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat

Negara i ang bersangkutan.

Pasal 364

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan

perorangan tlinas yang dijual kcpada Pejabat Negetra/ mantan

Pejabat Negrtla yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan

ketentuan sr:bagai berikut:
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a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan

7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh

persen) clari nilai wajar kendaraan;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga

jualnya adalah 2O%o (dua puluh persen) dari nilai wajar

kendariran.

Pasal 365

Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa

kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan

cara pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan

Pejabat Negirra;

Pasal 366

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366

dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah

paling lamar 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya

surat persrt Lrjuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;

dan

Pasal 367

Apabila penrbayaran atas penjualan kendaraan perorangan

dinas sebagirimana dimaksud dalam Pasal 367 belum lunas

dibayar, maka:

a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang miiik
daerah:

b. kendariran tersebut tetap digunakan untuk keperluan

dinas;

c. biaya pcrbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab

Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan

d. kendanuin tersebut dilarang untuk dipindahtangankan,

disewal<ar-r, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak

lain.

Pasal 368

(1) Pejabat Ncgara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi

syarat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf a,
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Pasal 3ir7 huruf a, dan Pasal 368, dicabut haknya untuk

membeli kendaraan perorangan dinas.

(2\ Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh

Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana

dimaksucl pada ayat (1), digunakan kembali untuk
pelaksanaan tugas.

Pasal 369

(1) Biaya ,v-'ang telah dikeluarkan oieh pemerintah daerah

untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan

dibeli clalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya

persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat

Negara -r'ang membeli kendaraan perorangan dinas

tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365.

(2) Biaya -r ang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah

untuk pcrbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan

perorangan dinas.

Pasal 370

(1) Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan

perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah

jangka \\'aktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang

pertam:I.

(2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai

Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 371

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa

melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358,

diau,ali ilcngan pengajuan permohonan penjualan oleh:

a. Pejalxrt Negara, pada tahun terakhir periode jabatan

Pejabat Negara;
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b. Manrrrn Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun
sej:rl< berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang

bersangkutan;

(21 Pengajr-rru'r permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) rlisampaikan oleh:

a. Pejalrrrt Negara kepada Pengguna Barang;

b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati; dan

(3) Surat Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuill rntara lain:

a. dat:r pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan

tem l)at/ tanggal lahir; dan

b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan

dina s.

Pasal 372

(1) Surat l')crmohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

372 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.

(21 Dokumt'n pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bagi Pejabat Negara/mantan pejabat negara, antara

lain:

a. fotol<opi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat

Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi

man tan Pejabat Negara;

b. fotoliopi kartu identitas;

c. surut pernyataan yang menyatakan belum pernah

menrbeli atau pernah membeli kendaraan perorangan

dinirs tanpa lelang setelah jangka waktu 1O (sepuluh)

tahr-rn sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;

d. dalanr hal Pejabat Negara mengajukan pembelian

kerlbali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang,

dilarrpirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan

mer.jadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan

janq]{a waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembclian

penirlna kendaraan perorangan dinas sebagaimana

dimaksud pada huruf c;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah
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membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui

lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat

Negarra bagi mantan Pejabat Negara; dan

f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau

tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman

hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun.

Pasal 373

(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 372 ayat (3), Pengguna Barang melakukan

persiapan permohonan penjualan, antara lain:

a. data irclministrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjclasan dan pertimbangan penjualan kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang.

(21 Dalam ha1 persiapan permohonan penjualan

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah selesai,

Penggun:r Barang melalui Pengeloia Barang mengajukan

usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang

kekuaszrzrn pengelolaan barang milik daerah disertai:

a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

b. fotol<opi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

c. surert permohonan dan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (2) dan

ayat (3);

d. rinciirn biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

daclirh untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas

yang, akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sebelum adanya persetujuan penjualan; dan

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah

adn kendaraan pengganti.

(3) Bupati rnelakukan penelitian atas usulan permohonen

penjuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(41 Dalam rnelakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada a\ {rt (3), Bupati membentuk Tim untuk:
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a. mel.lkukan penelitian kelayakan alasan dal
penimbangan permohonan penjualan barang milik
daelah;

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan

fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual
dengan data administratif.

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui

Pengelola Barang.

(6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai

untuk rnelakukan penilaian atas kendaraan perorangan

dinas yzrng akan dijual.

(71 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan

barang rnilik daerah.

Pasal 374

( 1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (5) dan ayat

(7) kepuda Bupati sesuai batas kewenangannya.

(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka

sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus

dilakukan penilaian ulang.

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan

perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil

penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. datar kendaraan perorangan dinas;

b. nilai perolehan;

c. nilai buku;

d. hargi.r jual kendaraan perorangan dinas; dan

e. rincitrn biaya yang telah dikeluarkan pemerintah

dacr:rh untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas

yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
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seb('lum adanya persetujuan penjualan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37O ayat (1) untuk Pejabat

Negara dan pegawai ASN.

(41 Dalam l-ra1 Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati

membcritahukan secara tertulis kepada pemohon melalui

Penggclola Barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan

kendariran perorangan dinas kepada Pejabat

Negara, mantan Pejabat Negara.

(6) Berdasnrkan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengguna Barang menyiapkan perjanjian

penjualiin kendaraan perorangan dinas yang

ditandatangani Bupati dengan pegawai ASN.

(7) Perjanj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

sekuran g-kurangnya memuat:

a. identitas pegawai ASN;

b. data kendaraan perorangan dinas;

c. bentr-Lk pembayaran dan jangka waktu; dan

d. hak clan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 375

(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum

Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga

jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 365; dan

b. biavri yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah

untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang

akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sebclum adanya persetujuan penjualan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37O ayat (1).

(2\ Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas

Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan

dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 365.
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(3) Pegau,ari ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum

Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga

jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 365; dan

b. biava yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah

untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang

akan dibeii dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana

dimriksud dalam Pasal 370 ayat (1).

(4\ Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar

yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan

pembal'aran dari Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

(5) Pengelola Barang/ Pengguna Barang mengajukan usulan

penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut

serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(4).

(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan

penga\\'rlsan dan pengendalian pelaksanaan penjualan

dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai

tugas, llngsi, dan kewenangan masing-masing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7\ Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan

penjualar-r dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam

Pasal 359 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan

tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Bagian Keempat

Tukar Menukar

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 376

(1) Tukar menukar barang milik daerah

dengan pcrtimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan

penvelenggaraan pemerintahan;

dilaksanakan

operasional
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b. untr.rk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(21 T\rkar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditempr,rh apabila pemerintah daerah tidak dapat

menye tlitrkan tanah dan/atau bangunan pengganti.

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tukar menukar dapat dilakukan:

a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang

wilir.i ah atau penataan kota;

b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya

terpencar;

c. daltun rangka pelaksanaan rencana strategis

penre rintah pusat/ pemerintah daerah;

d. guntr mendapatkan/ memberikan akses jalan, apabila

objck tukar menukar adalah barang milik daerah

berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi,

atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

apabila objek tukar menukar adalah barang milik

daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Tukar nrenukar barang milik daerah dapat dilakukan

dengan pihak:

a. Pen'rt'rintah Pusat;

b. Pemcrintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum

milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;

d. Pen'rL:rintah Desa; atau

e. S\\ rrs La;

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e

adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum

maupllrl perorangan.

Pasal 377

(1) T\rkar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a. tanzrh dan/ atau bangunan yang telah diserahkan

kepada Bupati;
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b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada

Pengguna Barang; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(21 Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

antara Iain tanah dan/atau bangunan yang masih

dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang

wilayah irtau penataan kota.

(3) T\rkar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 378

Tukar menr:kar dilaksanakan setelah dilakukan kajian

berdasarkan:

a. aspek teknis, antara lain:

1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan

2. spesilikasi barang yang dibutuhkan;

b. aspek el<onomis, antara lain kajian terhadap nilai barang

milik daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti;

c. aspek 1'uridis, antara lain:

1. tata rlrang wilayah dan penataan kota; dan

2. bukti l<epemilikan.

Pasal 379

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379

terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan, t3r-rpati dapat memberikan alternatif bentuk lain

pengelolaan barang milik daerah atas permohonan

persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelol,a

Barang/ Pengguna Barang.

Pasal 380

(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:

a. barang sejenis; dan/atau

b. bare rrs tidak se jenis.
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(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik
daerah l.rerupa tanah, harus berupa:

a. tanirlr, atau

b. tanarh dan bangunan.

(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik
daerah berupa bangunan, dapat berupa:

a. tan:r lr:

b. tanah dan bangunan;

c. bangunan; dan/atau

d. selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayirt (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan

pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar

menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 381

(1) Nilai brrrang pengganti atas tukar menukar paling sedikit

seimbarrg dengan nilai wajar barang milik daerah yang

dilepas.

(2) Apabila r-rilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai

wajar l;arang milik daerah yang dilepas, mitra tukar

menukrrr wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum

Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar

barang milik daerah yang dilepas dengan niiai barang

penggan ti.

(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilal<sanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum

Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 382

(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharukan

mitra tukar menukar membangun bangunan barang

pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan

penga\\'rrs dengan persetujuan Bupati berdasarkan

pertiml-langan dari OPD terkait.
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(2) Konsulti.rn pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merrrpakan badan hukum yang bergerak di bidang

penga\\,ersan konstruksi.

(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 383

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang

mendapat persetujuan Bupati sesuai

kewenangan nya.

setelah

dengan

Paragraf Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 384

Pelaksanaarr tukar menukar barang milik daerah yang berada

pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan

tukar menukar; atau

b. permobonan tukar menukar dari pihak sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 377 ayat (41.

Pasal 385

(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang

didasarl<i,rn pada kebutuhan pengelola barang

sebagarrnana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a, diawali

dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan

penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar

menukar yang didasarkan pada pertimbangan

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1) dan

ayat (3).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliprti:
a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari arpck

tekr-r is, ekonomis, maupun y'uridis;

b. penelirian data administratif; dan

c. penciitian fisik.
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(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar

situasi termasuk lokasi tanah, 1uas, peruntukan,

kode barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan, untuk data barang milik daerah berupa

tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama

barang, konstruksi bangunan, luas, status

kepen'rilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku,

untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi

barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data

barang milik daerah berupa selain tanah dan/ atau

bangunan.

(4\ Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan hsik barang

milik ci:rerah yang akan ditukarkan dengan data

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

(4) dituar-rgkan dalam berita acara penelitian.

(6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati

untuk penetapan barang milik daerah menjadi objek

tukar menukar.

Pasal 386

(1) Berdasirrkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 386 ayat (6), Pengelola Barang menlusun rincian

rencana barang pengganti sebagai berikut:

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya

seslrai dengan tata ruang wilayah;

b. bangr-rnan meliputi: jenis, 1uas, dan konstruksi

bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis
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barang, kondisi barang dan spesiiikasi barang.

(21 Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 326 darr. Pasal 327 terhadap

barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang

pengg.urti.

(3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 387

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 387 ayat (3), Bupati melakukan penetapan

mitra tukar menukar.

(2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling

sedikit rnemuat:

a. mitr.l tukar menukar;

b. barang milik daerah yang akan dilepas;

c. nilai rvaj ar barang milik daerah yang akan dilepas

yang masih berlaku pada tanggal keputusan

dit t r bitkan; dan

d. rincian rencana barang pengganti.

(3) Pengelola Barang mengajukan perrnohonan persetujuan

tukar rr-renukar kepada Bupati.

(41 Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan

DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan

persetujuan tukar menukar kepada DPRD.

(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41, Bupati

dan nritra tukar menukar menandatangani perjanjian

tukar menukar.

(6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra tukar

menukrr r melaksanakan:

a. pekcrjaran pembangunan/pengadaan barang

pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar,

untuk tukar menukar atas barang milik daerah

berupa tanah dan/atau bangunan.
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b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang

pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar

ternrasuk menyelesaikan pengurusan dokumen

adnrinistratif yang diperlukan, tukar menukar atas

barir rg milik daerah berupa selain tanah dan / atau

bangunan.

Pasal 388

(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring

pelaksarnaan pengadaan/ pembangunan barang

pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan

peneliti;r rr Ia pa ngan.

(21 Sebelurn dilakukan penverahan barang milik daerah

yang dilcpas, Pengelola Barang melakukan penilaian

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327

terhadiLp kesesuaian barang pengganti sesuai dengan

yang tcrtLlang dalam perjanlian tukar menukar.

(3) Dalam iral hasil penilaian sebagaimana tersebut pada

ayat 12) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian

spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan

perjanj ian tukar menukar, mitra tukar menukar

berkeu ri.jiban melengkapi / memperbaiki ketidaksesuai

terseblr t .

(4) Dalam hal keivaj iban mitra tukar menukar untuk

melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada

ayat (31 ticlak dapat dipcnuhi, maka mitra tukar menukar

berkeu a.jiban untuk menlelorkan selisih nilai barang

milik claerah dengan barang pengganti ke rekening Kas

Umum Daerah.

(5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian

kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain

bukti ke pemilikan, serta menyiapkan Berita Acara Serah

Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola

Barang clan mitra tukar menukar.
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Pasal 389

(1) Berd:rsarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana

dimaksr,rd dalam Pasal 388 ayat (5) Pengelola Barang

melakukan serah terima barang, yang dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagainrana dimaksud pacla ayat (1), Pengelola Barang

mengaj rr kan usulan penghapusan barang milik daerah

yang dile pas dari daftar bararng Pengelola kepada Bupati

serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan

permr.ilr,.rnan penetapan stiltus penggunaan terhadap

barang pengganti sebagai barang milik daerah.

Pasal 390

(1) Pelakstrnaan tukar menukar barang milik daerah yang

didasar-lian pada permohoiran dari pihak sebagaimana

dimaksL.rcl dalam Pasal 385 huruf b, diau,ali dengan

mengtrj r,rkan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

disert:ri tiata pendukung berupa:

a. ri n t'iir r r peruntukan;

b. jenis,' spesifikasi;

c. lokasi/data teknis;

d. perkiraan nilai barang pengganti; dan

e. ha] 1:r i n yang diperlukan.

(3) PelaksiLrraan tukar menukar barang milik daerah yang

didasarl<an pada kebutuhan Pengelola Barang

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 386 sampai dengan

Pasal 390 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan

tukar nrt'nukar barang milik daerah yang didasarkan

pada ;rc:'mohonan dari pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 377 ayat (4).
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Paragraf Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar

Pada Pengguna Barang

Pasal 39 1

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan

tukar menukar kepada Bupati melalui Pengelola Barang,

dengan disertai:

a. penjelasan / pertimbangan tukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar
menrrkar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;

c. PeraLr:ran daerah mengenai tata ruang wilayah atau

penataan kota;

d. data administratif barang milik daerah yang dilepas;

dar-r

e. rinciirn rencana kebutuhan barang pengganti.

(2\ Data administratif barang milik daerah yang dilepas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

diantaranya:

a. statlrs penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar

siturLsi termasuk lokasi tanah, 1uas, kode barang,

kode register, nama barang, dan nilai perolehan,

untuk barang milik daerah berupa tanah;

b. tahr,rn pembuatan, kode barang, kode register, nama

barang, konstruksi bangunan, luas, status

kepe milikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk

bar:rng milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi

bamng, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk

barar-rg milik daerah berupa selain tanah dan/ atau

bangunan.

(3) Rincian rencana kebutuhan barang PenSpnti
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. luas rlan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan

tata ruang wilayah, untuk barang milik daerah

berupa tanah;
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b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta

sarana dan prasarana penunjang, untuk barang milik
daerah berupa bangunan; dan/atau

c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi

barii r rg untuk barang milik daerah berupa selain

tanah dan/atau bangunan.

(4) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

386 sampai dengan Pasal 390 ayat (1) berlaku mutatis

mutanclis pada pelaksanaan tukar menukar barang milik

daerah pada Pengguna Barang.

(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST),

Penggur-ra Barang mengajukan usulan penghapusan

barang rnilik daerah yang dilepas dari Daftar Barang

Penggurra kepada Pengelola Barang serta Pengguna

Barang mencatat dan mengajukan permohonan

penetapan status penggunaan terhadap barang

pengganti sebagai barang milik daerah.

Paragraf Keempat

Perj:rnjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 392

Tukar rnenukar dituangkan dalam perjanjian.

Perj anj rrrn sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pihak;

b. jenis dan nilai barang milik daerah;

c. spesrlikasi barang pengganti;

d. klausr,rl bahwa dokumen kepemilikan barang

per-rgganti diatasnamakan pemerintah daerah;

e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;

f. hak cian kewajiban para pihak;

g. ketcntuan dalam ha1 terjadi kahar (force majeurel;

h. san lisi; dan

i. penl'clesaian perselisihan.

Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra

tukar n'rcnukar dengan Bupati.

(1)

(2)

(3)
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Pasal 393

(1) Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) .

(21 Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar
menukar dan Pengelola Barang.

(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud

pada avrrt (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukar untuk barang pengganti yang telah siap

digunakan pada tanggal pedanjian tukar menukar

ditanda tangani.

(4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud

pada a]'at (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah

tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar

untuk barang pengganti yang belum siap digunakan

pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)

hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar

telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul

yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 394

Bupati beru'enang membatalkan perjanjian T\rkar Menukar

secara sepihak dalam ha1 Berita Acara Serah Terima (BAST)

tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu

sebagaimana climaksud dalam Pasal 394 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kelima

Hibah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 395

(1) Hibah barang milik daerah

pertimba ngan untuk kepentingan:

dilakukan dengan



a. sosial;

b. buda1.'a;

c. keagamaan;

d. kemrLnusiaan;

e. per-rdidikan yang bersifat non komersial;

f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan

daerah.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah

termasuk hubungan antar negara, hubungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan

antar:r pemerintah daerah dengan masyarakat/ lembaga

internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang

menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 396

(1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila

memen r.rhi persyaratan:

a. bukan merupakan barang rahasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat

hidup orang banyak; atau

c. tidirl; digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas

dan iungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2\ Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan

hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima

hibah.

Pasal 397

(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan

sebagairnana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah

hibah.

{2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 398

(1) Pihak r :ing dapat menerima hibah adalah:



a. lembzrga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan,

lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan

yang bersifat non komersial berdasarkan akta

pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau
perr-]yataan tertulis dari instansi teknis yang

kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah

sebagai lembaga dimaksud;

b. pen'rcrintah pusat;

c. pemcrintah daerah lainnya;

d. pem, rintah desa;

e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana

alanr dengan kriteria masyarakat berpenghasilan

renclah (MBR) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

unclirngan.

(21 Pembclian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:

a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa

daprLt dihibahkan kepemilikannya kepada desa;

b. Banrng milik desa yang telah diambil dari desa, oleh

perrrcrintah daerah kabupaten/kota dikembalikan

kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk

fasilitas umum.

Pasal 399

(1) Hibah clapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan

kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada

Pengguna Barang; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal

pengacli i:rnnya direncanakan untuk dihibahkan sesuai
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yang t('rcantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA)

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan

b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang lebih optimal apabila dihibahkan.

(4\ Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Bupati.

Paragraf Kedua

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 400

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati; atau

b. permolronan dari pihak yang dapat menerima Hibah

sebagainrana dimaksud dalam Pasal 399.

Pasal 40 1

( 1) Pelaksa naan hibah barang milik daerah pada Pengelola

Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati

sebagairnana dimaksud Pasal dalam 4O1 huruf a, diawali

dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan

penelitian.

(2) Penelitiar-r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penc'litian data administratif; dan

b. penclitian fisik.

(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud

pada alat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. stal Lr s dan bukti kepemilikan, gambar situasi

ternrasuk lokasi tanah, 1uas, kode barang, kode

register, nama barang, nilai perolehan, dan
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perlurtukan, untuk data barang milik daerah berupa

tanah,

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,

kodc register, nama barang, nilai perolehan, nilai
bukr-r, dan status kepemilikan untuk data barang

milil< daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepcmilikan, kode barang, kode register, nama

banu-rg, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah

untuk data barang milik daerah berupa selain tanah

dar-r / atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

(4\ Dalam melakukan penelitian terhadap data calon

penerinrir hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurul cl, Tim dapat melakukan klarilikasi kepada instansi

yang beru,enang dan berkompeten mengenai kesesuaian

data calon penerima hibah.

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf ir dilakukan dengan cara mencocokkan fisik

barang n-rilik daerah yang akan dihibahkan dengan data

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Hasil pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ayat (.1) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara

penelitrrrn.

(7\ Tim me nyampaikan berita acara hasil penelitian kepada

Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi

objek hibah.

(8) Dalam ha1 berdasarkan berita acara penelitian

sebagairnana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat

dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta

surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada

calon pe nerima hibah.

Pasal 4O2

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

hibah kcpada Bupati.
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(2\ Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati

terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan

Hibah kcpada DPRD.

(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati

sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang

sekuran g- kurangnya memuat:

a. pener-ima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang

dapat dilakukan penJrusutan, untuk tanah dan/atau

ba ngu nan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang

dapat dilakukan penl,usutan, untuk selain tanah

dan / atau bangunan; dan

e. perl.lntukan hibah.

Pasal 403

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4O3 ayat (3), Bupati dan pihak

penerima hibah menandatangani naskah hibah.

(2\ Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

c. tujnrrn dan peruntukan hibah;

d. hak clan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pihak penerima hibah; dan

f. penl'elesaian perseiisihan.

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima

barang milik daerah kepada penerima hibah yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
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(41 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagair-r-rana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang

mengajrrkan usulan penghapusan barang milik daerah

yang telah dihibahkan.

Pasal 404

(1) Pelaks:rnaan hibah barang milik daerah pada pengelola

barang vang didasarkan pada permohonan dari pihak

yang clapat menerima hibah sebagaimana dimaksud

Pasal ,+01 huruf b, diawali dengan penyampaian

permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. data pemohon;

b. alasan permohonan;

c. peruntukan hibah;

d. jenis/ spesifikasi/nama barang milik daerah yang

din'rol'ronkan untuk dihibahkan ;

e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di

mohonkan untuk dihibahkan;

f. lokasi/ data teknis; dan

g. surai pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 405

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal .105 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk

melakukan penelitian.

(2\ Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah

terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada

inisiatil' Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402

sampai dengan Pasal 404 berlaku mutatis mutandis

terhada p tata cara penelitian sampai dengan

pelaksan:ran serah terima pada pelaksanaan hibah yang

didasarlian pada permohonan pihak pemohon

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4O5.

(3) Apabilrr permohonan hibah tidak disetujui, Bupati
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melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak

yang r.rrt'r.rgajukan permohonan hibah, disertai dengan

alasann,\,a.

Paragraf Ketiga

Tata Car:i Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang

Pasal 406

(i) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna

Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada

OPD oleir Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.

(21 Penelitinn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penclitian fisik.

(3) Peneliti:rn data administratif sebagaimana dimaksud

pada a-r'lt (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi

termasuk lokasi tanah, 1uas, kode barang, kode

register, nama barang, nilai perolehan, dan

perLlntukan, untuk data barang milik daerah berupa

tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,

kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai

buktr, dan status kepemilikan untuk data barang

milik daerah berupa bangunan;

c. tahLur perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti

kepemilikan, kode barang, kode register, nama

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk

data barang milik daerah berupa selain tanah

dan,, i11611 bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada syat (21

huruf l.l dilakukan dengan cara mencocokkan lisik

barang nrilik daerah yang akan dihibahkan dengan data

administ ratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
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ayat (.+ I dituangkan dalam berita acara penelitian dan

selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan

permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang

memuat:

a. data calon penerima hibah;

b. alaszn untuk menghibahkan;

c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

d. perrrn tukan hibah;

e. tahr.lr perolehan;

f. status dan bukti kepemilikan;

g. nilai perolehan;

h. jenisT spesifikasi barang milik daerah yang

dinrohonkan untuk dihibahkan; dan

i. lokasi.

(7\ Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada avat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan

menerirrii.r hibah.

Pasal 407

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan

dihibahkan vang berada pada Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud tlalam Pasal 4O2 berlaku mutatis mutandis

terhadap tar:r cara penelitian atas permohonan yang diajukan

oleh Penggurna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud dnlam Pasal 407.

Pasal 408

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

hibah kepada Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati

terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan

hibah kL:pada DPRD.

(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui
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DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati

menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-

kuran gr rr a memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang

dapat dilakukan peny'usutan, untuk tanah dan/atau

bangunan;

d. nilai 1;erolehan dan nilai buku terhadap barang yang

daptr t dilakukan penyusutan, untuk selain tanah

dan / atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

(4) Apabila 1;ermohonan Hibah tidak disetujui, Bupatimelalui

Pengeiolir Barang menerbitkan surat penolakan kepada

Penggunar Barang yang mengajukan permohonan disertai

dengan alasannya.

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana

dimaksLrd pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak

penerinrir hibah menandatangani naskah hibah.

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

memua t sekurang-kurangnya:

a. iden t it as para pihak;

b. jenis rlan nilai barang yang dilakukan hibah;

c. tujlriu) dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepacla pihak penerima hibah; dan

f. penlclcsaian perselisihan.

(71 Berdasrirkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Pengelola Barang meiakukan serah terima

barang milik daerah kepada penerima hibah yang

dituangl<:rn dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(B) Berdasirrkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagairnana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang

mengajlrkan usulan penghapusan barang milik daerah

yang telrrh dihibahkan.
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Pasal 4O9

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah

dan/atau biingunan dan selain tanah dan/atau bangunan

yang dari arval pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (2) dan ayat (3)

huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pe r r-v"ertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 4 10

( 1) Penyertiran modal pemerintah daerah atas barang milik

daerah dilakukan dalam rangka pendirian,

pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha

Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang

dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perund:r r r g-undangan.

(21 Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan

sebagai berikut:

a. Bartrng milik daerah yang dari awal pengadaannya

sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi

Badnn Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan

hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka

penLisasan pemerintah; atau

b. Bar-rrrrg milik daerah lebih optimal apabila dikelola

olel'r Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan

hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah

ada nraupun yang akan dibentuk.

(3) Penycrtir:Ln modal pemerintah daerah ditetapkan dengan

Peratur:r r-r Daerah.

(4) Barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal

pemerir t ah daerah kepada Badan Usaha Milik
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NegaraT'Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Negara: rnenjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti

ketentrriur peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 1 1

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah dapat berupa:

a. tanalr dan/atau bangunan yang telah diserahkan

Buprrti;

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang;

ataLl

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(21 Penyerlri;rr-t modal pemerintah daerah atas barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

diiaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat

persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 4 12

(1) Penetaptrn barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunar-r yang akan disertakan sebagai modal

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

412 alirt (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas

kewenir nqannya.

(2) Tanah rian/atau bangunan yang berada pada Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (ll
hurul b antara lain tanah dan/atau bangunan yang

sejak rl',val pengadaannya direncanakan untuk

disert:rlirrn sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang

tercant urn dalam dokumen penganggaran, yaitu

Dokumcn Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(3) Barang rnilik daerah selain tanah dan/ atau bangunan

yang ircrada pada Pengguna Barang sebagaimana

dimaksLrrl dalam Pasal 412 ayat (1) huruf c antara lain

meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang dari awal pengadaannya untuk disertakan

sebrrqai modal pemerintah daerah;
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b. barerng milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

yar-rg lebih optimal untuk disertakan sebagai modal

pen rcrintah daerah.

Pasal 413

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan

berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan

modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Atas Barang Milik Daerah pada Pengeloia Barang

Pasal 414

(1) Pengelolir Barang melaksanakan penilaian dengan

menugaskan:

a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326,

untLrk tanah dan/atau bangunan yang akan

dijaciikan objek penyertaan modal;

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat

melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 327, untuk selain tanah dan/atau bangunan

yan3, akan dijadikan objek penyertaan modal.

(2) Pengekrl:r Barang menyampaikan hasil penilaian kepada

Bupati.

(3) Bupati rrembentuk Tim untuk melakukan penelitian

terhadap:

a. hasil ir.nalisis kelayakan investasi yang dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan,

spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode

barirr.rg, kode register, nama barang, dan nilai

perolchan atau nilai buku;

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah

daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 1.

(4) Tim mclakukan kajian bersama dengan calon penerima

penyertiran modal pemerintah daerah dan/atau OPD

terkait. '. irng dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
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(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud

pada a1':rt (4), penyertaan modal pemerintah daerah layak

dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal

pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan

kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah

daerah verng berasal dari barang milik daerah.

(6) Tim mcnyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana

dimaksr-rd pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan

menerima penyertaan modal pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 4 15

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

penyert.ran modal pemerintah daerah kepada Bupati.

(2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah

memerlrrkan persetujuan DPRD, Bupatiterlebih dahulu

mengaj r-rkan permohonan persetujuan kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan tidak disetujui oieh Bupati

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui

oleh DI'liD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

melalur Pengelola Barang memberitahukan pada calon

penerimtr penyertaan modal disertai dengan alasan.

(41 Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah

daerah :rtas barang milik daerah disetujui oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh

DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang

akan discrtakan sebagai penyertaan modal.

(5) Pengelolii Barang menlziapkan rancangan Peraturan

Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah

dengan rnelibatkan OPD terkait.

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan

pembahirsan bersama dan selanjutnya ditetapkan

sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan moda1.
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Pasal 4 16

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 416 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan

penyerlrlan modal pemerintah daerah berpedoman pada

keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 16 a1'at (4).

(2\ Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati

sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

melakr-rl<trn serah terima dengan penerima Penyertaan

Modal lrcmerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita

Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 4 17

Berdasark:rrr Berita Acara Serah Terima sebagaimana

dimaksud clalam Pasal 4 1 7 ayat (2), Pengelola Barang

mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang

telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf Ketiga

Tata Carar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 4 18

(1) Penyeltuan modal pemerintah daerah yang dari awal

pengaclrrannya direncanakan untuk dijadikan sebagai

penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna

Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul

kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan

data btn-rpa:

a. data administratif, antara lain:

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen

perencanaannya;

2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan

3. Iicputusan penetapan status penggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai

penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan
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(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan

untuk optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan

usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang

kepad:r Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan

data belupa:

a. data administratif, antara lain tahun perolehan,

spes ifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode

bating, kode register, nama barang, dan nilai

perole han atau nilai buku;

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai

pen),crtaan modal sesuai ketentuan peraturan

peru ndang-undangan.

(3) Tata c:rru penyertaan modal pemerintah daerah mengenai

penilairr rr sampai dengan serah terima barang yang

disertakar-r sebagai penyertaan modal pemerintah daerah

yang bcrada pada Pengelola Barang sebagaimana

dimaks Lrcl dalam Pasal 4 1 5 sampai dengan Pasal 4 17

berlakr-r rnutatis mutandis pada penilaian sampai dengan

serah tcrima barang yang akan disertakan sebagai

penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada

penggull.r barang.

Pasal 4 19

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna

Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik

daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah

daerah.

BAB XI

PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 420

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a. tidak clapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,

dan/aterr-r tidak dapat dipindahtangankan; atau
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terdaprrt alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perunderng-undangan.

Pasal 42 i
(1) Pemusnrrhan dilaksanakan oleh Pengguna Barang

setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang

milik dererah pada Pengguna Barang.

(21 Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah

mend:rpirL persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah

pada Pcngelola Barang.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan

dilaporl<zrr-r kepada Bupati.

Pasal 422

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

a. dibakar:

b. dihanctrrkan;

c. ditimbrrn r

d. ditenggelamkan;atau

e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanglrn.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang

Pasal 423

(1) PengajtriLn permohonan pemusnahan barang milik daerah

dilakukirn oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. pertnnbangan dan alasan pemusnahan; dan

b. datir barang milik daerah yang diusulkan

pemusnahan.

(3) Data bzrrang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b antara lain meliputi:
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a. kode barang;

b. kodc register;

c. namil barang;

d. tahr-r n perolehan;

e. spesilikasi barang;

f. kondisi barang;

g. jumlah barang;

h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

i. nilai perolehan; dan

j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat

dilakukan penyrrsutan.

(4\ Pengajrrirn permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

f. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang; dan

2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat

digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau

tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

irndangan.

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah

yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

c. kartr,r identitas barang, untuk barang milik daerah

yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;

dan

d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Pasal 424

(1) Pengekrlir Barang melakukan penelitian terhadap

permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud

dalar;: Pasal 424.

(2) Penelitiar.r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. penclitian kelayakan pertimbangan dan alasan

permohonan pemusnahan barang milik daerah;

b. penclirian data administratif; dan

c. penclitian fisik.

(3) Peneliti:rn data administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara iain:

a. kodc barang;

b. kodc register;

c. nanril barang;

d. tah u rr perolehan;

e. spesifikasi barang;

f. konrlisi barang;

g. jumlirh barang;

h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang

harr-rs dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

i. nilai perolehan; dan/atau
j . niln i buku, untuk barang milik daerah yang dapat

dilakurkan penyusutan.

(4\ Penelitrrn lisik sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang

milik <laerah yang akan dimusnahkan dengan data

adminisLratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati

sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan

barang nrilik daerah.

Pasal 425

(1) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah

tidak clisetujui, Bupati memberitahukan kepada

Penggr,r na Barang melalui Pengelola Barang yang

mengzrj u kan permohonan disertai dengan alasan.

(2\ Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah

disetujrri, Bupati menerbitkan surat persetujuan

pemusnahan barang milik daerah.
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(3) Surat persetujuan pemusnahan barang miiik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuitt:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi

kode barang, kode register, nama barang, tahun

perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah

barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang

milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. keu,ajiban Pengguna Barang untuk melaporkan

pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 426

(1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (2),

Penggurra Barang melakukan pemusnahan barang milik

daerah.

(21 Pelaksar-raan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan

dilaksar-rakan paling lama I (satu) bulan sejak tanggal

penerbitar-r surat persetujuan pemusnahan barang milik

daerah iileh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

426 ay'at (2).

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan

usulan penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cerra Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 427

(1) Pengaj urrr-r permohonan pemusnahan barang milik

daerah dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati.

(2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada

Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen

penduktrng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis
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terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan

dan scrtir kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola

Barang.

Pasal 428

( 1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

usulan pcmusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

428.

(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan

barang milik daerah pada Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 425 ayat (2\, ayat (3), dan ayat (4)

berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian

terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah

pada Pengelola Barang.

(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah

tidak disctujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola

Barang <lisertai dengan alasan.

(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah

disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan

pemusnahan barang milik daerah.

(5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah

sebagarnrana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit

memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk

din'rlrsnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi

kodc' barang, kode register, nama barang, tahun

perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah

bar:rng, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang

milik daerah yang dapat dilakukan penyrrsutan; dan

b. keu'ajrban Pengelola Barang untuk melaporkan

pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 429

( 1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik

daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (41,

Pengeiola Barang melakukan pemusnahan barang milik

daerah.
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(2) Pelakszrrriran pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) .lituangkan dalam berita acara pemusnahan dan

dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari

Bupati.

(3) Berdasirrkan berita acara pemusnahan sebagaimana

dimaksr-rcl pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan

usulan penghapusan barang milik daerah.

BAB XII

PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 430

Penghapusirrr barang milik daerah meliputi:

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau

Daftar Barang Kuasa Pengguna;

b. pengherpusan dari Daftar Barang Pengelola; dan

c. penghal;usan dari Daftar Barang Miiik Daerah.

Pasal 43 1

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau

Daftar lJarang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud

dalam l'..rsal 43t huruf a, dilakukan dalam hal barang

milik cl:rerah sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2\ Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana

dimaksLrd dalam Pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hd
barang milik daerah sudah tidak berada dalam

penguasiian Pengelola Barang.

(3) Penghal;usan dari Daftar Barang MiUk Dacrah

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c

dilakukrrr-r dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana

dimaksr.Ld pada ayat (1) dan ayat (21 disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
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b. putrrsan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

c. menlalankan ketentuan undang-undang;

d. pemr-rsnahan; atau

e. sebalr lain.

Pasal 432

(i) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam

pengu.rsiran Pengelola Barang, Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

a. pen,', e rahan barang milik daerah;

b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;

c. pemir-rdahtanganan atas barang milik;

d. putr-rsan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

e. menjalankan ketentuan peraturan pemndang-

undangan;

f. pemlrsnahan; atau

g. seb.i l) lain.

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

merupakan sebab-sebab yang secara normal

dipertimbangkan waj ar menjadi penyebab penghapusan,

seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut,

menguirl), mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai

akibat clari keadaan kahar (force majeurel.

Pasal 433

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433

ayat (l) untuk barang milik daerah pada Pengguna

Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan

penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mcndapet

perset u.iuan Bupati.

(21 Pengha lrr-rsan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 433

ayat (l) untuk barang milik daerah pada Pengelol,a

Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan

penghapusan oleh Bupati.
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(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan

penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan

karena:

a. pengarlihan status penggunaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;

b. pemindahtanganan; atau

c. pemr.rsnahan.

(41 Bupati clapat mendelegasikan persetujuan penghapusan

barang milik daerah berupa barang persediaan kepada

Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna

dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang miiik daerah

sebagaunana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)

dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 434

(1) Pengh:rprrsan karena penyerahan barang milik daerah

kepada tsupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433

ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang.

(2\ Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukar-r setelah Pengelola Barang menerbitkan

keputuszrn penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusarn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lama I (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang

sejak t:rnggal Berita Acara Serah Terima (BASR

penyerahan kepada Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan brrang

miiik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
kepada Bupati, dengan melampirkan:

a. keputr,rsan penghapusan; dan
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b. Beritir Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada

Bu 1.1rti.

(5) Berdasirrkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan

penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar

barang rnilik daerah.

Pasal 435

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan

barang rnilik daerah kepada Bupati harus dicantumkan

dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna

Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan

semest('ran dan laporan tahunan.

Pasal 436

(1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan

barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) huruf b

dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang.

(2) Pengha pusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukrrn setelah Pengelola Barang menerbitkan

keputlrsarn penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama I (satu)

bulan cliterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal

Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status

pengglrrraan barang milik daerah.

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan:

a. kepLrl usan penghapusan; dan
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b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status

penggunaan barang milik daerah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan

penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar

barang milik daerah.

Pasal 437

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan

status penggunaan barang milik daerah harus

dicantr-rmkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang.

(2) Perubal'ran daftar barang milik daerah sebagai akibat dari

pengaliirar-r status penggunaan barang milik daerah

harus r.licantumkan dalam laporan barang milik daerah

semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 438

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang

milik claerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433

ayat (1) huruf c diiakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang

(2) Penghzrpusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakuliiLn setelah Pengelola Barang menerbitkan

keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

lama I (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang

sejak tturggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4) KeputLrsiin penghapusan barang milik daerah karena

peminclahtanganan atas barang milik daerah

disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:

a. Risalal'r Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST),

dzrLi:.r-r hal pemindahtanganan dilakukan dalam

be r-rttLk penjualan secara lelang;
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b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

penj ualan tanpa lelang, tukar menukar, dan

Pe n1,311rrn modal pemerintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam

hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

hibah.

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati

dengan nrelampirkan:

a. Keputusan Penghapusan; dan

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah l,elang, dan

Naskah Hibah.

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus

barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 439

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari

pengha;rr-rsan karena pemindahtanganan harus

dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/ laporan

barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan

Penggur-ra Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahur-r Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari penghapusan karena pemindahtanganan harus

dicantun'rkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan.

(1)

Pasal 440

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang

teiah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ru&h
tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dim*sud
dalam Pasal 433 ayat (1) huruf d dilakukan oleh

Penggunri Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Penggr"rna Barang mengajukan permohonan

penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola

(2)
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Barang r ang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan,

koclt' barang, kode register, nama barang, jenis,

identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagainrana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan / fotokopi putusan pengadilan yang telah

dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Pengclr.rla Barang melakukan penelitian terhadap

permohonan penghapusan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang

meliputi:

a. penrlitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait

bararng milik daerah sebagai objek putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. pent'litian lapangan (on site ulsil), jika diperh.rkan.

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian

antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan

pengaclilan dengan barang milik daerah yang menjadi

objek per-mohonan penghapusan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dirnaksud

pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan pcrmohonan

persetu.iuan kepada Bupati.

Pasal 44 1

Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44L ayat (2) tidak

(1)
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disetujr-ri, Bupati melalui Pengelola Barang

memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan

alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah

disetuj ui, Bupati menerbitkan surat persetujuan

penghapusan barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data

barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,

diantaranya meliputi:

a. kodc barang;

b. kodc register;

c. namir barang;

d. tahur-r perolehan;

e. spesili kasi/ identitas teknis;

f. konclisi barang;

g. jumlirir;

h. nilai perolehan;

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat

dilakukan penyusutan; dan

j. keu :r.jiban Pengguna Barang untuk melaporkan

peiaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui

Pengelola Barang.

(3)

Pasal 442

(1) Berdasirll<an persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

dalam I'rrsal 422 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan

keputus:rn penghapusan barang.

(21 Keputusarn penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa

Penggurrir Barang melakukan penghapusan barang milik

daerah clari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna.

(3) Keputu s:rn penghapusan barang milik daerah

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu)

bulan riiterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
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persetujuan penghapusan barang milik daerah dari

Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada

Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan

barang milik daerah.

(5) Berdaszrrkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 443

Penghapusrrrr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 1, Pasal

442 dan Pasal 443 hanya dilakukan karena adanya putusan

pengadilan r-ang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 444

(1) Perubal'ran Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporarr tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatar-r hukum tetap harus dicantumkan dalam

laporar semesteran dan laporan tahunan.

Pasai 445

(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1ll3 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan

permohonan penghapusan barang milik daerah oleh

Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola

Barang.

(21 Permolrunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit rnemuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
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b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihal;uskan, yang sekurang-kurangnya meliputi

tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,

dan / atau nilai Perolehan.

(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap

permohotran penghapusan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(4) Berdaserrkan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3). Pengelola Barang mengajukan permohonan

persettt.i iran kePada BuPati.

Pasal 446

(1) Apabiia Bupati menyetujui permohonan sebagaimana

dimaksrLcl dalam Pasal 446 ayat (4), Bupati menerbitkan

surat pCrsetujuan PenghaPusan.

(2) Surat Jrersetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. datn barang milik daerah yang disetujui untuk

dihrrpuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi

tahrrrr perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, spesifikasi/ identitas teknis, jenis, kondisi,

junrlrrh, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kervtr.iiban Pengguna Barang untuk melaporkan

pelail<sanaan penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada iryat (1), Pengguna Barang melakukan

penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna

Barang rlan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan

berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

(41 Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagainrana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling

lama I {satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal

persetr-r ; r-ran Bupati.
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Pasal 447

(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang

milik daerah kepada Bupati, dengan melampirkan

keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 ayat (41.

(21 Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 447 ayat (4), Pengelola Barang

mengl-rapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 448

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.

(2) Perub:rl-ran Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan.

Pasal 449

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan

pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal .133 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna

Barang,/ Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah Pengelola

Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang

milik daerah.

(3) Keputr-rs:u-r penghapusan barang milik .lacreh

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh

Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggd
berita acara pemusnahan.

(4) Penggr-rna Barang menyampaikan laporan penghapusan
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keputu san penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana

dimaksurd pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksr-rd pada ayat (3), Pengelola Barang

mengh:rpuskan barang milik daerah pada Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 450

(1) Perub:riran Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan

harus clicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna

barang.

(2\ Perubiihan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari p,'nrusnahan harus dicantumkan dalam laporan

semestcran dan laporan tahunan.

Pasal 451

(1) Penghapr:san karena sebab lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 433 ayat (1) huruf g dilakukan oleh

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(21 Pengguna Barang mengajukan permohonan

penghapusan barang milik daerah kepada Bupatimelalui

Pengek,l:r Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertirnbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihtrpuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan,

koclt' barang, kode register, nama barang, jenis,

idcr r ritas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
pe rr.,iehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagarrnana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan

karenu:rlasan:

a. hili, rr.- karena kecurian;
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b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati untuk hewan / ikan / tanaman; atau

c. keadiran kdnar lforce majeure).

Pasal 452

(1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 452 ayat (3) hurufa harus dilengkapi:

a. suraL keterangan dari Kepolisian; dan

b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

f. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran

permohonan dan barang milik daerah tersebut

Irilang karena kecurian serta tidak dapat

rliketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan

bukti bahwa penghapusan barang milik daerah

climaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian

rlan/atau kesengajaan dari Pejabat yang

rnenggunakan/ penanggung jawab barang milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak

menutup kemungkinan kepada yang

bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai

kctentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati untuk hewanlikanltanaman sebagaimana

dimaksrrd dalam Pasal 452 ayat (3) huruf b harus

dilengkrLpi:

a. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;

b. pernvataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Bar:rng mengenai kebenaran permohonan yang

dia.jLrkan.
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c. pern\-irtaan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna

BanLrrg bahwa barang milik daerah telah terbakar,

susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk

heu'an / ikan/ tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 452 ayat (3) huruf c harus

dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadi keadaan kahar lforce majeure\;

atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan

kal-rar (/orce majeurel; dan

b. pernvataan bahwa barang milik daerah telah terkena

keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna

Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 453

(1) Pengekrla Barang melakukan penelitian terhadap

permol-rrrnan penghapusan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

+52 ayar (3).

(2) PenelitirLr.r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pent lirian kelayakan pertimbangan dan alasan

perrnohonan penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode

barirng, kode register, nama barang, tahun perolehan,

spcsilikasi/identitas barang milik daerah, penetapan

staius penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang

milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti
kepcmilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;

dalt

c. pent'litian fisik untuk permohonan penghapusan

karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45'2 ayaL (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.
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(3) Berdasr rrkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ar irt (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan

persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang

milik daerah karena sebab 1ain.

Pasal 454

(1) Apabilzr permohonan penghapusan sebagaimana

dimaksr-rd dalam Pasal 452 ayat (3) tidak disetujui,

Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang

melah-rr Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 452 ayat (3) disetujui, Bupati

menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang

milik dr rc rah.

(3) Surat l)crsetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagir i r nana dimaksud pada ayat (2) memuat data

barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,

yang sckurang-kurangnya meliputi:

a. kodt' barang;

b. kodc rcgister;

c. namir barang;

d. tahun perolehan;

e. spe silikasi/ identitas teknis;

f. konrlisi barang ;

g. jumlirlr;

h. nilai 1;crolehan;

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat

dilakr-rkan penyusutan; dan

j. kcrvr.i iban Pengguna Barang untuk melaporkan

pela ksanaan penghapusan kepada Bupati.

(4\ Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada a\'zrt (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan

penghal>risan paling lama I (satu) bulan sejak tanggal

perset I ij Lran.

(5) Penggr-rrriL Barang melakukan penghapusan barang milik

daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
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Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 455

(1) Pengglrrr:r Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan

penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 455 ayat (4).

(2) Berdas:rrkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaks Lrcl dalam Pasal 455 ayat (4), Pengelola Barang

mengh:rpuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

(3) Perubal-izrn Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang liuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain

harus clicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.

(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari scbab lain harus dicantumkan dalam laporan

semeslcritn dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Pelaksarraan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 456

(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah

kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

pasal -133 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola

Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan

penghapr-rsan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud ayat {2) paling lambat 1 (satu)

bulan cliterbitkan oieh Bupati sejak tanggal Berita Acara
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Serah 'lerima (BAST) penyerahan kepada Pengguna

Barang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepader Bupati dengan melampirkan keputusan

pengha pusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

penyer:rl-ran kepada Pengguna Barang sebagaiamana

dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan

penyeslr:rian pencatatan barang milik daerah pada

Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 457

(1) Perubzrh:rn Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari

penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna

Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari penl'erahan barang milik daerah kepada Pengguna

Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan.

Pasal 458

(1) Penghapr,rsan karena pemindahtanganan atas barang

milik daerah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 433 ayat (1) huruf c dilakukan oleh

Pengeloler Barang.

(21 Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukirr-r setelah Bupati menerbitkan keputusan

penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagain'rana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1

(satu) br-rlan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita

Acara Scrah Terima (BAST).

(41 Pengelolzr Barang menyampaikan iaporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
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penghapusan yang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST),

apabila pemindahtanganan dilakukan daiam bentuk

pen-jualan secara lelang;

b. Beritti Acara Serah Terima (BAST), apabila

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan

pen\.ertaan modal pemerintah daerah; dan

c. Beritir Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah,

apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

hibah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksurd pada ayat (3), Pengelola Barang

menghirpuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Dacrah.

Pasal 459

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari

pemindahtanganan barang milik daerah harus

dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan

tahunan Pengelola Barang.

(21 Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari pemindahtanganan barang milik daerah harus

dicantr-rmkan dalam laporan barang milik daerah

semesteran dan tahunan.

Pasal 460

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang

telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 433 ayat (1) huruf d dilakukan oleh

Pengeloia Barang.

(2) Pengeloia Barang mengajukan permohonan penghapusan

kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
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b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun

penrlehan, kode barang, kode register, nama barang,

jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau

nil:ri perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sekurang-

kurangrn a dilengkapi dengan:

a. salirrrrrr/fotokopi putusan pengadilan yang telah

dilcgalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

penghiipusan barang milik daerah dari Pengelola Barang

sebagairnana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penelitirir-r sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pene Iitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penclirian terhadap isi putusan pengadilan terkait

barr L ng milik daerah sebagai objek putusan

penuadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

teterp dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penclitian lapangan (on site uisif), jika diperlukan,

gunii memastikan kesesuaian antara barang milik

daelrLh yang menjadi objek putusan pengadilan

dengzrn barang milik daerah yang menjadi objek

permohonan penghapusan.

(6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik

daerah t idak disetujui, Bupati memberitahukan kepada

Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik

daerah <lisetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan

penghapusan barang milik daerah.

(8) Surat lrcrsetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagainrana dimaksud pada ayat (7) sekurang-

kurangrrva memuat:

a. datir barang milik daerah yang disetujui untuk

dihiipuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode
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barzrng, kode register, nama barang, tahun perolehan,

spcsilikasi/ identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah,

niliri buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. keurr.jiban Pengelola Barang untuk melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 461

(1) Berdasirlkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

dalam l'asa1 461 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan

pengharpusan barang.

(2\ Berdasarkan keputusan penghapusan barang

sebag.rirnana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang

melaktrlian penghapusan barang milik daerah dari Daftar

Barang Pengelola.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan

oieh Br-rpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama I (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan

penghapusan barang milik daerah.

(5) Berdasirrkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksrrcl pada ayat (3), Pengelola Barang

menghirpuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 462

Penghapusrrrr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 dan

Pasal 46'2 hanya dilakukan karena adanya putusan

pengadilan r lrng telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 463

(1) Perubairern daftar barang Pengelola sebagai akibat dari

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan

semestL'ri1n dan laporan tahunan pengelola barang.
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(21 Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari pLrtusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatlrn hukum tetap harus dicantumkan dalam

laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 464

(1) Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan

ketentu:rr-r peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) huruf e diawali

dengan mengajukan permohonan penghapusan barang

milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit nre muat:

a. pertilnbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi

ta}-rr-rn perolehan, kode barang, kode register, nama

bar;ing, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku

dan/ atau nilai perolehan.

(3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang

sebagnirnana dimaksud pada ayat (1).

(41 Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan

terkait barang milik daerah; dan

c. penelitian lapangan (on site uisif), jika diperlukan,

gunii memastikan kesesuaian antara barang milik

daerah yang menjadi objek peraturan perundang-

uncl:rngan dengan barang milik daerah yang menjadi

objel< permohonan penghapusan.

Pasal 465

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana

dimaksud dala Pasal 465 ayat (4), Bupati menerbitkan

surat persetujuan penghapusan.
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(2\ Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada a] at (1) paling sedikit memuat:

a. dat.1 barang milik daerah yang disetujui untuk
diharpuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode

barang, kode register, nama barang,

spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai

bukrr, dan/atau nilai perolehan;

b. keu':r-j iban Pengelola Barang untuk melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada zryat ( 1), Pengelola Barang melakukan

penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola

Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh

Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

persetLr.lLlan.

Pasal 466

(1) Pengelol:r Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan

penghtr p usan.

(2\ Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 466 ayat (4) Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik DrLcrah.

Pasal 467

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari

melaksirnakan ketentuan peraturan perundang-

undangirn harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan lap,rran tahunan pengelola barang.

(21 Perubahzrn Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari mclaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangirrr harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan la1-,, rlan tahunan.
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Pasal 468

(1) Pengharlr.Lsan barang milik daerah karena pemusnahan

pada Pcngelola Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 433 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati

menerl:itkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh

Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal

berdasiir-l<an berita acara pemusnahan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan

penghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)

dan bcr ita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud

pada ar rr t (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan

barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 469

(1) Perubal-ran Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari

Pemusn:rhan harus dicantumkan dalam laporan

semestcran dan laporan tahunan pengelola barang.

(2\ Perubiilriin Daftar Barang Miiik Daerah sebagai akibat

dari pcmusnahan barang milik daerah harus

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan.

Pasal 470

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 433 ayat (1) huruf g dilakukan oleh

Pengelola Barang.
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(21 Pengeloln Barang mengajukan permohonan penghapusan

barang rnilik daerah kepada Bupati yang paling sedikit

memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. datir l>arang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihrLpuskan, yang di antaranya meliputi kode barang,

kodt- register, nama barang, nomor register, tahun

perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang,

lokrisi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan

karena alasan:

a. hila ng karena kecurian;

b. terblrkar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati untuk hewan/ ikan / tanaman; dan/atau

c. keaclaan kah,ar (force majeure).

(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud

pada a\ at (3) huruf a harus dilengkapi:

a. Surirt l(eterangan dari Kepolisian;

b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang

sekurang-kurangnya memuat:

f . identitas Pengelola Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan

r la n barang milik daerah tersebut hilang karena

kccurian serta tidak dapat diketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan

l)ukti bahlr,a penghapusan barang milik daerah

rlirnaksud diakibatkan adanya unsur kelaliian

cl:rn/atau kesengajaan dari Pejabat yant

rnenggunakan/penanggung jawab barant mi$k

claerah / Pengurus Barang terscbut, rnaka tidak

rn c nutup kemun gkinan kepada yang beraengkutrn

itl<an dikenakan sanksi sesuai ketcntuan

llc raturan perundang-undangan.
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(5) Permohr.rnan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan tcrbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana

dimaksr-td pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:

a. identitils Pengelola Barang;

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai

kebcnaran permohonan yang diajukan;

c. pernvataan bahwa barang milik daerah telah,

terbirkar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mali untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c

dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan l<eadaan kahar (force majeure) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force

trLcleure\; atau

2. incngenai kondisi barang terkini karena keadaan

kzt-inar lforce majeure\; dan

b. pernlataan bahwa barang milik daerah telah terkena

keaclaan kainar (force majeure).

(7\ Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

penghal;r-Lsan barang milik daerah dari Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. penclitian kelayakan pertimbangan dan alasan

pernrr>honan penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap

tahun perolehan, spesifikasi/ identitas barang milik

dacrzrh, penetapan status penggunaan, bukti

kepcn-rilikan untuk barang milik daerah yang harus

dilerrgkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku,

dan/ .rtau nilai perolehan; dan
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c. penclitian fisik untuk permohonan penghapusan

karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurrrl b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 471

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 471 ayat (3) tidak disetujui,

Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang

disertlri dengan alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 471 ayat (3) disetujui, Bupati

menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang

milik clirerah.

(3) Surat pcrsetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) memuat data

barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,

yang paling sedikit meliputi:

a. kor.it barang;

b. kode register;

c. namar barang;

d. tahun perolehan;

e. spe silikasi/identitas teknis;

l. kontlisi barang;

g. jun-r l:r1'r;

h. nilai perolehan;

i. nilai buku untuk barang miiik daerah yang dapat

dilz,rkukan penyusutan; dan

j. keu ir.jiban Pengelola Barang untuk melaporkan

peliLksanaan penghapusan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (2\, Bupatimenetapkan keputusan

penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

persetr.rl uan.

(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik

daeral'r dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan

keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4J.
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Pasal 472

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan

penghapusan barang milik daerah.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana

dimaksr-rd dalam Pasal 472 ayat (4), Pengelola Barang

mengh:ipuskan barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

(3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari scbab lain harus dicantumkan dalam laporan

semesttritn dan laporan tahunan.

BAB XIII

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 473

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan

pencat:rtirn barang milik daerah yang berada di bawah

penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola

menurlrt penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus

melakr-:kan pendaftaran dan pencatatan barang milik

daeral-r )'ang status penggunaannya berada pada

Penggr-ura Barang/ Kuasa Pengguna Barang ke dalam

Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna

menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 47 4

(1) Pengelt-,la Barang menghimpun daftar bareng

Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagairnena

dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2\.

(2\ Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah

berdasrrrkan himpunan daftar barang Pengguna/ daftar

barang l(uasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada
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ayat ( I ) dan daftar Lrarang Pengelola menurut

penggok;ngan dan kodefikasi barang.

(3) Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah

yang din'ranfaatkan oleh pihak 1ain.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 475

(1) Penggunir Barang melakukan inventarisasi barang milik

daerah pirling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam l-ral barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam

pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna

Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan

ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga)

bulan sctelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 476

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam

penguasaan nla paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 477

( 1) Kuasa l)engguna Barang harus men)rusun laporan

barang t(uasa Pengguna Semesteran dan laporan barang

Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kcpeds

Penggun:r Barang.

(21 Penggunir Barang menghimpun laporan barang Kuasa

Pengglrna Semesteran dan Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan
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laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 digunakan sebagai bahan untuk meny.usun

nerac.r OPD untuk disampaikan kepada Pengelola

barang.

Pasal 478

(1) Pengelolii Barang harus menyusun laporan barang

Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola

tahunan.

(2) Pengeloler Barang harus menghimpun laporan barang

Pengglrn:r semesteran dan laporan barang Pengguna

tahuniin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat

(2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana

dimaksr-rd pada ayat (l ) sebagai bahan penyusunan

laporan barang milik daerah.

(3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada a\rrt (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun

neraca pe merintah daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN, PtrNGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kcsatu

Pembinaan

Pasal 479

Bupati melrrkukan pembinaan pengelolaan barang milik

daerah dan rnenetapkan kebgakan pengelolaan barang milik

daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pcngendalian

Pasal 480

Pegawasan clirn pengendalian pengelolaan barang milik daerah

dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban;

dan/atitr.t
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b. Pengeloia Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 48 1

(1) Pengglrrra Barang melakukan pemantauan dan

penertib:rn terhadap penggunaan, pemanfaatan,

pemind2rhtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan

pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam

pengurt saannya.

(2) Pelaksir naan pemantauan dan penertiban sebagaimana

dimaksrrd pada ayat (1) untuk Unit Kerja OPD

dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang .

(3) Penggunn Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat

memin t r r aparat pengawasan intern pemerintah untuk

melaklrl<an audit tindak lanjut hasii pemantauan dan

penertiiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2\.

(4) Penggurra Barang dan Kuasa Pengguna Barang

menincirrklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 482

(1) Pengekrla Barang melakukan pemantauan dan investigasi

atas pclaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan

pemind:rhtanganan barang milik daerah, dalam rangka

penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan

peminclrLhtanganan barang milik daerah sesuai dengan

ketentlrirr-r peraturan perundang-undangan.

(2\ Pemanlrruan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang

dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah

untuk nrelakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,

pemanlrLatan, dan pemindahtanganan barang milik

daerah.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

disampaikan kepada Pengelola Barang untuk
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ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perunda ng-undangan.

Pasal 483

( 1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan

Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah

yang ticl.rk dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan

Badan l,irvanan Umum Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengeloliran barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada i\]'at ( 1) mempedomani ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang

Milik D:ierah, kecuali terhadap barang yang dikelola

dan/ atirrL dimanfaatkan sepenuhnya untuk

menyelt rrggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah

mempeclomani ketentuan peraturan perundang-

undanglrn mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

RAB XVI

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 484

Rumah ncgara merupakan barang milik daerah yang

diperuntukkirn sebagai tempat tinggal atau hunian dan

sarana pcrrrlrinaan serta menunjang pelaksanaan tugas

pejabat dan,, atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan.

Pasal 485

Bupari menetapkan status penggunaan golongan(1)

BAB XV

PENGELOI,AAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD

YAN(i MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
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(2\

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

rumah negara.

Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dibagi I<c' dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. rumuh negara golongan I;

b. rumah negara golongan II; dan

c. rumah negara golongan III.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada alat (1) didasarkan pada pemohonan penetapan

status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 486

Rumaii negara golongan I sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 486 ayat (2) huruf a, adalah rumah negara

dipergr-rrrakan bagi pemegang jabatan tertentu dan

karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di

rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas

selamir pejabat yang bersangkutan masih memegang

jabatan tertentu tersebut.

Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud

dalam pasal 486 ayat (2) huruf b, adalah rumah nega-ra

yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan

dari sr-ratu OPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh

pega\r'al negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan.

Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah

rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan

OPD atiru Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama

pemerintah daerah.

Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 486 ayat (2) huruf c, adalah rumah negara

yang tj(lak termasuk golongan I dan golongan II yang

dapat clijual kepada penghuninya.

Pasal 487

Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat

digunaliar-r sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai

negerr sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang

(i)
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(2\

(3)

(1)

(2\

(1)

(2)

(1)

memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).

Penggr-rna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan

barang rnilik daerah berupa rumah negara Golongan I

dan rumah negara golongan II dalam menunjang

pelaksarraan tugas dan fungsi.

Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah

negara golongan II wajib menyerahkan barang milik

daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan

kepada Bupati.

Pasal 488

Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud

dalam l'asa1 488 ayat (1) untuk rumah negara golongan I

ditandatarngani Pengelola Barang.

Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud

dalam P:rsal 488 ayat (1) untuk rumah negara golongan II

dan gol,rngan lll ditandatangani Pengguna Barang.

Pasal 489

Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai

negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya

dapat nrcnghuni satu rumah negara.

Pengccr-ralian terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila

suami d:rn istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal

di daerah yang berlainan.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 49O

Barang milik daerah berupa rumah negara dapat

dilakukar-r alih status penggunaan.

Alih status penggunaan:

a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan

I darr rumah negara golongan II;

b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang

rumirh negara golongan III, untuk rumah negara

(2)



(3)

(4)

(s)

(6)

golorrgan II yang akan dialihkan statusnya menjadi

runrah negara golongan III; atau

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III

kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara

golongan III yang telah dikembalikan status

gokrngannya menjadi rumah negara golongan II.

Peng:rlihan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Alih st:rtus penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayat t2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang

milik daerah berupa rumah negara telah berusia paling

singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh

pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan

fungsinr.a sebagai rumah negara.

Usularr alih status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada avat (2) huruf b, harus disertai sekuang-kurangnya

dengan:

a. persctujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan

statr-rs golongan rumah negara dari rumah negara

golongan II menjadi rumah negara golongan III;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari

Pengguna Barang rumah negara golongan III;

c. salinan keputusan penetapan status rumah negara

goiongan II;

d. salinnn Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara

golor-rgan II; dan

e. gambar ledgerlgambar arsip berupa rumah dan

ganrbar situasi.

Penggr-rna Barang bertanggung jawab penuh atas

kebenalan dan keabsahan data dan dokumen yang

diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan

status llcnggunaan.

Prosc: pengajuan dan pemberian persetujuan alih

status penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih

status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(7\
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(1)

Pasal 49 1

Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih

fungsi l;arang milik daerah berupa rumah negara

golongirn I dan rumah negara golongan II, menjadi

banguntrn kantor.

Alih llngsi barang milik daerah berupa rumah negara

golongan I dan rumah negara golongan II sebagaimana

dimaksLrcl pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(2)

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

(1)

Pasal 492

Pemir.rtlahtanganan dalam bentuk penjualan rumah

Negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik

daerah lre rupa rumah negara golongan III.

Penj ui r l:rn barang milik daerah berupa rumah negara

sebagai:rana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada

penghurli yang sah.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mekanisrne tidak secara lelang.

Penjnrrian barang milik daerah berupa rumah negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan terhadap rumah negara yang tidak dalam

keadaan sengketa.

(2t

(3)

(4)

Pasal 493

(1) PenjuaLrn rumah negara golongan III dilakukan oleh

Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan

persetLr.iLran dari Bupati.

(21 PenjualrLn barang milik daerah berupa rumah negara

golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara

golongan Ill.
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(3) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa

rumah negara golongan III disetujui, maka Bupati

menerbitkan surat persetujuan penjualan barang milik
daerah berupa rumah negara golongan III.

(4) Dalam hirl usulan penjualan barang miiik daerah berupa

rumah negara golongan III tidak disetujui, maka Bupati

menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang

milik daerah berupa rumah negara golongan III disertai

alasannr':r.

Pasal 494

(1) Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa

rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengguna

Barang rumah negara golongan III kepada Bupati, yang

sekuranq-kurangnya disertai dengan data dan dokumen:

a. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumah

negara golongan III yang menyatakan bahwa rumah

negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam

kearllran sengketa;

b. kepr-rt usan penetapan status rumah negara golongan

III;

c. persetujuan pengalihan dan penetapan status

pellggunaan barang milik daerah;

d. Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;

e. gambar f ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah,

dan bangunan rumah negara golongan III; dan

f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah

nega r-il golongan III dari Pengguna Barang rumah

neg.rra golongan III.

(21 Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung

jawab pcnuh atas kebenaran dan keabsahan data dan

dokumcn sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal 495

yang dapat

golongan III

(1) Rumah

rumah

negara

negara

dialihkan haknya adalah

yang telah berumur l0
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(sepulr-rh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan

sengketzr.

(2) Umur r',,rmah negara sebagaimana dimaksud pada pada

ayat (lJ, diperhitungkan berdasarkan penetapan status

atau pcrrgalihan status oleh Bupati.

(3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni

atas pt'rmohonan penghuni melalui Pengguna Barangl

Kuasa I'r'r-rgguna Barang.

(4) Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan

permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah

mempr-rn-1'ai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih

sebagiri pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangl<utan.

(5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat

Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah

negara golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana

dimaksLrd pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada

salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan

belum 1:crnah membeli atau memperoleh fasilitas rumah

dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan

perun<li r r rg-undangan.

(6) Pegau,a i negeri sipil pemerintah daerah yang telah

mempcr-oleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah,

tidak cl:Lpat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak

atas rllrnah negara golongan III.

(7) Pengalilran hak rumah negara golongan III kepada

penghur rinya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 496

(1) Penghrrni rumah negara golongan III yang depat

menga-jLrkan permohonan pengalihan hak lrcpada

Penggurra Barang harus memenuhi syarat-syarat scbegai

berikut:

a. Pegzrri'ai negeri sipil pemerintah daerah yang

be rsr r ngkutan:
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1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1O

(sepuluh) tahun;

2. rnemiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;

dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas

rumah dan/ atau tanah dari pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan

.i ang berlaku.

b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah

yang bersangkutan;

1. rnenerima pensiun dari Negara;

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;

cltrn

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas

rumah dan/ atau tanah dari pemerintah,

berdasarkan peraturan perundang-undangan

r.ang berlaku.

c. Jancla/ duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah

yang bersangkutan:

1. rnasih berhak menerima tunjangan pensiun dari

Ncgara, yang:

a) almarhum suaminya/ isterinya sekurang-

kurangnya mempunyai masa kerja 10

(sepuluh) tahun; atau

b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya

ditambah dengan jangka waktu sejak yang

besangkutan menjadi janda/duda berjumlah

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

2. rnemiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;

cl an

3. l-lclum pernah membeli atau memperoleh fasilitas

r-umah dan/atau tanah berdasarkan peraturEn

pcrundang-undangan yang berlaku.

d. Jancla/duda pahlawan, yang suaminya/ isterinya

dinlrrtakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan

perrrndang-undangan yang berlaku:
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1. r'r'rasih berhak menerima tunjangan pensiun dari

Ncgara;

2. n'rcmiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;

dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas

rumah dan/ atau tanah dari pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari

Negara;

2. rnemiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;

clan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas

rumah dan/ atau tanah dari pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan

sang berlaku.

(2\ Apabila penghuni rumah negara golongan III

sebagaunana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,

maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas

rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah

dari pcnghuni yang bersangkutan.

(3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan/ penghuni yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dan

tidak nrt:mpunyai anak sah, maka rumah negara kembali

ke penri rintah daerah.

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan rumah

negara golongan III Kepada Bupati.

(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai

bahan pertimbangan persetujuan Bupati atas

permohonan yang diajukan penghuni rumah negara

golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 497

( 1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai
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untuk nrclakukan penilaian atas rumah negara golongan

III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan

kepada Bupati.

(2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian

sebagain-rana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (5),

Bupaticlapat membentuk Tim.

(3) Hasil prnelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita

Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan

pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara

golongan I II.

(41 Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak

rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Persetul uan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan

penetapiln dengan menerbitkan surat keputusan.

(6) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa

rumah negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak

harus dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan

salinan l<eputusan pengalihan hak rumah negara dan

penetapan harga rumah negara golongan III setelah

penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(s).

(7) Dalam I'ral Bupati tidak menyetujui atas pengajuan

permohorran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497

ayat (1) Bupati memberitahukan kepada Pengguna

Barang rumah negara golongan III disertai alasannya

untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara

golongzrrr lll.
Pasal 498

(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 498 ayat (5) Bupati menetapkan harga rumah

beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.

(2) Harga n:mah negara golongan III sebagaimana dimaksud

pada avrLt ( 1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh

persen) dari nilai wajar.



Pasal 499

(1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan

cara seu,a beli.

(2\ Bupati rnenandatangani surat perjanjian sewa beli rumah

negara golongan II I.

(3) Pembay aran harga rumah negara golongan III dapat

dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum

Daerah.

(4) Apabila lumah yang dialihkan haknya terkena rencana

tata ruiing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pembal'arannya dapat dilakukan secara tunai.

(5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit

syo (lima puluh persen) dari harga rumah negara

Golongirn IIi dan dibayar penuh pada saat perjanjian

sewa brii ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam

jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 2O (dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan

peratLlri r n perundang-undangan.

Pasal 500

(1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah

negara golongan III beserta tanahnya, memperoleh:

a. pen-r'crahan hak milik rumah; dan

b. pelcpasan hak atas tanah.

(2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik

dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud

pada avrrt (1), wajib mengajukan permohonan hak atas

tanah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangirr r yang berlaku.

(3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak

milik n-rmah serta penghapusan dari daftar barang milik

daerah clitetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Bupati nrenyerahkan surat keputusan penyerahan hak

milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada

penghuni yang telah membayar lunas harga rumah
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beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 500 ayat (2).

(5) Penghur-ri yang telah memperoleh surat keputusan

penyerzihan hak milik rumah dan pelepasan hak atas

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (41 wajib

menga.jukan permohonan hak untuk memperoleh

sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-

undang,itn.

(6) Surat l<eputusan penyerahan hak milik rumah dan

pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan

penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat

Tatrt Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 501

(1) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara

dilakuliar-r berdasarkan keputusan penghapusan yang

diterbit l<zrn oleh:

a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar

Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang; dan

b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik

Dat rah Pengelola Barang.

(2) Penghriy>usan barang milik daerah berupa rumah negara

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah

negilra golongan I dan rumah negara goiongan II dari

Dallrrr Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada

Br-rpatr atau Pengguna Barangf Kuasa Pengguna

Bar:rng lainnya;

b. pengl-rapusan barang milik daerah bcrupe rumrh
negiira golongan III dari daft8r barang

Pe rgguna/ Kuasa Pengguna kepada Bupa.tiratau

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lain

rumah negara golongan III; atau

c. pengirapusan barang milik daerah berupa rumah
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negara dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan

sebagar tindak lanjut dari:

a. penl crahan kepada Bupati;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang

lain I

c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor;

at:l Ll

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat

diperkirakan waj ar menjadi penyebab penghapusan,

antara lain terkena bencana alam atau terkena

danrpak dari terjadinya force majeure.

(4) Penghal;usan barang milik daerah berupa rumah negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

sebagai tindak lanjut dari:

a. penl'crahan kepada Bupati;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barangl

Kuasa Pengguna Barang lain;

c. penjualan rumah negara golongan III;

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat

dipcrkirakan waj ar menjadi penyebab penghapusan,

antiLra lain terkena bencana alam atau terkena

dampak dari terjadinya force majeure.

(5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan

sebagai tindak lanjut dari:

a. pen.jLralan rumah negara golongan III; atau

b. seb:rb-sebab lain yang secara normal dapat

diperkirakan waj ar menjadi penyebab penghapusan,

antara lain terkena bencana a1am, atau terkena

danrpak dari terjadinya force majeure.

Pasal 502

Penghapusn n barang milik daerah berupa rumah negara

sebagaimana climaksud dalam Pasal 502 dilakukan setelah
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keputusan penghapusan diterbitkan oleh:

a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa

rumah lregara golongan I dan rumah negara golongan II,

untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa

Pengguna;

b. Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk
penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/ Kuasa

Pengguna rumah negara golongan III; atau

c. Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola

Barang.

Pasal 503

(1) Pengclt,l:L Barang menyampaikan laporan pelaksanaan

penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan

keputusan penghapusan dari daftar barang

Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud

dalam P:rsal 503 huruf a dan huruf b.

(2) Penge Iola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan

penghapusan karena penjualan rumah negara golongan

III kepada Bupati dengan melampirkan:

a. keputusan penghapusan dari daftar barang

Peneguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan

III;

b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan

pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan III;

dal-t

c. per.jiLnjian sewa be1i.

Pasal 504

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang

dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam:

a. Daftar Iiarang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar

Barang liuasa Pengguna; atau

b. Daftar Barang Milik Daerah.
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Bagian Kelima

Tatii Cara Penatausahaan Rumah Negara

Pasal 505

(1) Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah

negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan

pelaporarn.

(21 Penggr-ina Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola

Barang melakukan penatausahaan barang milik daerah

berupa rumah negara.

(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pelengkap dari penatausahaan barang milik

daerah antara lain:

a. alih status penggunaan;

b. alih status golongan;

c. alih fr-rngsi;

d. per-r.jlurlan rumah negara golongan III; dan

e. pengir:rpusan.

Pasal 506

(1) lnventar"isasi dalam rangka penatausahaan barang milik

daerah berupa rumah negara dilakukan sekurang-

kurangnva sekali dalam 5 (1ima) tahun.

(2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data

administrasi dan fisik barang milik daerah berupa rumah

negara sckurang-kurangnya meliputi:

a. bukri kepemilikan tanah dan bangunan;

b. status penggunaan;

c. status penghunian;

d. nilai dan luas tanah dan bangunan;

e. alan'ri,rt, lokasi, dan tipe bangunan; dan

f. konclisi bangunan

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkar-r oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna

Barang.i |is2sa Pengguna Barang kepada Bupati.



Pasal 5O7

(1) Pelaporrrn dalam rangka penatausahaan barang milik
daerah berupa rumah negara dilaksanakan setiap

semeste ran dan tahunan.

(2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan

tahunar-r atas barang milik daerah berupa rumah negara

sebagai bagian dari pelaporan barang milik daerah.

(3) Pelapor:rn sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan

inventarisasi barang milik daerah berupa rumah negara.

Bagian Keenam

Pengau'asan dan Pengendalian Rumah Negara

Pasal 508

Pengguna Brrrang melakukan pengawasan dan pengendalian

barang milil< daerah berupa rumah negara yang berada daiam

penguasaan r rYa.

BAB XVII

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 509

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian,

penyala l'rgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan

barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti

rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangirn.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangirn.
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BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5 10

( 1) KetentLran lebih lanjut mengenai Penilai Pemerintah

Daerah cliatur dengan Peraturan bupati.

(2) KetentLlan mengenai pengelolaan aset desa diatur

tersencliri dengan Peraturan bupati tentang Pengelolaan

Aset Desa.

BAB XiX

KtrTENTUAN PERALIHAN

Pasal 51 1

(1) Pejabat Pengelola barang milik daerah sebagaimana

dimaksircl dalam Peraturan bupati ini ditetapkan paling

lamba t I (satu) tahun sejak Peraturan bupati ini
diundangkan.

(21 Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang

telah irda masih tetap berlaku sepanjang belum

ditetapkannya Peraturan bupati tentang Penggolongan

dan Korlcfikasi.

(3) Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik

daerah ,\,ang telah ada masih tetap berlaku sepanjang

belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang

Pembu)ir-ran, Inventarisasi, dan Pelaporan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5 12

Ketentuan n'rengenai:

a. Struktur pejabat pengelola barang milik daerah;

b. Format l)e rencanaan kebutuhan barang milik dacrah;

c. Format I)cnggunaan barang milik daerah;

d. Format lirporan hasil penelitian pemeliharaan barang milik

daerahl
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e. Format penghapusan barang milik daerah;dan

f. Format surat persetujuan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

Pasal 5 l3
ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan bupati

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal ,j -lesenber 2018

BUPATI TEBO

SU AR

Diundangkan di Muara Tebo

pada 1 DeseEber 2018

SE RAH KABUPATEN TEBO

BERITA H KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 75

c
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR TAHUN
TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
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USUT.AN RENCANA l,(EBUTUIIAN PENGADAAN BARANG MIUK OAERAH
(R€NCANA PENGAOAAN)

(UAarA PENGGUNA BARANG ,. .. (2)
TAXUN,,,., 
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t2tt

xues P€ngrauna Bar3ng

B. FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

1. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(41 Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatanl outputberdasarkan rencana kerja

OPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(l 1) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(l2l Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
( 14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(l7l Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(2ll Diisi keterangan dan f atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(24\ Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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2. FORMATUSULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEEUTUHAN PDMELIHARAAN BARANC MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PEN(i(;UNA BARANG ,....,-., i/2)
TAHUN,.,,, (3)

Kuas Pengtquna Barana
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I
2
3
4
5

Petunjuk Pengisian :

Diisi nomor halaman.
Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
Diisi nama Kabupaten Tebo.
Diisi nama Pengguna Barang.
Diisi nomor urut.
Diisi nama program/kegiatanf outputberdasarkan rencana kerja OPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR) .

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah,
set, dan sebagainya.
Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

6)

11)
t2)

( 10)

(13)

(7t
(8)
(e)

(18)
(1e)

4
5
6
7

1

1

1

1

(20)

(21)
(22)

(2sl
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3 FORMAT PENYAMPAIAN
PENGGUNA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH

Petunjuk Pengisian :

(1) Kop surat resmi yang berlaku pada OPD (Pengguna Barang) yang
bersangkutan.

2 Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3 Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
4 Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan
5 Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
6 Diisi lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang)

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit7
Kerja/ Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan
RKBMD.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

KOP SURAT .......(1)

(2)
Sangat Segera
............ . .. (3)

Hasil Penelaahan RKBMD
Tahun ..(4) pada...(5)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Yth. .......................... (s)

Di-
......(6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (7)

tanggal . .... (7\ hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat
ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi

berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Hasil Penelaahan usuLan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan
Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

(B)



4. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PtrNGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(41 Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegiatan I outputberdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
( 13) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimaiisasikan.
(17\ Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(2ll Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.
(221 Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(23], Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau

pembelian.
(241 Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

-8-
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5. FORMAT HASIL PENtrLAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLtrH PtrNGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7\ Diisi nomor urut.
(B) Diisi nama program/ kegiatan I outputberdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12\ Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
( 15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(2Ol Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.
(21) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

4.7 Diisi tempat dan tanggal disahkan
24 Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
a< Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan
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6. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4\ Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatanl outputberdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(1 1) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
( 13) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau

pembelian.
( 1a) Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(15) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(16) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(17) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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7. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PtrNGGUNA BARANG.
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Petuniuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
2l Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4l Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
7) Diisi nomor urut.
B) Diisi nama program/ kegratan I outputberdasarkan rencana kerja OPD.
9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10)

(11)
(12)

(13)

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui.
Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

14
15
l6
17
i8
19

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(2O) Diisi keterangan dan / atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(2ll Diisi tempat dan tanggal disahkan.
,.22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
l23l Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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8. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2\ Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusuikan.
(4\ Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nomor urut.
(7\ Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/programlkegiatanloutput

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan

standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(1a) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m"), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(2 1) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(22) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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9. F'ORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nomor urut.
(71 Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program f kegiatan f output

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(1 1) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

t4
't<

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2),unit, buah,
set, dan sebagainya.

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(2 1) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

16
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10. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH
PENGELOLA BARANG.

Petunjuk Pengisian:
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
4 Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
5 Diisi nama OPD.
6 Diisi lokasi kedudukan OPD

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh7
OPD yang bersangkutan.

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil
Penelaahan RKBMD.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

KOP SURAT.......(1)

.......(2t ......
Sangat Segera

....... (3) berkas
Hasil Penelaahan RKBMD
Tahun .... (a) pada .... (5)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada

Yth. ... (s) ..

di-
(6) .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: .,.,,, (71

tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya
kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada
lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi

berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk
dilakukan pengadaan dan/ atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengeiola Barang untuk
dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas paling lambat Minggu
ketiga buian Juni.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengelola Barang

'"""" """""'(81
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Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nomor urut.
(7\ Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/programf kegiatarr f output

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(1O) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
( 12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(1a) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan.
(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan.
(16) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.
(2 1) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(22) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(2a) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman
(2 Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
Diisi nama Kabupaten Tebo.
Diisi nomor urut.
Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program lkegiatan I output

(3
(4
(5
(6
(7

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusuikan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(20) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(21) Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(2a) Diisi nama dan NiP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4l Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
6) Diisi nomor urut.
7l Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program/ kegiatatf output

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(1 1) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(15) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program lkegiatan I output

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(1 1) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(1a) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(17) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(18) Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(2 1) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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15. FORMAT RKBMD PENGADAAN KABUPATEN.
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Petunjuk Pengisian:
(i) Diisi nomor halaman.
(2\ Diisi nama Provinsi/ Kabupaten Tebo.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/ program/ kegiatan/ output berdasarkan

rencana kerja OPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(7\ Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,dsb.
(10) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui.
(11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,dsb.
(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
t4 Diisi tempat dan tanggal disahkan.
15 Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
16 Diisi nama dan NiP pejabat yang mengesahkan.
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16. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN KABUPATEN.
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Tebo.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(41 Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/ progr am lkegratan loulput berdasarkan

rencana kerja OPD.
(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(71 Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti

digunakan sendiri atau pinjam pakai.
( 1 1) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B) .

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
( 13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB) .

(14) Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan BMD yang disetujui.

(15) Diisi kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(16) Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(17\ Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(18) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(19) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
(20) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
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Petuniuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang akan diusulkan.
(41 Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program lkegtatan f output

berdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(1O) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
( 1 1) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(l2l Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'?),

unit, buah, set, dan sebagainya
(13) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

( 14) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

( 16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(I7\ Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku.
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(19) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(2Ol Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(2ll Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah,
set, dan sebagainya.

22 Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan
ZJ Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan
24 Diisi keteran gan dan f atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26\ Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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18. FORMATPERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PtrNGGUNABARANG.
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Petunjuk Pengisian:
(i) Diisi nomor halaman.
2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4l Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
6) Diisi nama Pengguna Barang.
7\ Diisi nomor urut.
8) Diisi nama program/kegratar.l outputberdasarkan rencana kerja OPD.
9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodehkasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
{l2l Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17\ Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang vang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(2O) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDpemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi keterangan danf atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(24\ Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25]r Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(26]r Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN
PERUBAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA BARANG.

USULAN

Petunjuk Pengisian :

(1) Kop surat resmi yang berlaku pada OPD (Pengguna Barang) yang
bersangkutan.

2 Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3 Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan
4 Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
J Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
6 Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.
7 Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa

Pengguna Barang yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil

Penelaahan RKBMD.

KOP SURAr...... (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada

...........(21
Sangat Segera

Yth (s)..

(3) berkas di-
Penyampaian Hasil
Penelaahan Usulan
Perubahan RKBMD
Tahun .. (a) pada.. (5)

(6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: . ..... (7)

tanggal ...... (7\ hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengguna Barang

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hai :

..................... (8)
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20. F'ORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PtrNGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAI{AN RENCANA KEBU'IUHAN PENGADAA{ BARANC MILIX DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

XUASA PENCOUNA AARANC .I2I
T I{trN. ... l3l

PEMERIiITAH PROVINSI ..... (4)
.... (5)

Da6 Daftar Btubg Ydg Dap6i

{r rt 1t3l

Usula, R.n@a x.buruha ltn*3d.T B oA Milil( Da.Eh

PtoE amlK.padn /ortput

Di*rujui,
P.n8aun, Brd8...............

(23t

129)

! t,:;r
I

l
T

t
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegiatan I outputberdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(1 1) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'),
unit, buah, set, dan sebagainya.

( 13) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(la) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

( 16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(1 7) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(19) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(20) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(2 1) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(24) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan

perubahan.
(25) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

(26) Dlisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(27) Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(28 Diisi tempat dan tanggal disahkan.
l)o Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(30 Diisi nama dan NiP pejabat yang mengesahkan
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21. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAI]AN RENCANA l(EAUTUHAII PEMELIHARAT{J{ BARANG MILIX DAERAH
IPERUBAIIAN R ENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENOOUNA BARANO ,.,,..,,, 2)
TAr{UN,..., (3)

PEMERINIA]I PROVINSI

llii. rY2fr )'rliha,tr P.rubahanR.rcsa
x.buruhu P.m.lihra BMD

Ysa Di*tujui
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Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegiatan I outputberdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
t4 Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B) .

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

15
16

( 18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(20) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
peneiaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi kuantitas Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(24) Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
26 Diisi tempat dan tanggal disahkan.
27 Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
28 Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

t7
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22. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PtrNGADAAN PADA KUASA PtrNGGUNA BARANG.
(PERUBAHAN RLJNCANA PENGADAAN)
I(UASA PENGCUNA UARANG.,,,.,,,,,,.(2)

TAHTJN (31

PEMERINTAH PROVINSI

PENOGUNA BARANG

{4)
(s)
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(41 Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(71 Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatanf outputberdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodehkasi

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
( 1 1) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'),
unit,buah, set, dan sebagainya.

( 13) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDPengadaan.

( 14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

(17) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'?),

unit, buah, set, dan sebagainya.
(18) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(21) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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23. FORMATPtrRUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENC}GUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTU}IAN PEMELIHARAAN BARANC MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELII{ARAAN]
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4\ Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegralan f outputberdasarkan rencana kerja OPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodehkasi barang milik daerah yang berlaku.
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(1a) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang dlusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya

(20) Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
pemeliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m"), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang
disetujui.

(24) Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui
pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(27) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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24. FORMAT PtrRUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(21 Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(41 Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nomor urut.
(7\ Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/programlkegiatanloutput

berdasarkan rencana kerja OPD.
(B) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
( 10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(1 1) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2),
unit, buah, set, dan sebagainya.

( 12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

( 16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(19) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(2 1) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi keterangan dan/ atau inlormasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(2a) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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25. FORMATPERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERT'B^H^N USULAN RENCANA I(EBUTUHAN PEMEU}TARAAN B,IRAAC MILI'{ DAER.^H
IPERUB^HAN RENCANA PEMELIH^R^^N]

PENCGUNA B^R^NG . .,...., {21
T^HLN (3)

(uas Pcngaun.
Ba,aB/ Prcsran/ x.Biatan/o!rp,r

3 l3

I---l----

1
I

"- t

""i- r

l

l



-48-

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
6) Diisi nomor urut.
7\ Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/programf kegiatan f output

berdasarkan rencana kerja OPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan .

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah,
set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

(8)

(e)

(10)
(1 1)

(t2)

(13)
(14)
(15)
(16)

(\7)
(18)

(1e)

(20\

(2t)

(22)

(23)

124)
(2s)
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26, FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH
PENGELOLA BARANG.

Petunjuk Pengisian:
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
4\ Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
5) Diisi OPD (Pengguna Barang) yang dikirim.
6) Diisi lokasi kedudukan OPD.
7l Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh OPD

yang bersangkutan.
(B) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil

Penelaahan RKBMD.

KOP SURAT.......(1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

(2) Yth.

Sangat Segera (s)

(3)berkas di-
Penyampaian Hasil
Penelaahan Usulan
Perubahan RKBMD
Tahun..(4) ... pada .. (5)

(6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7\

tanggal . .... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengelola Barang

...................(8)
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27- FORMAT PERUBAHAN HASIL PENtrLAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.
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Petunjuk Pengisian:

(e)

Diisi nomor haiaman.
Diisi nama Pengguna Barang.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
Diisi nama Kabupaten Tebo.
Diisi nomor urut.
Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program /kegiatan f output
berdasarkan rencana kerja OPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefrkasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (B) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'?),

unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDPengadaan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk
dilakukan perubahan.
Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'?),

unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang periu
diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(1s)

(16)

(t7)

(18)

(1e)

(20)

(2s)
(261

2t
22
o.)

(24)

(8)

27
28
29
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman
2l Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4\ Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
6) Diisi nomor urut.
7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/programf kegiatan f output

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8)

(e)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(1s)
(16)

(t7\
(18)

(1e)

(201

(21)

(22)
(23)

(24)

(2s)
(26\
(271

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'), unit, buah, set, dan
sebagainya.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.
Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,
dan sebagainya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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29. FORMATPERUBAHAN RKBMD PtrNGADAAN PADA PENGGUNA BARANG
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/ kegiatan f output

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodehkasi barang milik daerah yang berlaku.
( 10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

( 1 1) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'?),

unit, buah, set, dan sebagainya.
(1 2) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

(16) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(17) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(18) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(19) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(20) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(2 1) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



-56-

30. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PtrMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.
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16

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
5) Diisi nama Kabupaten Tebo.
6) Diisi nomor urut.
7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan loutput

berdasarkan rencana kerja OPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

( 10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
13 Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

74
15

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(2a) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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31. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN KABUPATEN.
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
2) Diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
4\ Diisi nomor urut.
5) Diisi nama Pengguna Barang/ programlkegiatan/output berdasarkan

rencana kerja OPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(8) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(9) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2),
unit, buah, set, dan sebagainya.

( 10) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

( 1 1) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(13) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetuj ui.

(1a) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(15) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(16) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
(17) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(18) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

-59-
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32. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN KABUPATEN.
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor haiaman.
(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Tebo.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4\ Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/programf kegiatan f output berdasarkan

rencana kerja OPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.
(71 Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(B) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), Iuas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
( 10) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
( I 1) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B) .

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
( 15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'?), unit, buah, set, dan sebagainya.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
( 18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah
diusulkan sebelumnya.

(20) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(2ll Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

231
24\
2s)
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C. FORMAT PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

i, FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH BUPATI BERUPA:
1) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;
2) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI

KEPEMILII(AN; DAN
3) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN, APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN
BUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG.

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR ................(2)

TtrNTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA OPD ........... (3)

TAHUN .......(41

BUPATI TEBO

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah..............(1), perlu ditetapkan Keputusan
Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pada OPD.....(3) Tahun....(a).
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah,un 20 14 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5s33);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ....);

4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun.... tentang
5....dst.
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Menetapkan
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD
...... (3)TAHUN ...... (4).

Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada
OPD ........ (3) untuk Tahun ... (4) sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib
dilakukan pengelolaan oleh OPD selaku pengguna barang
sesuai ketentuan yang berlaku.

OPD .......(3) dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi
atas optimalisasi penggunan barang milik daerah.

Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah
dalamlampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar
barang milik daerah pada Pengguna Barang.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di

pada tanggal .

(s)

..(6)

BUPATI,

7
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Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang
Daerah Pada SKPD....(3)Tahun....(4). Nomor.....
Tahun... (4).

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA oPD .... (3) rAHUN ... (4)

JUMLAH

Milik
t2t

Ditetapkan di
pada tanggal

(s)

............(6)

BUPATI,

(7t

Petunjuk Pengi s ian:
( 1) Diisi nama Kabupaten Tebo
2 Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi nama SKPD.
Diisi tahun penetapan status penggunaan.

5 Diisi sesuai tempat ditetapkan.
Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
Diisi nama Bupati yang menetapkan status penggunaan.

8 Diisi nomor uru t.
9 Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10)Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

( I 1) Diisi jumlah barang.
(12)Diisi nilai perolehan ba rang.
(13) Diisi keterangan sesuai kebutuhan.

4

6
7

Kode
B aran g

Nama B arang Jumlah Nilai
Perolehan

(Rp)

Ket.

(8) (e) (10) (11) (12\ ( 13)

No.

I



2
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FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN PENDELEGASIAN DARI
BUPATI BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN
KONDISI TERTENTU.

KEPUTUSAN PtrNGELOLA BARANG
NOMOR ........... ....(1)

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

PADA OPD.... .......(2)
rAHUN..........(3)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENGELOLA BARANG

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (4), perlu ditetapkan Keputusan
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pada OPD .... (2) Tahun ... (3).

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
553s);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun ... Nomor...);

4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun .... tentang ........;
5. ...dst.

MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
oPD ...... (2) rAHUN ...... (3).
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KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah
OPD . .... . .. (2) untuk Tahun ... (3) sebagaimana tercant
dalam lampiran keputusan ini.

: Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah y
wajib dilakukan pengelolaan oleh OPD selaku penggun
barang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : OPD.......(2) dapat melakukan pemanfaatan
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan perat
perundang-undangan.

ata

KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan eval
atas optimalisasi penggunan barang milik daerah.

KELIMA Rincian terhadap status penggunaan barang milik dae

dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar baran
milik daerah pada Pengguna Barang.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupatenini m
berlaku sej ak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

(s)

(6)

PENGELOLA BARANG,

KtrDUA
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Lampiran Keputusan Penetapan Status Penggun
aan Barang Milik Daerah Pada SKPD.......(2) Tah
un.... (3) Nomor..... (1) Tahun.... (3)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

PADA OPD .... (2) rAHUN ... (3)

JU MLAH

Ditetapkan di
pada tanggal

(s)

(6)

PENGtrLOLA BARANG,

(7)

Pe tunj uk Pe ngisian:
Diisi nomor Surat Keputu san.
Diisi nama SKPD.
Diisi tahun penetapan status penggunaan.
Diisi nama Pemerintah Daerah.
Diisi sesuai tempat ditetapkan.
Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
Diisi nama Pengelola Barang yang menetapkan status penggunaan.
Diisi nomor uru t.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.
Diisi jumlah barang.

t2 Diisi nilai pe role h an baran g

1

2
.)
4
5
6
7
8
9

11

No. Kode
Barang

Nama
Barang

Jumlah Nilai
Perolehan

(Rp)

Ket.

(8) (e) (10) (1 1) (r2) (13)

i3 Diisi keterangan sesuai kebutuhan.
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FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG
MILIK DAERAH OLEH BUPATI BERUPA:
1) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;
2) StrLAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI

KEPEMILIKAN;DAN
3) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN, APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN
BUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG.

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR .................(2)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG .. (3)

BUPATI TEBO

Menimbang bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang (3), perlu ditetapkan Keputusan
tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang
Milik Daerah Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
.....(3).

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ss33);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . . . Tahun . . . .

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...);

4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun .... tentang
5. .....dst.

Menetapkan
MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG ... (3).
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KESATU Menetapkan status penggunaan sementara barang milik
daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang .....
(3).

Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang (3) yang telah
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (4\ dengan rincian
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum
Kesatu berkewajiban:
a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik

daerah yang digunakan sementara;
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik

daerah yang digunakan sementara;
c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka

waktu penggunaan sementara berakhir;
d. ...dst.
Jangka waktu penggunaan sementara selama ..... . (5)
Tahun.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

KEDUA

KtrTIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di
pada tanggal

(6)

(7)

BUPATI TEBO,

(8)



70

Lampiran

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH

pada tanggal

BUPATI ,

Keputusan
Bupati Tebo Tentan g Penetapan
Penggunaan Sementara Barang
D aerah
Nomor...... (1) Tahun. .. ... . .(7)

(7t

S tatu s
Milik

No. Kode

Barang

Kode

Register

Nama

Barang

Spesifikasi Tahun

Perolehan

Jumlah
Barang

Kondisi B ara ng Ket

(e) (10) (11) (12) (13) ( 14) (1s) (16) (r7)

(8)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nama Kabupaten Tebo
(2\ Diisi nomor Surat Keputusan.
(3) Diisi nama Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang

menggunakan sementara.
(41 Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat

terhadap objek barang milik daerah (telah ditetapkan status
penggunaannya).

(5) Diisi jangka waktu penggunaan sementara.
(6) Diisi sesuai tempat ditetapkan.
(7) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
(8) Diisi nama Bupati yang menetapkan status penggunaan.
(9) Diisi nomor urut.
(10) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodelikasi

barang milik daerah yang berlaku
(1 1) Diisi kode register barang.
(12) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (10) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(13) Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukuran/cc dll.
(14) Diisi tahun perolehan barang.
(15) Diisi jumlah barang dalam bentuk unit, 1uas, panjang, lebar, dll.
(16) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
(17) Diisi keterangan sesuai kebutuhan.



-72-

4 FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG
MILIK DAERAH OLEH PENGBLOLA BARANG BERDASARKAN
PENDELEGASIAN DARI BUPATI BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU.

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NoMoR. .......(1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG......(2)

PENGELOLA BARANG

Menimbang bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang (2), perlu ditetapkan Keputusan tentang
Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik
Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ......(2).

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . . . Tahun . . . .

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor...);

4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun ... tentang ........;
5. ... dst.

Menetapkan

KtrSATU

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN
STATUS PBNGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK
DAERAH PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
......(2).
Menetapkan status penggunaan sementara barang milik

daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang .....
2
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang (2) yang telah
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang ....... (3) dengan rincian
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
Penggr.rna barang sementara sebagaimana pada Diktum
Kesatu berkewajiLran:
a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik

daerah yang digunakan sementara;
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik

daerah yang digunakan sementara;
c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka

waktu penggunaan sementara berakhir;
d....dst.
Jangka waktu penggunaan sementara selama...... (4) Tahun.
Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PENGELOLA BARANG,

(7\

(s)

(6)
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Lampiran Keputusan Pe ngelola Barang Tentang
Penetapan Status Penggunaan Sementara
Barang Milik Daerah Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang....(2)

Ditetapkan di ... . . . ... .. (6)

pada tanggal ...... ......(7)

PENGELOLA BARANG,

(8)

Nomor (1)Tahun.....(6)

PtrNtrTAPAN STATUS PtrN(i(iUNAAN SEMENTARA BARAN(} MILIK DAERAH.

Kode

Barang

Kode Regi ster Nama

Barang

Spesifikasi Tahun
Perolehan

Jumlah
Barang

Kondisi

Barang

(8) (e) (10) (11) (121 (13) (14) (1s) ( 16)

No. Ket.

I
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor Surat Keputusan.
(21 Dlisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang

menggunakan sementara
(3) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat

terhadap objek barang milik daerah (telah ditetapkan status
penggunaannya).

(4 Diisi jangka waktu penggunaan sementara.
(s Diisi sesuai tempat ditetapkan.
(6 Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
(7 Diisi nama Pengelola Barang yang menetapkan status penggunaan.
(8 Diisi nomor urut.
(e Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku
(10) Diisi kode register barang.
(11) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(12) Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukuran/cc dll.
(13) Diisi tahun perolehan barang.
(14) Diisi jumlah barang dalam bentuk unit, 1uas, panjang, lebar, d11.

(15) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
(16) Diisi keterangan sesuai kebutuhan.
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J FORMAT
DAERAH
BUPATI.

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

MILIK
OLEH

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR ....(2)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASTKAN OLEH ..... (3)

BUPATI TEBO

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi OPD ......(4), perlu ditetapkan Keputusan
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Untuk Dioperasikan oleh .....(3).

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ss33);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...);

4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun ..... tentang ...........;
5. .....dst.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG PENETAPAN

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH ... (3),

Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Untuk
Dioperasikan Oleh .. ... (3).
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KEDUA

KETIGA

Objek barang yang digunakan oleh ......... (3) yang telah
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang
........ (4) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang
Kode Register
Nama Barang
Kondisi Barang
.lumlah
Lokasi

(s
(6

a
b
c
d
e

f.

(7
(8)
(e)
(10)

KEEMPAT

KtrLIMA

KEENAM

Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang
dioperasikan oleh ...... (3) selama ..... (.....) (11) tahun.
Pihak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
berkewajiban:
a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah

yang dioperasikan;
b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tugas dan fungsi OPD ....... (a);

c. Menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya
pada DIKTUM KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh
OPD atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik
daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian
barang milik daerah;

e. ...dst.
OPD ...... (4) berkewajiban :

a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
barang milik daerah yang dioperasikan sesuai DIKTUM
KESATU;

c. Membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU;

d......dst.
Keputusan BUPATI ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

(12\
(13)

BUPATI,

(14)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nama Kabupaten Tebo .

2
3

Diisi nomor Surat Keputusan
Diisi oleh nama pihak lain.
Diisi nama OPD selaku Pengguna Barang.4

5 Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

(6) Diisi kode register barang.
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (5) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(B) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.
(9) Diisi jumlah barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain
( 10) Diisi lokasi barang yang diperasionalkan pihak lain.
(11) Diisi jangka waktu dioperasikan oleh pihak lain yaitu angka dan huruf.
(12) Diisi tempat ditetapkan.
(13) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
(1a) Diisi nama BUPATI yang menetapkan.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DIGUNAKAN DAN DIKUASAI
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG.

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.

Diisi nomor surat pernyataan.
Diisi nama pejabat yang menandatangani.
Diisi NlPpejabat yang menandatangani.
Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
Diisi nomor urut.
Diisi nama barang.
Diisi luas tanah.
Diisi tempat/ lokasi barang.

10) Diisi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
1 1) Diisi tempat penandatanganan.
12) Diisi tanggal penandatanganan.

2
J

4
5
6
7
8
9

KOP SURAT ..........(1)

SURAT PERNYATAAN
Nomor (2)

Nama
NIP
Jabatan

.....(3)
(4)

(s)

dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan rincian data:

Nama Barang Luas Tanah (m2) Lokasi

..(6).. ..(7).. .(8).. .(e)..

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.........(10).

Demikian pernyataan ini kami
dalam rangka permohonan penetapan
daerah.

buat
status

dengan sebenar-benarnya
penggunaan barang milik

.............(1 1) ..................(12)
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang .. . ( 10)

(3)
NIP (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NO



7 FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DIGUNAKAN PENGGUNA
BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG.

Petunjuk Pengisian
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan
(21 Diisi nomor surat pernyataan.
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.
(4\ Diisi NlPpejabat yang menandatangani.
(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
(6) Diisi nomor urut.
(71 Diisi nama barang.
(8) Diisi luas bangunan.
(9) Diisi tempat/ lokasi barang.
(10 Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
(11 Diisi tempat penandatanganan.
(t2 Diisi tanggal penandatanganan.

KOP SURAT..........( 1)

SURAT PERNYATAAN
Nomor : .....................(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Jabatan:

..(3)
(4)

...(s)

dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:

Nama Barang Luas bangunan (m2) Lokasi
..(6).. ..(7t.. ..(8).. ..(e)..

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
......(10)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

...........(1 1).....................(12)
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. . ( 10)

(
a

4
)

)NIP (

-80-

NO
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DIGUNAKAN DAN DIKUASAI PENGGUNA BARANG/KUASA
PENGGUNA BARANG.

Petunjuk Pengisian
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
2 Diisi nomor surat pernyataan.
3 Diisi nama pejabat yang menandatangani .

4 Diisi NIP pejabat yang menandatangani.
5 Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
6 Diisi nomor urut.
7 Diisi nama barang
B Diisi jumlah barang.
9 Diisi satuan barang seperti unit, buah dll
10) Diisi nilai perolehan barang.
1 1) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
12) Diisi tempat penandatanganan.
13) Diisi tanggal penandatanganan

KOP SURAT ..........(1)

SURAT PERNYATAAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(2t

Nama
NIP
Jabatan

(3)
(4)

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa selain tanah
dan atau nan den rincian data:

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan un
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/ Kuasa Pengguna B
.........(11)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya da
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

(12) (1s)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...(i 1)

NIP
(3)

(4)

NO Nama
Barang

Jumlah Satuan
(Unit/Bh)

Nilai
Perolehan

..(6).. ..(71.. ..(8).. ..(e).. ..(10)..
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN

KONDISI TERTENTU YANG DIGUNAKAN DAN DIKUASAI
PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA.

Petunjuk Pengisian
(1) Diisi dengan kop surat sesuai peraturan perundang-undangan
(2) Diisi dengan nomor surat pernyataan.
(3) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.
(4) Diisi dengan NIP .

(5) Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani.
(6) Disi dengan angka dan huruf sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam

pendelegasian dari Bupati kepada Pengelola Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama barang.
(9) Diisi jumlah barang.
(10) Diisi satuan barang.
(1 1) Diisi nilai perolehan barang.
( 12) Diisi nama Penggun Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
(13) Disi tempat penandatanganan.
(la) Diisi dengan tanggal penandatanganan.

KOP SURAT ..........(1)

SURAT PERNYATAAN
Nomor:...................(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Jabatan

..(3)
(4)
(s)

dengan ini menyatakanbahwa barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan
nilai perolehan diatas Rp. ............(..........)(6) per unit/satuan dengan rincian
data:

NO Nama
Barang

Jumlah Satuan
(unit/Bh)

Nilai Perolehan
(Rp)

..(7t. ..(e).. (10) (1 1)

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan dlgunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/KuasaPengguna Barang
.........(12).
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

..................(13), .........................(14)
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ....(12)

(3)
NIP (4)

..(8)..
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10. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DARI AWAL
PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DILAKUKAN PEM I NDAHTANGANAN
DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

KOP SURAT (1)

SURATPERNYATAAN
Nomor:......... ............(21

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan

(3)
(4)

(s)

dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:

No. Nama
Barang

Luas Tanah
(m')

Lokasi
Tanah

Luas
bangunan

(m')

Lokasi
Bangunan

..(6).. ..(71.. .(8).. /q\ ..(10).. ..(11)..

adalah barang milik daerah yang dikuasai PenggunaBarang/ Kuasa Penggun
Barang.............. .(12) yang dari awalpengadaannya direncanakan untu
dlakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerint
Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

(13), ........................(14)
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. . . ( 12)

NIP
(3)
(4)

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyataan.
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.
(4) Diisi NIP pejabat yang menandatangani.
(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
(6) Diisi nomor urut.
(71 Diisi nama barang.
(8) Diisi luas tanah.
(9) Diisi tempat/ lokasi tanah.
(10) Diisi luas bangunan.
(1 1) Diisi tempat/lokasi bangunan.
(I2\ Diisi nama Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang.
(13) Diisi tempatpenandatanganan.
(14) Diisi tanggal penandatanganan.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN
UNTUK DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

Petunjuk Pengisian
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(21 Diisi nomor surat pernyataan.
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.
(4) Diisi NlPpejabat yang menandatangani.
(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama barang.
(8) Diisi jumlah barang.
(9) Diisi satuan barang seperti unit, buah, dll.
(10) Diisi nilai perolehan.
11 Diisi nama Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
12 Diisi tempat penandatanganan.

KoP SURAT ..........(1)

SURAT PERNYATAAN
Nomor (2\

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
NIP
Jabatan

(3)
(4)

(s)

No. Nama Barang Jumlah Satuan
(Unit/Bh)

Nilai Perolehan
(Rp)

..(6).. ..(7).. ..(8).. ..(e).. ..(10)..

adalah barang milik daerah yang dikuasai Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang................ (11) yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah.

(12) .. . .... .. ...(13)
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.... ( 1 1)

(3)

NIP (4)

l3 Diisi tanggal penandatanganan

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah dengan rincian data:



D. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

LAPORAN HASIL PEN
TAHUN ,,,, (1)

Kin.rja P.melihdmh

Kctcradge: ......1l9)

rr)) diiisi .rektir I ika Ti nskat R.aliaai Trs.t Kine.j a pemcliharaan z roo !2, .lan tidak .r.ktirjika ,r, (pros.nce) Ttnakat R€ l<incrja pem.l iharaan -looe-

I I +
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Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi tahun.
(21 Diisi nama Provinsi.
(3) Diisi nama Kabupaten Tebo.
(41 Diisi nama Pengguna Barang.
(5) Diisi nomor urut.
(6) Diisi nama belanja pemeliharaan.
(7\ Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan.
(8) Diisi jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pemelihaaan.
(9) Diisi Tingkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau 5=

(4 I 3)xlOOo/o.
(10) Diisi Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau 6= (4 l9ll

(3/8).
(11) Diisi efisien jika V. (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja

Pemeliharaan < 100 % tidak efisien dan jika tingkat efisiensi
Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.

1.2 Diisi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).
13 Diisi Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).
l4 Diisi Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (%) atau

(9 l8\xlOOo/..
(15) Diisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan >

IOO 'yo dan tidak efektif jika 7o (prosentase) Tingkat Realisasi Target
Kinerja Belanja Pemeliharaan < 100 %.

16 Diisi penjelasan penyebab tidak efisien dan penyebab tidak efektif.
17 Diisi tempat dan tanggal disahkan.
18 Diisi jabatan Pengguna Barang.
l9 Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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E. FORIUAT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH;

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEN(}HAPUSAN DARi DAFTAR BARANG
PENGELOLA BARANG OLEH BUPATI.

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR .................(2\

TtrNTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola
Barang dikarenakan alasan....... (3), perlu ditetapkan Keputusan
Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang
Pengelola Barang.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ....);

4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun .... tentang ........;

5 dst

BUPATI TtrBO
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH DARI DATTAR BARANG PENGELOLA
BARANG,
Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar
Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU dilaksanakan karena a1asan............(3) dan
membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
pengusaan Pengelola Barang.
Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar
Barang Pengelola Barang.
Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
Keputusan BUPATI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KtrtrMPAT
IiELIMA

Ditetapkan di

pada tanggal

(4)

(s)

BUPATI,

(6)



Lampiran : Surat Keputusan
Nomor :............ (

BupatiTebo
2\
(s)Tanggal

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

BUPATI,

...(6)

\o. Kode Barang l(ode Register
Nama

Bara ng
Tahun

Perole han
.Jumlah

Harga
Satuan (Rp)

'li)tal nilai
It roleha n

(Rpl

Nilai
Pe n),.u su ta n

(Rp)

Nilai bu ku

(Rp)

Spe sifikasi /

Loka si
Kondisi Barang I(( 1.

(7) (8) le) (10) (11) (121 ( l3) (1,+) (1s) (16) (171 (18) (1q)

I

I

I



J

4
5
6
7
8
9
1

1

1

1

1
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(1) Diisi nama Kabupaten Tebo
(21 Diisi nomor surat.

Diisi alasan penghapusan.
Diisi tempat ditetapkan.
Diisi tanggal ditetapkan.
Diisi nama Bupati Tebo.
Diisi nomor urut.
Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.
Diisi nomor kode register barang Diisi jumlah barang

0 Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (8).
Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penghapusan.

2 Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.
3 Diisi nilai harga satuan perolehan.
4 Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per

unit dan harga satuan per unit.
(15) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat

disusutkan.
( 16) Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai

penyusutan,untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.
(17) Diisi spesifikasi barang seperti merk, T\rpe, ukuran, lokasi tempat

untuk tanah dan/atau bangunan..dll
(18) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.
(19) Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.

1

Petunjuk Pengisian:
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2. FORMAT SURAT KtrPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG OLEH PENGELOLA
BARANG.

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG

NOMOR (1)

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI

DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/

KUASA PENGGUNA BARANG....(2)

PENGELOLA BARANG,

bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang......(2) dikarenakan
alasan...... . (3), perlu ditetapkan Keputusan Tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahttn 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... .

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miiik Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun ... Nomor ....);

4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun .... tentang ............;

5. ... dst.
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Menetapkan

KtrSATU

KtrDUA

KETIGA

KEEMPAT

KtrLIMA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
BARANG PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA
BARANG.....(2).
Menetapkan Penghapusan Barang Milik Dari Daftar Barang
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang......(2) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU dilaksanakan karena alasan............(3) dan
membebaskan Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang......(2) dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaan Penguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.....(2).
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang......l2) untuk
melakukan penghapusan dari Daftar Barang Penguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2).
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang... . (2) melaporkan
hasil pelaksanaan penghapusan.
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .. ..... .(4)

pada tanggal

PtrNGtrLOLA BARANG,

(6)



93

Lampiran : Surat Keputusan Pengelola Barang
Nomor
Tanggal

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA......(2)

PENGELOLA BARANG,

(1)
(s)

No. Kode Barang Kode Register
Nama

Barang

Tahun

Pe role han
,lumlah

Harga

Satuan (Rp)

'Iotal nilai

Perolehan

(Rp)

Nilai

Penyusutan

(np)

Niiai buku

(Rp)

Spsifikasi/

Loka si
Kondisi Barang Ket

17) (8) (e) (10) (11) {12) (13) (14) ( 15) (16) (17) (18) (1el

(61

I
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Petunjuk Pengisian:

(11)

Diisi nomor su r at.
Diisi nama Pengguna BaranglKuasa Pengguna Barang.
Diisi alasan penghapusan.
Diisi tempat ditetapkan.
Diisi tanggal ditetapkan.
Diisi nama Pengelola Barang.
Diisi nomor urut.
Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.
Diisi nomor kocle register barang Diisi jumlah barang.
Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi
barang (B).
Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan
penghapusan.
Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, Iuas, dll.
Diisi nilai harga satuan perolehan.
Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah
barang per unit dan harga satuan barang per unit.
Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang
dapat disusutkan.
Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi
nilai penyu sutan, un tuk barang milik daerah yang dapat
disusutkan.
Diisi spesilikasi barang seperti merk, Type, ukuran atau
lokasi tempat unluk tanah dan/atau bangunan..dll.
Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.
Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.

(1s)

( 16)

2
3
4

1

1

1

(17\

(1)
(21

(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
(8)
(e)

(18)
(1e)
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P. FORTUAT SURAT PERSETUJUAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLEH BUPATI.

Petunjuk Pengisian

Diisi nama Kota dan tanggal surat persetujuan diterbitkan-
Diisi nomor surat.
Diisi sifat surat.
Diisi jumlah lampiran.
Diisi Pengelola Barang/Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan u sulan pe rse tuj u a n.
Diisi jenis persetujuan
Diisi tempat Pengelola Barang/Pengguna Barang yang
mengajukan u su lan perset uj uan
Diisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dari
Pengelola Barar,gl Pengguna Barang.
Diisi hal-hal yang perlu dituangkan dalam surat persetujuan.
Diisi nama BupatiTebo.

1

2

4
5

6
7

(8)

KOP SURAT

(1)

Kepada

Nomor
Sifat

Lampiran
Hal

(2\

(3)

(4)

(6)

(s)

di-
. ... (7\

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor
tanggal ...... hal....(8), dengan ini diberitahukan bahwa
permohonan (6) sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Miik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1

2 (9) dst

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih

BUPATI,

(10)

(e)
(10)

Yth.
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Lampiran : Surat Persetujuan.

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI UNTUK DILAKSANAKAN ............ (3)

BUPATI,

.(r8)

Nomor
Tanggal

(1)
(2)

Nn Kode Barang Kode Regrster
Nama

Barang

Tahun

Pe rolehan
Jumlah

Harga

Satuan (Rp)

Total nilai

Perolehan

(Rp)

Nilai

Pe nyusutan

(Rp)

Nilai buku

(Rp)

Spsifikasi/

Lokasi
dst Ket

(4) lsl (61 \7) (8) (e) (10) 11 1l lt2) (t3) Llll (lsl i16) lt7)

K."d.i Brr""g 

I

r
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1

2
a

4
5
6

8
9

Petunjuk Pengisian:

Diisi nomor surat.
Diisi tanggal surat.
Diisi jenis persetujuan.
Diisi nomor urut.
Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.
Diisi nomor kode register barang.
Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (5).
Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan.
Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, d1l.
Diisi nilai harga satuan perolehan.
Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per
unit dan harga satuan per unit.
Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
disusutkan.
Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai
penyusutan,untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.
Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi
tempat untuk tanah dan/atau bangunan.
Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.
Diisi hal-hal sesuai kebutuhan surat persetujuan.
Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.
Diisi nama jabatan BUPATI.

10)
11)

(t2)

(13)

(14)

s)
6)
7)
B)

1

1

1

1

BUPATI TEBO

SU R


